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‘KATA PENGANTAR

Studitentang "Manajemen-Keluhan Peianggah (Public Complaint
Mangement)’ disélengarakan pada tahun 2009, terselenggara atas
kerjasama- antara BALITBANG (Badarr Penelitian dan’ Pengembatigan)
Provinsi Jawa Timur dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Tuntutan atas pemerintahan yang baik (good govemance) tidak
-bisa-dilfindari-di-tengah -masyarékat-semakin “Sadar -atas-hak-hak-warga
negara dalam menuntut peran-peran pemerintah dalam upaya pelayanan

transparansi, akuntablhtas penegakan hukum, non-dlsknmlnatlf terbuka

“datam-informasi, “den-partisipasi

piiblik. “Peringkatan “Kealitas -pelayanan
publik diyakini dapat mendorong terciptanya good govemnance di tengah
 eracotonomi daerah: Berbagai upays -pémerintah tetahr difakokar;
khususnya pemerintah Provmsu Jawa Tlmur Sejumlah kebuakan sepertl
Peratnran Déerait Notrior 11 Tahun' 2ﬁf}5‘”Tentarrg‘ Pelayaﬁan‘“ Publik di*
Jawa Timur, MoU antara Gubernur dan kepala daerah kota/ kabupaten se-

Jawa" Timdr tertang stardEt petayarER it (SPM); rirercipakmf-

tonggak awal perbaikan vkualitas pelayanan publik di setiap instansi
periyelsrggara-pelayananpubtik:
Implementasi kebijakan peningkatan pelayanan publik yang telah

ditakulkars tidalk serta-merta ménghﬂarrgkan keﬁdakbaasan" masyarakat-‘
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atés petaari publik; sefuiftar idyana- masi rerarjukken- persepsi-
yang kurang memuaskan Kondisi demikian bukan berarti kmerja
| peﬂyerehggara ' p‘étavarrarf ‘pubtik  dififar  barulc tetapﬁ dengan*
ketidakpuasan publik atas layanan yang diterima merupakan masukan
g pertiikeit Kuaiitas layanai.

Inovasi yang digagas dan menjadi hasil studi ini adalah
mergembENGkan manajen” kelhar: petdnggan (mublic: compraint
management) sebagal langkah peningkatan kualitas pelayanan publik.
Mer'fg’opﬁrri‘alkan' kechhlan' masyérakat sel:fagr p’erbalkan" sisten kulitas'
pelayanan dan sebagai mekanisme check and balance atas partisipasi

“publii daléf penyeianggaracrpeiayanan.

Studi ini akan memfokuskan pada 7 (tujuh) bentuk layanan paling

VoL e s Ty :
D e b e L

~dasar-bagi tiyaity s pelayanan pblik-yarg-difarfaatian
oleh hamplr semua Iaplsan masyarakat pelayanan publik menyangkut

~ *hak-hak*vdasar'sebagal wvargamegara “Pelayanan/pubhkﬁangﬁtmaksud '
antara lain pelayanan bidang pendidikan, pelayanan bidang kesehatan,
pelayanan bldang kependudukan 'pelayanan «btdang k’eterseﬂfaan ~air
bersih., pelayanan bidang ketenagalistrikan, pelayanan bidang perpajakan,

yananbidang-kepolisian.

Studi ini dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah dalam Provinsi Jawa Timur

yéity -Kéta ‘Surbaya, -Ksbupatéh Jerber, - dan “Kabupaten -Sampang.
Terdapat 3 (tiga) bahasan utama yaitu persepsi pelanggan terhadap
pelayarrampubhk ssaluran pelaﬂggan)dalam menyampatkan “keluhan-dan

komplain terhadap pelayanan publik, dan cara pengembangan

i
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Tngjemen-Keluhn “pelayanari “publii yang*efeKtif urtdic-feningkatkari
kualitas pelayanan publlk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
penyelenggara pelayanan publik yang bersedia untuk menjadi salah satu
sumbir- pericariar data; termasdk-Kerjasamardaf-masyarakat-sebagal
résponden dari studi ini. Termasuk para akademisi dan pakar yang
g -menyumbangléaﬁ%é*éjéﬁﬁ#éh' ids dain gaigasar-dalam penyempuiasn hasil
_studl Klranya dlsampalkan banyak-banyak terimakasih atas partisipasi
: dan semua pihak yang 1ak bisa dlsebutkan satwpersatu

Harapan besar dari hasil studi ini dapat menggambarkan kondisi
 pelayanir-publik-di davia:Timur-Sekaligus- dapat-dijadikan-réfsrensi-para
. stakeholder dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan kualitas
pelayanan-publik di tiap-tiap instansi penyeleriggara:pelayanan publik.

Dengan berakhirnya studi, kami sampaikan dalam bentuk Laporan
: Akhnr ﬂan *S&ldl Managemen ~Keluhah- Pelanggan '(Pubhc 'Gamplamt.
Management). Kritik dan saran menjadi ruang terbuka (public sphere) bagi
semuaprhak'da!amupayapenyempurnaanautputpenelltlan -

Demikian yang dapat kami sampaikan selaku tim peneliti sebagai
pmtu - masuk .antuk - memaharmi ““hasil - temuan-temuan>dalam “studi

Managemen Keluhan Pelanggan (Public Complaint Management).

~Surabaya; Desember 2009

Tim Peneliti

it
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14, LatarBelakang

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu
peﬁﬂujﬁdéﬁﬂ dari fungsr aparatur negara ‘sebagai abdi Enasyaraké’t
(disamping sebagai abdi negara). Orientasi pelayananannya adalah
‘dimaksudkan- sebagai pelayanah umum dalam rangka mensejahterakan
masyara_kat. Karena itu, memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh - pererintah.
Apalagi dalam era otonomi daerah dewasa ini, maka pemerintah daerah
~ perlu berupaya - -keras ” untuk memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat di daerah.

" Dinamika  perkembangan  mésjarakat dewasa ini,
telah “menantang” birokrasi publik untuk lebih antisipatif dalam
memberikan pelayanan. Masyarakat semakin sadar akan: apa yang
menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat
semakin “berani untuk h&enga‘juka‘h”tuntutah,’ 'keih'gin‘a’n danf"aspirasin'yé'
kepada pemerintah. Pendeknya, masyarakat semakin kritis dan berani
-~ dalam- melakukan kontrol atas éegala hal yang dilakukan oleh birokrasi -
publik. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Effendi (1986 :213)
- ‘birokrasi publik ﬂharus dapat memberikan layanan publik yéng"lebih
profesional, efektif, efiesien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu,

~responsif,  dan adaptif serta sekaligus dapat membangun  ‘kualitas

Pendatiutuan BABI1-1
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manusia” dalam arti meningkatkan kapasitas individu- dan masyarakat -
secara aktif menentukan masa depannya sendiri.

| - -Selanjitriya; “mentrut ‘Thoha (1998), dalam kondisi masyarakat
yang semakin kritis, birokrasi publik juga dituntut harus dapat mengubah
posisi dan peran ‘(revitaslisasi) dalam memberikan layanan publik. Dari -

yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani,

~ dari 'yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi

suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis,

' serta mengedepankan cara-cara kerja yang realistik pragmatis.

Pada tataran praktis, nampaknya gambaran ideal birokrasi publik di

~ ‘atas ‘dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih menjumpai

banyak kendala dan harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
Meski pelayanan publik dijatankan sudah berpuluh-puluh tahun, namun

pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak keluhan mengenai

kualitas pelayanan diterima masyarakat. Minimnya fasilitas yang tersedia,

terbatasnya pilihan yang ditawarkan, arcgansi aparat pelayanan publik,
dan ‘femahnya posisi tawar masyarakat karena terbatasnya daya' beli
membuat kualitas pelayanan publik masih memprihatinkan.

* “Persoalan ‘pelayanan publik di Indonesia, juga mendapat sorotan ' -

dari dunia Internasional. Hasil temuan dari Political and Economc Risk

- Consultancy (PERC), sebuah lembaga yang berbasis di Hongkong di

peroleh data bahwa pelayanan publik di Indonesia dalam banyak kasus

‘masih tergolong buruk. Dengan memperoleh skor 8 dari kisaran angka

terbaik sempurna 0 dan terburuk 10 (Gud Reacht : 2006).
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| Buruknya' pelayanan ini jelas membawa dampak pada-pencitraan. .-
Menurut Studi International menyatakan bahwa tiga 3-6 dari 10 pelanggan
akan bicara secara terbuka kepada umum mengenai perlakuan buruk -

yang mereka terima (Pantius D, Soéling, 1997, 11). Hasil studi The

Tehnical Assistens Research Program Institute menunjukkan bahwé*éé* o

persen dari pelanggan yang dikecewakan tidak pernah mengeluh kepada
“pemerintah . Rata-rata pelanggan yang mengeluh akan memberitahukan
kepada 9 atau 10 orang lain mengenai pelayanan buruk yang mereka
terima, 70 persen pelanggan yang mengeluh akan berbisnis kembali
- dengan instansi kalau keluhannya ditangani dengan cepat.

Karena itu pemerintah hendaknya tanggap atas fenomena tersebut.
Apalagi di era Good Governance ini, pelayanan publik adalah salah satu
fokus utama yang diperhatikan. Good Govermance menjadi fokus utama
karené, pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana
' ‘negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-

lembaga non-pemerintah. Bilamana warga masyarakat merasakan bahwa
Good Governance di hegara ini buruk dengan intenitas keseringan tinggi,
maka bisa berakibat pada munculnya paradigma bahwa bad Governance
“adalah sesuatu yang biasa. Bahkan berdés‘ark’éhf Governance and
Decentraflization Survey 2002 (GSD 2002) , menjelaskan bahwa sebagian
besar warga menganggap wajar terhadap praktik pungutan liar, dan justru
merasa lega kalau proses pelayanan dapat segera selesai. Kalau sudah
menjadi kebiasaan, maka fenomena ini merupakan bukti nyata bahwa bad

governance menjadi sesuatu yang biasa.
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Kedua, 'pelayana'n ‘publik “adalah ranah dimana berbagai -aspek

good governance dapat diartikan relatif lebih mudah. Karena melalui

~ pelayanan publik, pemérintah bisa menunjukkan nilai seperti efisien, non-

diskriminatif, dan berkeadilan, berdaya tanggap tinggi, dan memiliki
akuntabilitas tinggi. Interaksi langsung dengan masyarakat dan
memberikan kesan positif akan memuaskan masyarakat.

Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan  semua unsur
governance. Pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat 'sipil
dan mekanisme pasar. Tiga unsur goveinance itu “adalah “penentu

keberhasilan mewujudkan good govemance di era otonomi daerah.

" (Dwiyanto :2006) kalau sampai tiga unsur ini terjadi masalah, maka

otonomi daerah tidak akan bisa berbuat banyak untuk kesejahteraan
rakyat.

Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik dalam otonomi

" daerah harus diatur ‘Sedemikian supaya implemetasi pelayanan publik -

yang ideal bisa tercapai. Karena ini merupakan amanah dari otonomi
daérah. Dimana dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan

sebagian besar ke-wenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat

disérahkan képada daerah otonom; ‘sehingga pemerintah daerah otonom

dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai
dengan kemampuan yang dimiliki. (FathdfOSjid :2006)
Keterkaitan antara otonomi daerah dengan pelayanan publik

seperti dua mata uang yang tak terpisahkan. Contoh keterkaitan yang

nyata misainya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah,
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akan mempengaruhi minat para investor dalam menananikan modalnya di-
suatu daerah. Excelent Service harus menjadi acuan dalam mendesain
“struktur organisasi di pemerintah daerah. Dunia usaha menginginkan
pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah serta tarif yang jelas dan
pasti. Pemerintah perlu menyusun Standard Pelayanan bagi setiap
institusi (Dinas) di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat, utamanya dinas-dinas 'yang men‘gelu'arkan.' peﬁj‘ina.m bagi
pelaku bisnis. Perijinan berbagai sektor usaha harus didesain sedemikian
'rup'a agar perigusaha tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk
mengurus ijin usaha, sehingga tidak mengorbankan waktu dan biéya
besar hanya untuk mengurus perizinan. Deregulaéi dan .Debiroki*atisaAs'i‘
mutlak harus terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah, serta perlu
dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik senantiasa
memuaskan masyarakat. (Dwiyanto : 2006)

Bukti akan kebutuhan dunia usaha akan cepatnya pelayanan publik.
Dengan ketertarikan investor, maka perekonomian akan semakin hidup,
dan kesejéhteraan rakyat biéa lebih baik.” Otonomi daerah sangat
dipengaruhi hal itu. Bukti keberhasilan otonomi daerah adalah Kabupaten
Jembrana. Kabupaten Jembrana Di Provinsi' Bali terdiri dan 4 sub-distrik
dan 40 kampung, yang kawasannya seluas kurang lebih 800 km persegi.
Distrik ini mempekerjakan 4.628 pegawai negeri (termasuk guru), dimana
3.084 diantaranya menduduki posisi- posisi fungsional.

Jumlah pegawai negeri ini telah menurun dengan tidak -

dilakukannya penggantian terhadap pegawai yang pensiun, menetapkan

Poudaatuan BAB -5
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sanksi terhadap perilaku yang tidak disiplin, dan dengan melalui
perputaran pegawai. Studi banding dan pertukaran pelajar ke Jepang juga
menolong memberikan ide-ide baru. Para pegawai harus melakukan
absensi empat kali sehari melalui cap jari elektronik, sanksi bagi pegawai
yang absen juga diperkenalkan dengan memotong jumlah hari libur
tahunan mereka. Dalam kasus-kasus yang lebih ekstrim, pegawéi
dirumahkan atau dipensiunkan. Kehadiran dan kinerja yang baik di
berikan penghargaan melalui insentif gaji sejﬁmlah Rp. 1 juta di akhir
tahun. Reorganisési juga dilakukan melalui penyatuan lembaga-lembaga
dinas, hal ini mengakibatkan berkurangnya 125 posisi manajemen. Kerja-
kerja administratif tertentu juga didelegasikan ke tingkan sub-distrik,
seperti, pengelolaan sampah. Semua kecamatan saling terhubung dengan
kabupaten melalui LAN sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan'
dengan cepat dan efisien.

'Untuk meningkatkan layanan publik, semua uang sekolah
dihapuskan dan layanan kesehatan dasar diberikan secara cuma-cuma
sistem ini mensubsidi semua kelompok pendapatan. Untuk dapat
menunjang kelompok yang lebih miskin, direncanakan beasiswa bagi
murid berprestasi. Penyediaan layanan kesehatan gratis disalurkan
melalui skema asuransi yang dimiliki kabupaten, dimana sejauh ini kartu
keanggotaannya dimiliki oleh 70 persen penduduk. Pusat Kesehatan
Masyarakat dan praktek dokter swasta diberikan uang pengganti biaya
melalui skema asuransi ini untuk layanan yang mereka berikan terhadap

pasien-pasien perorangan. Hasil yang terlihat adalah bahwa pelayanan
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yang rendah menjadi tidak popular dan hanya akan menerima pendapatan
yang berkurang. (World Bank: 2004) sebuah prestasi luar biasa,
pelayanan publik Kabupaten Jembrana bisa menjadi teladaln yang baik
untuk daerah lain. Pelayanan publik disana sangat memuaskan
masyarakatnya.

Tentu bukan tanpa partisipasi dan masukan dari masyarakat.
Jembrana sangat memperhatikan keluhan-keluhan pelanggan sebagai
upaya untuk meningkatkan pelayanan . Dengan transparansi birokrasi,
masyarakat juga berhak untuk mengkritik kinerja pemerintah. Dan
pemerintahpun merespon positif, kalau memang kritik yang disampaikan
benar, maka dengan kebesaran hati mau memperbaikinya.

Disisi lain, apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Omni
Internasional yang memenjarakan mantan pasiennya Prita Mulyasari,
hendaknya tidak sampai terjadi pada instansi pemerintah. Waktu itu Prita

hanya menyampaikan keluhannya terkait pelayanan rumah sakit yang

| salah melakukan diagnosa penyakitnya. kemudian keluhan itu di

sampaikan kepada teman-temannya melaui e-mail. Pihak rumah sakit
merasa tidak terima dengan tindakan Prita dan melaporkannya ke polisi,
Prita-pun harus dipenjara selama 3 minggu. Padahal di era-kebebasan
berpendapat, konsumen berhak memprotes sebuah pelayanan yang tidak
sesuai, apalagi menyangkut nyawa seseorang (detik.com :2009).

Pada kasus Prita, substansi masalahnya bisa kita ambil pelajaran
dalam proses manajemen keluhan pelanggan. Bagaimana kebebasan

masyarakat untuk menyampaikan keluhannya harus ditanggapi dengan

Pedabudtuan BABI|-7
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baik demi terciptanya pelayanan publik berkualitas. Dan jangan sampai
krittkan atau keluhan pelanggan/ masyarakat dijadikan musuh yang harus
dilawan. Apalagi diberujung pada proses peradilan. Semua harus
diselesaikan dengan cara whin-whin solution. Oleh karena itu, perlu sekali
agar pemerintah mengembangkan Public Complaint Management
(manajemen keluhan pelanggan). Karena dengan manajemen keluhan
yang baik, akan memperkuat kepércayaan dan legitimasi.

Pemerintah dalam hal ini institusi pemegang ototritas pelayanan
publik, perlu menjadi institusi yang peka pela_nggan. Bagaimana dengan
kritik-kritik, pelayanan publik bisa terus mengkoreksi diri, masyarakatpun
bisa berpartisipasi langsung dalam proses penyelenggaraan negara
sebagai fungsi pengawasan. Karena bukan rahaéia lagi kalau pelayanan
birokrasi masih berbelit-belit, tidak trasnparan,kurang informatif, kurang
akomodatif, waktu lama, biaya mahal dan praktek percaloan juga masih
bisa ditemui. (Sad Dian Utomo: 2005) sehingga kontrol masyarakat
melalui public complaint management adalah salah satu upaya penting
yang harus diwujudkan. Agar masukan, saran dan perencanaan untuk
pelayanan publik bisa terus ditata dan di perbaiki.

Paling tidak ada tiga aspek penting yang bisa dikembangkan dari
manajemen keluhan pelangan. Pertama, produktivitas, dimana kita tidak
hanya mengukur efisiensi, tapi juga efektifitas pelayanan pelanggan.
Kedua, kualitas layanan, dari keluhan pelanggan maka kita bisa mengukur
sejauh mana kualitas pelayanan pelanggan. Ketiga, Responsivitas,

Dengan kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun

'¢ ———— e ———— EETCI
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agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Keuntungan yang bisa diperoleh pemerintah kalau mempunyai dan

melaksanakan Sistem Manajemen Keluhan Pelanggan adalah :

1) Menemukan peluang untuk menemukan kelemahan-kelemahan
pelayanannya

2) Dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang periu diperbaiki dan
ditingkatkan

3) Menunjukkan adanya tingkat perhatian dan kepedulian yang tinggi
pemerintah terhadap usaha pemecahan masalah pelayanan ;

4) Adanya prosedur keluhan yang efektif dapat membantu organisasi
meningkatkan mutu produk dan pelayanannya dengan menawarkan
pelanggan yang mengeluh suatu metoda umpan-balik bagi
penyedia barang dan jasa pelayanan

5) Semuanya itu menjadi piranti untuk mengembangkan suatu ‘quality
culture’ dalam organisasi yang berfokus pada kepentingan dan
harépan pelanggan. (Irfan : 2005)

Cukup banyak keuntungan yang diperoleh dari manajemen keluhan
pelanggan. Tinggal bagaimana pemerintah melakukan dan memberikan
perhatian penuh terhadap hal ini. Khususnya untuk urusan yang secara
otoritatif dipegang oleh pemerintah seperti PLN, PDAM, pembuatan surat
jin, KTP, SIM, membayar pajak dan sebagainya. Bukan karena
pemegang monopoli, kemudian memperlakukan masyarakat dalam

posisi ‘pembeli melayani penjual’.

Pendalatuar - - "~ BABI-9
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Selain itu, sebagai bentuk apreéiasi atas tugas, fungsi dan peran
dalam pelayanan publik, maka bukan hanya dikritik dan diberi saran saja,
namun perju juga diberi sebuah penghargaan atas kerja keras birokrasi |
dalam memperbaiki dan mengembangkan. pelayanan pada
masyarakatnya. Misalnya apa yang diselenggarakan oleh Jawapos
Institute Pro-Otonomi (JPIP), yaitu Otonomi Award 2009 . Sebuah ajang
bergengsi untuk daerah-daerah yang sudah bekerja keras memberikan
layanan terbaik pada masyarakakat. Misalnya penganugerahan yang
diperbleh Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Gresik. Bojonegoro
meraih kategori khusus akuntabilitas publik.

Inovasi yang diunggulkan yaitu Dialog Publik dan Jumat Open
House. Setelah dilantik pada Maret 2008, bupati mulai membuka keran
akuntabilitas di Bojonegoro. Caranya, dengan menggelar dialog pubiik..
setelah salat Jumat. Dalam dialog yang dilakukan di pendapa tersebut,
masyarakat bisa mengeluarkan uneg-uneg-nya. Selama 2008, 33 dialog
publik telah digelar. Selain melalui dialog aspirasi dan keluhan warga bisa
langsung disampaikan melalui SMS ke nomor bupati selama 24 jam.

Kabupaten Gresik juga melakukan inovasi pelayanan publik
dengan meraih penghargaan unik (distinguish category). Inovasi yang
terapresiasi yakni pelayanan cuci darah. Penderita gagal ginjai kronis dan
miskin di Gresik bisa mendapat pelayanan cuci darah gratis di RSUD Ibnu
Sina. Sebab, mereka di-cover lewat jamkesmas dan jamkesda. RSUD
juga berinisiatif membuat MoU dengan daerah tetangga, sehingga

penduduk di sekitar Gresik bisa memanfaatkan layanan ini. Dengan14 alat,




42‘ SO 'dl,ih

Wanajeman Relaban Pelayanaw Pullté (Pullle Complatut Wanagement)
Dakun 2009
]

setiap hari 42 pasien mampu dilayani. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun
2008 semakin menguatkannya.

Sedangkan pemenang penghargaan dengan kualitas pelayanan
publik terbaik di Jawa Timur jatuh pada Kota Surabaya
(Jawapos.co.id:2009). Merupakan sebuah prestasi membanggakan untuk
daerah-daerah tersebut, karena dengan adanya penghargaan, aparat
birokrasi juga bisa menilai kinerjanya, sehingga ada motivasi untuk
mempertahankan dan meningkatkan prestasi.

Peningkatan prestasi pelayanan publik akan sangat membutuhkan
public service management . Karena pelayanan publik tidak cukup hanya
mendapat penghargaan saja, harus ada inovasi-inovasi lainnya. Oleh
karena itu perlu sekali ada penelitian terkait ‘Manajemen Keluhan
Pelanggan’ sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena
dengan memperoleh masukan dari masyarakat, maka akan diperoleh
keuntungan keuntungan konstruktif. Selain masyarakat puas, pemerintah
juga memperoleh inspirasi untuk berinovasi. Selanjutnya Bagaimana
nantinya manajemen keluhan pelanggan bisa diterapkan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Sehingga kualitas pelayanan publik bisa terus

dikembangkan dan di awasi bersama-sama.

Pondabtoas o "BABI-11
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1.2. Rumusan Masalah

Dari beberapa fenomena tentang pelayanan Fublik yang
dipaparkan di atas, beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai
berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat/ pelanggan terhadap pelayanan
publik yang mereka rasakan selama ini ?

2. Bagaimana cara/ saluran masyarakat/ pelanggan dalam
menyampaikan keluhan terhadap pelayanan publik yang mereka
tarima ?

3. Bagaimana cara pengembangan manajemen keluhan pelayanan
publik yang efektif untuk meningkatkan kﬁalitas pelayanan publik

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?

13. Tujuan

1.  Memperoleh identifikasi tentang kebutuhan manajemen keluhan
pelanggan.

2. Memperoleh data tentang karakteristk aspek-aspek yang
‘berpartisipasi dalam manajemen keluhan pelanggan yang ideal.

3. Mengembangkan strategi peningkatan produktivitas dan kualitas
pelayanan publik.

4. Untuk menihgkatkan kepuasan pelanggan pelayanan publik melalui
manajemen keluhan pelanggan.

5. Memperleh masukan tentang sistem manajemen keluhan pelanggan

yang ideal.

Pendakeatuan BAB1-12
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1.4. Manfaat
1.4.1. Manfaat Bagi Pemerintah

Studi ini akan menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur. Pelayanan
publik merupakan tugas utama pemerintah, sedangkan komplain
pelanggan merupakan sebuah indikasi ketidaksesuaian kondisi yang
diinginkan dengan kondisi kenyataan. Ketidaksesuaian tersebut
merupakan hal yang wajar, komplainpun sesuatu yang alamiah. Namun,
tinggal bagaimana memanage kompalin, agar masyarakat sebagai
pelanggan tidak kecewa. Melalui studi ini, akan diketahui bagaimana
implementasi managemen komplain di Jawa Timur.

Rekomendasi yang akan diperoleh antara lain terkait beberapa hal
berkenaan dengan manajemen komplain pelanggan, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme manajemen komplain yang sedang
berlangsung di Jawa Timur khususnya di Sampang, Surabaya dan
Jember

2. Masalah yang muncul karena komplain pelanggang

3. Bagaimana alternaitif solusinya

4. Bagaimana sistem yang sesuai

5. Siapa saja pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan

manajemen komplain tersebut.
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1.4.2. Manfaat Bagi Stakeholder

Pelaksanaan pelayanan publik bukan hanya aktivitas yang
disorotkan kepada pemerintah saja, namun pengguna merupakan faktor
utama bagaimana mereka menikmati pelayanan yang diberikan. Karena
selama ini, stakeholder seperti investor, pedagang, LSM, perusahaan dan
sebagainya akan sangat merasakan dampak dari manajemen komplain
yang memuaskan. Apalagi aktivitas mereka dengan pemerintah relatif
lebih besar dibanding masyérakat biasa. Sehinggé‘ melalui studi ini,
stakeholder diharapkan akan memperoleh sebuah garﬁbaran terkait
bagaimana pelayanan publik di Jawa Timur, Bagaimana manajemen
komplain yang diterapkan sehingga akan menjadi reverensi dalam
penentuan kebijakan mereka kedepannya, paling tidak semoga semakin
menambah kenyamanan bagi stakeholder dan mempermudah
aktivitasnya.
1.4.3. Manfaat Bagi Masyarakat

Stigma yang muncul selama ini adalah falsafah ‘kalau bisa
dipersulit, mengapa dipermudah’. Ketika ini melekat pada para birokrat,
maka muncul keengganan masyarakat berurusan dengan birokrat.
Mereka lebih memilih meminimalisir berurusan dengan pemerintah hanya
karena kekhawatiran dipersulit dan berbelit-belit. Ketika masyarakat tidak
puas dengan pelayanan, mereka tidak kemudian menyampaikan
keberatannya, namun malah menceritakan pada teman-temannya.

Semakin banyak ketidakpercayaan yang muncul, hal itu diakibatkan

tidak sesuainya manajemen komplain oleh pemerintah. Seandainya
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aparat pelaksana mampu melayani komplain dengan baik, maka
masyarakat tidak perlu harus menghindar apalagi membenci. Oleh karena
itu, pentingnya studi ini untuk masyarakat adalah bagaimana
memunculkan trust pada masyarakat akan pelayanan publik di Jawa
Timur. Studi ini akan menunjukkan pada masyarakat bahwa ada harapan
besar akan pelayanan publik di Jawa Timur ini. Keluahan-keluhan yang
muncul akan diupayakan bisa lebih cepat ditangani. Pihak-pihak yang
berpartisipasi akan diyakinkan akan pentingnya manajemen keluhan
masyarakat terhadap pelayanan publik dan semoga memberikan

perubahan kearah positif demi masyarakat.

1.5. Ruang Lingkup Studi
Studi manajemen komplain pelayanan publik ini memiliki ruang
lingkup sebagai berikut :

1.  Melakukan identifikasi keluhan pelayanan publik di Jawa Timur
khususnya di Surabaya , Sampang dan Jember. Sektor-sektor apa
saja yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Mengapa keluhan
tersebut muncul dan bagaimana caranya supaya keluhan tersebut
dapat teratasi baik dari pencegahannya dan bagaimana
penanganannya apabila terjadi.

2. Melakukan kajian teoritik: menya‘ngkut manajemen komplain
pelayanan publik di Surabaya, Sampang dan Jember. Berdasarkan
asas manajemen yang baik, sebenarnya pelayanan publik harus

base on client. Bagaimana caranya supaya mampu memberi

e g ey
Pendakedluas BABI1-15



Loporan Ak
WManajeman Reluban Pelayanan Publth (Publte Complatnt Management)

Dabiene 2009
— ]

pelayanan sebaik-baiknya agar pengguna merasa puas. Dan ini
naﬁtinya akan dilakukan analisis teoritik secara komprehensif agar
nantinya diperoleh gambaran tajam mengenai manajemen keluhan
pelayanan publik.

3. Menganailisis secara komprehensif dan mendalam terkait
bagaimana sektor-sektor sentral pelayanan publik yang perlu untuk
mendapat rekomendasi untuk manajemen pelayanannya dan
bahkan kalau memang sesuai untuk dicontoh, maka tidak menutup
kemungkinan manajemen yang baikpun bisa menjadi percontohan
untuk yang lain. Beberapa sektor yang akan diteliti antara lain :

a) Pendidikan

b) Kesehatan |

¢) Kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, dif)

d) Air Bersih (PDAM)

e) Ketersediaan Listrik (PLN)

f)  Perpajakan (PBB, NPWP, IMB, pajak kendaraan, dil)
g) Kepolisisan (SIM, STNK, SKCK, dlii)

Tujuh sektor ini kiranya merupakan pelayanan dasar yang diterima
oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Sehingga nantinya akan
diperoleh standar operasional bagaimana pelayanan publik yang sesuai
untuk masyarakat khususnya bagaimana langkah untuk menangani
komplain. Dengan standar pelayanan komplain pelayanan publik yang
baik, nantinya masyarakat akan lebih merasa nyaman dan merasa

diperhatikan.
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Pertama, melakukan analisis tentang bagaimana sistem
manajemen komplain pelayanan publik untuk pemerintah Jawa Timur.
Dengan adanya sistem, nantinya akan lebih mudah menstandarisasi
bagaimana mekanismenya.

Kedua, melakukan pemetaan dan analisis secara komprehensif
terkait siapa-siapa saja pihak yang harus dilibatkan dalam rangka

peningkatan mutu pelayanan publik melalui manajemen komplain.
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2.1, Példydnan Publik
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu usaha yang
dilakukahi oleh sesorang atau sekelompok orang atau institusi tertentls
untuk membantu memberikan kemudahan dan bantuan kepada
" masyatakat dalar sangks mencapai tujuan tertentu- (Miftaf, Toha:1991).
Sedangkan untuk membedakan antara pelayanan masyarakat yaitu
* aktifitas memberi kemudahan jasa kepada ’fﬁasyarakat.." ’:Sedah’g’kan’ |

‘ pelayanan umum yaitd pelayanan yang diberikan dengan memegang

" teguh - syarat-syarat efisiensi, efektifitas, dain penghematan dengan =~

melayani kepentingan umum dengan bergerak dibidang produksi atau
- distribisi yang bergerak dibidang jasa~jasa vital. (Mandayaningrat :1988)

| Jika dilihat dari segi dimensi-dimensi pelayanan pelayanan publik

dapat dibagi datam’beberapa jenis, (Frederickson :1988) kalau dikaitkan
deﬁgan perspektif keadilan, maka bisa di bagi menjadi tiga aspek, antara

ain :

1. Pelayanan yang sama bagi semua. Tidak ada diskriminasi

*pelayanan bagi yang memiliki jabatan tertentu atau pemberi-uang

suap.

2. Pelayanan yang proporsional bagi semua, artinya memberi-proporsi-

pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.
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‘3. ‘Pelayanan yang tidak sama bagi individu-individi' bersesuaian -
dengan perbedaan yang relevan.
’Sedangka‘n berdasarkan jenisnya, pelayanan publik di Indonesia

menurut Kepmen PAN No.63 Tahun 2003 merincinya menjadi tiga jenis
~ “pelayanan publik, yaitu (Abteenar :2006):
1.. Pelayanan administratif, seperti sertifikat tanah, KTP, KSK dan
" sebagainya.

2. Pelayanan barang, seperti telepon, air, listrik dan sebagainya.

'3, Pelayanan jasa, seperti pelayanan rumah sakit, pos dan
sebagainya.

Jenis pelayanan publik diatas, bisa lagi di bedakan menjadi 2 (dua),
yaitu; pertama, pelayanan publik yang dimonopoli pemerintah seperti
pelayanan adminstratif dan bgberapa pelayanan barang. Untuk monopoali,

harapannya pemerintah benar-benar memperhatikan dan mengawasi

"~ dengan ‘sebaik-baiknya agar kualitas layanan terjaga, karena tanpa

kompetitor, kecenderungannya bisa berakibat pada otoritarianisme, yaitu
 sistem ‘pemibeli mefayani penjual’,

Kedua, pelayanan publik yang berkompetisi dengan swasta seperti
beberapa pelayanan barang dan pelayanan jasa. Dengan adanya
kompetitor, maka kualitas layanan akan lebih dinamis dan lebih
© profesional.

Pemerintah sebagai institusi pelayanan pubik harus memiliki
kepekaan, tanggungjawab, keadilan, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas
dalam memberikan layanan pada masyarakat. Paling tidak untuk

Do o
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meningkatkan -aspek-aspek tersebut, mekanismenya adalah seperti -
diterangkan oleh Albertch dan Zemke (1990) sebagai berikut :

Bagan 1
Makanisme Pelayanan Publik

STRATEGI
PELAYANAN

MASYARAKAT/

‘/,/’ PELANGGAN "\\\$

SISTEM SDM

* Sumber: Segitiga Pelayanan Publik dari Albrecht and Zen‘nke", 1990.

Dengan menggimékan sistem pengembangan pelayanan publik
seperti ini, maka perkembangan kualitas pelayanan publik akan
'berkembang. Apalagi dengan kondisi masyarakat yang menginginkan
kebebasan, yaitu mereka bebas melakukan keluhan atau mengkritik
ketidaksesuaian pelayanan publik, maka*s‘iSt’erh “ini mampu menjadi
stimulator manajemen keluhan. |

Pemerintah Daerah Jawa Timur misalnya, Jawa Timur merupékan
provinsi yang cukup memperhatikan kualitas pelayanan publik. Bahkan
- sejak 2005 lalu, Perda Pelayanan Publik sudah dibuatkan dan diterapkan.
Banyak hal yang di atur perda tersebut agar pelayanan publik berkualitas
bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, mengutip pasal 11, pasal ini
menjelaskan tentang indeks kepuasan masyarakat, yang berbunyi:

b e e e ______}}
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1. Penyeleggara pelayanan publik wajib melakukan penilaian kinerja -
peyelénggara pelayanan publik secara périodik.

2. Untuk melaksanakan kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
dilakukan melalui pengukufan indeks kepuasan masyarakat sesuai
dengan standar pelayanan publik masing-masing penyelenggara
pelayananan publik. |

3. ' Apabila tidak ditemukan’ ketidaksesuaian nilai antara indeksi
pelayanan publik dan standar pejayanan publik, maka akan
dilakukan pembihaan dan pengembangan kapasitas penyelenggara
pelayanan publik.

4. Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas -
penyelenggara pelayanan pulik diatur dalam peraturan gubernur.
Bahkan pemerintah Jawa Timur membuat Komisi Pelayanan Publik

sebagai lembaga independen sebagai mediator sengketa pelayanan

publik antara masyarakat dan pemerintah.

2.2. Manajemen Keluhan

Munculnya manajemen keluhan berasal dari masalah-masalah
yang diakibatkaﬁ oleh pelayanan publik, baik pemerintah atau swasta.
Keluhan sendiri secara definisi adalah “a complaint is an expression of
disszitiSfacinn, about the standard of service, actions or lack of action ......
affecting an individual customer or group of customers®. Keluhan/ keluhan

pelayanan adalah merupakan ekspresi perasaan ketidakpuasan atas

Pinjans Prsstake - BABII-4 -
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- standar pelayanan, tindakan atau tiadanya tindakan aparat pelayanan”

yang berpengaruh kepada para pelanggan (Irfan:2005).

" Jadi, keluhan muncul karena sesuatu yang alami, semata-mata

adalah sintestis dari maslalahf pelayanan. Beberapa hal yang

menyebabkan keluhan antara lain :

1.

10.

Organisasi pelayanan gagal mewujudkan kinerja yang dijanjikan

' Pelayanan yang tidak efisien

Pelayanan yang diberikan secara kasar atau tidak membantu
Gagal menyampaikan info perubahan kepada pelanggan

Banyaknya pelayanan yang tertunda

Ketidak-sopanan / ketidak-ramahan aparat pelayanan

Pelayanan yang tidak layak / tidak wajar

Aparat pelayanan yang tidak kompeten

Aparat pelayanan yang apatis / tidak adanya atensi

Organisasi pelayanan tidak responsif terhadap kebutuhan dan
keinginan serta harapan pelanggan

Dari persoalan-persoalan yang muncul, nantinya Dbisa

dikembangkan menjadi solusi-solusi atas masalah pelayanan publik. ltulah

yang

disebut dengan manajemen keluhan pelanggan. Hal ini bisa

dijelaskan dalam gambar berikut :
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Bagan 2
Managemen Keluhan Pelanggan

PROSES OUTPUT

(KELUHAN) ' (MANAJEMEN ' (SOLUSI)
1 KELUHAN) » =

‘ PELANGGAN / MASYARAKAT l

Secara umum, mekanisme pelayanan manajemen keluhan adalah

seperti gambar. Bagaimana masukan masalah, muncul dari masyarakat/
pejanggan kemudian diproses dengan manajemen keluhan, menghasilkan
solusi dan selanjutnya diberikan kembali pada masyarakat. Sedangkan
.untuk mekanisme penyelesaian masalah keluhan sendiri, ada dua cara
yaitu :

1. Mekanisme keluhan tanpa sengketa. Pelanggan/ masyarakat
dinyatakan puas setelah mendapat respon dari penyelengara.
Bentuknya antara lain berwujud lisan, tulisan dapat pula berupa
tindakan nyata dari penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan
publik yang dikeluhkan konsumen.

2. Mekanisme keluhan dengan penyelesaian sengketa. Keberadaan
lembag‘a eksternal diluar penyelenggara difungsikan untuk

o]
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memediasi penyelesaian sengketa antara pelanggan/ masyarakat

dengan penyelenggara.

Seringakali masyarakat merasa kesulitan untuk menyampaikan
keluhannya. Sebagai media, penyelenggara bisa menyediakan saluran

berikut :

-

. Telepon, SMS

2. Faximile

w

Surat pos
4. E-mail
5. Kontak tatap muka.

Semakin banyak saluran yaﬁg digunakan, maka interkasi
manajemen keluhan akan lebih mudah terlaksana. Tinggal bagaimana
resposifitas pemérintah dalam menangani keluhan.

Cukup banyak manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen
keluhan. Manfaat tersebut antara lain :

1. Pemerintah semakin tahu akan kelemahan atau kekurangannya
dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. |

2. Sebagai alat introspeksi diri organisasi untuk senantiasa responsif
dan mau memperhatikan ‘suara’ dan ‘pilihan’ pelanggan. |

3. Mempermudah organisasi mencari jalan keluar untuk meningkatkan
mutu pelayanannya.

4. Bila segera ditangani, pelanggan merasa kepentingan dan

harapannya diperhatikan.

Pingann Pustake BABII-7
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5. Dapaf mempertebalv rasa percaya dan kesetiaan pelanggan kepada
organisasi pelayanan.
6. Penanganan keluhan yang benar dan berhasil bisa meningkatkan
kepuasan pelanggan (Irfan: 2005).
Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan pemerintah

sebagai penyelenggara pelayanan publik akan semakin harmonis. Good

govemance akan ditegakkan dengan lebih optimal.
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3.1. Lokasi Studi

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Surabaya,
Kabupaten Jember dan Kabupaten Sampang. Masing-masing kabupaten
tersebut terletak di Provinsi Jawa Timur,l untuk Kabupaten Sampang,
wilayakanya terletak di Pulau Madura. Sedangkan untuk Jember dan
Surabaya terletak di Pulau Jawa. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Purposive Sampling yang dikombinasikan dengan
Judgemental Sampling dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Maksudnya informasi diperoleh melalui responden yang terpilih dan
memiliki kapasitas yang sesuai dengan penguasaan informasi yang
-menyeluruh tentang masalah penelitian.

Tabel 1
Lokasi Penelitian dan Kriteria Responden

i Penelitia 7 Kiriteria Penentuan Responden =~

1. Penduduk yang tinggal di lokasi penelitian,

2. Penduduk yang telah berusia 17 tahun
dan/atau telah menikah

3. Penduduk yang pernah memanfaatkan
pelayanan  publik yang disediakan
penyelenggara pelayanan publik,

4. Penduduk yang pernah melakukan upaya
aduan dan/atau bentuk komplain akan
pelayanan publik kepada penyelenggara
pelayanan publik.

Penelitian Manajemen Keluhan Pelayanan. Publik

(Public Complaint Manajement) tahun 2009.

Wetoddotage BAB Il - 1
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Penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, sedangkan proses
pencarian data hingga proses pelaporan dilakukan selama hampir 5 (lima)
bulan. Tahapan-tahapan kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Waktu dan Jadwal Penelitian

Juli Agust Sept Okto Nov
Persiapan Penelitian XO0K
Penyusunan Metode dan
Instrumen Penelitian

Pengurusan Perijianan X

Pengumpuan Data Sekunder XXXX

Pengumpulan Data Primer

Observasi

Survei Surabaya XXX

Survei Sampang XXXX

Survei Jember XOOKX

Wawancara XXX XXXX XXX

Analisis dan Pengolahan Data XXX XXXX

Pembuatan Laporan XXXX
Sumber:  Penelitian Manajemen Keluhan Pelayanan Publik

(Public Complaint Manajement) tahun 2009.

3.2. Jenis Studi

Mekanisme komplain merupakan suatu bagian dari sistem
pelayanan publik untuk memfasilitasi, mengakomodasi dan mengeiola
keluhan dari masyarakat atas pelayanan publik yang diterimanya.
atau prosedur pengajuan
keluhan, tetapi merupakan suatu sistem, yang meliputi prinsip, prosedur,
perangkat organisasi, upaya transparansi, media partisipasi masyarakat
dan perangkat pemberdayaan masyarakat.

Melalui mekanisme komplain, keluhan masyarakat bisa dikelola

dengan baik dan transparan oleh penyelenggara. Mekanisme itu juga

‘ e e —— BAB Il - 2
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merupakan sarsna pamsmasr ‘dimana masyarakat dapat terlibat datam
pfoses perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan
pelayanari publik. Dar sisi masyarakat, mekanisme ini diperiukan untuk <
mehgakomodasi kepentingan masyarakat pada jenis pelayanan publik
yang kecit kemungkmannya untuk dilakukan exit mechanism. Karena itu
diperiukan mekanisme komplain sebagai pengganti exit mechanism. Dari
srs: penyelenggara, mekanisme komplain diperiukan untuk perbaikan
sistem pelayanan publik dan meningkatkan legitimasi lembaga
penyelenggara pelayanan di mata publik.
Perbaikan sistem dilakukan dengan memanfaatkan keluhan yang
‘ditefima dan ‘mengolahnya ‘menjadi bahan pengambilan keputusan:
Sedangkan peningkatan legitimasi akan diperoleh seiring dengan

“fneningkatkan keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pelayanan.

*3.3. Populasi dan Sampel
Populasi dari studi ini adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan manajemen komplain pelayanan publik di tiga Kabupaten/ Kota
yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Jember.

Populasi tersebut adalah :
1. Sistem pelayanan publik di tiga kota tersebut dan bagaimaha
khususnya sistem manajemen komplain yang selama’ini mereka
terapkan. Setidaknya bagaimana sistem yang diterapkan di tujuh

sektor dasar pelayanan publik.

WHetsdologe BABIil-3
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2. Lembaga pemerintahan yang berpartisipasi dalam ‘meémberikan -

pelayanan publik khususnya tujuh sektor dasar pelayahan
* pelayanan publik.

3. Stakeholder atau masyarakat yang pernah menggunakan jasa
pelayanan publik, baik mereka yang mengalami langsung maupur
tidak langsung.

Dari pbpulasi tersebut, selanjutnya sampel yang ‘ditarik secara
purpossive sampling diperoleh antara lain :

1. Sistem pelayanan publik di Surabaya, Sampang dan Jember yang
menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan, kependudukan,
PDAM, PLN, perpajakan dan kepolisian.

2. Lembaga pemerintah yang menangani pelayanan publik
menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan, kependudukan,
PDAM, PLN, perpajakan dan kepolisian untuk daerah Surabaya,
Sampang dan Jember. Pada masing-masing dinasnya akan
diwawancarai sebagai informan untuk ihdepth interview, dengan
total informan dua puluh satu (21) informan.

3. Stakeholder dan masyarakat yang pernah bérpartisipasi dan
menggunakan jasa  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,
kependudukan, PDAM, PLN, perpajakan dan kepolisian di
Suarabaya, ‘Sampang dan Jember A‘ sebanyak seratus ~orang
dimasing-masing kabupaten. Dan total responden mencapai 300

orang.

Wetocdologe BAB Iil - 4
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Tabel 3
Jumiah dan Besaran Sampel

. Lokasi Penelitian Jumlah Responden Persentase
I Kota Surabaya 100 33,33
Kabupaten Jember 100 33,33
' Kabupaten Sampang 100 33,38
: TOTAL 300 100,00

Masing-masing lokasi penelitian diperoleh 100 responden atau
33,33 persen. Responden ditentukan berdasar kriteria yang telah
ditentukan. Kriteria responden diberikan sebagai indikator dan validitas
data atau informasi yang diperoleh dalam menjawab persoalan penelitian.
Dengan persebaran yang seimbang pada tiap lokasi diharapkan mampu
menggambarkan Kondisi masyarakat seutuhnya. Penentuan |oKasi
penelitian juga diharapkan mampu merepresentasikan wilayah Jawa
Timur.

Survei menghasilkan beberapa data menyangkut identitas
responden diantaranya responden berdasar jenis Kelamin, responden
berdasar tingkat pendidikan responden berdasar wilayah tempat tinggal,
responden berdasar lama tinggal, responden berdasar pendapatan, dan
responnden berdasar jenis identitas diri yang dimiliki.

Dari total responden dari ketiga lokasi penelitian terbagai dalam

jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan.

Metodologt BABIII-5
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Tabel 4
Responden Berdasar Jenis Kelamin

nis Kelamin Persentase
" 67,30
32,69
100,00

Tingkat pendidikan rata-rata responden didominasi oleh penduduk
yang tamat SLTA/ Sederajad. Dan jumlah responden dengan tingkat
pendididkan diploma/sarjana menduduxi urutan Kedua dari total
responden. Kriteria pendidikan ini cukup penting mengingat penelitian dan
penentuan sampe! dilakukan secara purpossive, sehingga validitas data
yang diambil sangat tergantung dengan kemampuan responden dalam
memahami persoalan penelitian. Asumsinya Kemudian, semakin tinggi
tingkat pendidikan responden diharapkan mampu memberikan
pemahaman dan kemampuan dalam memberikan data-data primer yang
lebih akurat dan empirik.

Tabel 5
Responden Berdasar Tingkat Pendidikan

: Persentase

Lama tinggal rata-rata dari responden adalah untuk responden
yang lama tinggal 1 samapi 5 tahun sebanyak 7,39 persen. Responden
dengan lama tinggal 6 higga 10 tahun, sebanyak 7,39 persen. Dan jumliah

responden yang tinggal lebih dari 10 tahun mencapai 85,21 persen.

Wetoddotag BAB Il - 6
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Responden dari segi kewilayahan juga digambarkan dengan
penentuan responden dipilih tidak hanya satu titik lokasi pencarian data
primer, tetapi terbagi dalam wilayah pinggir dan wilayah pusat. Ini untuk
memberikan karakteristik responden yang lebih terukur. Banyak
‘responden yang tinggal di daerah pinggir Kota/Kabupaten, sebanyak
60,78 persen. Dan jumlah responden yang bertempat tinggal di daerah
pusat-pusat Kota/Kabupaten sebanyak 39,21 persen. Pelayanan publik
paling mendasar sering tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk di
wilayah-wilayah yang jauh dari akses transportasi fasilitas pelayanan
publik. Jarak dan waktu yang ditempuh, sering kali menghambat
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Kondisi
demikian juga akan menambah beban biaya yang harus dikeluarkan untuk
berjalan ke pusat-pusat kota/kabupaten untuk mendapat pelayanan di
instansi pemerintah.

Tabel 6
Responden Berdasar Pendapatan

le];
dari 400.000

1.250.001 - 1.750.000

lebih dari 2.250.000

Jumlah responden yang memiliki pendapatan antara Rp. 800.001,-

hingga Rp. 1.250.000,- merupakan jumlah responden paling banyak,

Wetodologt BAB Il -7
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mencapai 27,93 persen. Sebesar 12,55 persen merupakan responden
dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp. 400.000,-

Menggunakan data tingkat pendapatan responden, sebenarnya
penduduk yang menikmati pelayanan publik dasar tersebut merupakan
penduduk dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Penduduk
dengan tingkat pendapatan seperti ini cenderung menginginkan
pelayanan publik dengan biaya yang murah, Kalau bisa justru gratis.

Tanpa mengabaikan penduduk dengan tingkat pendapatan
menengah-keatas, sebenarnya sasaran pelayanan publik dasar lebih
pada kalangan penduduk menengah-kebawah. Pendapatan rendah yang
identik dengan RTM (rumah tangga miskin) memiliki Kecenderungan jauh
dari akses dan pelayanan publik yang memadai, sehingga justru peran-
peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pelayanan publik yang

memadai bagi kelompok penduduk miskin.

Tabel 7
Responden Berdasar Kartu ldentitas yang Dimiliki
Kartu Identitas  Persentase
26,44
16,48
. Akte Kelahiran 14,54
Suarat Nikah 12,30
15,86
4,47
5,69
Kartu ASKES 4,17
TOTAL 100,00

Identitas diri berupa KTP masih menduduki peringkat tertinggi

kepemilikan jenis identitas diri dari responden, identitas diri KTP ini yang

Wetodologt BAB Il - 8
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paling digunakan oleh responden. Responden yang sering menggunakan
KTP untuk keperluan memanfaatkan peléyanan publik sebanyak 26,44
persen. KTP menjadi syarat yang tidak bisa dihilangkan dari hampir setiap
proses pemanfaatan pelayanan publik. Identitas diri yang hampir dimiliki
oleh setiap responden ada 5 jenis yaitu KTP, SIM, Akte Lahir, Surat Nikah,
dan KK (kartu keluarga).

Identitas diri seperti NPWP, SKCK, dan ASKES sangat jarang
dimiliki oleh responden. Responden yang memanfaatkan NPWP hanya
4,47 persen. NPWP merupakan identitas dari jenis pelayanan publik di
bidang perpajakan. Diberikaﬁ kepada warga negara yang telah menjadi
objek pajak. Rendahnya responden yang menggunakan NPWP ini bisa
dikaitkaﬁ dengan rendahnya masyarakat terhadap kebutuhan akah
kepemilikan NPWP. Rendahnya minat warga negara untuk memiliki
NPWP tidak terlepas dari keenggaran warga negara dikenakan pajak.
Pajak masih menjadi beban yang harus dihindari, itulah pandangan yang
muncul di masyarakat.

Begitu juga kesadaran masyarakat akan manfaat dari pelayanan
publik berupa kepemilikan ASKES. Masyarakat masih sering
mengabaikan jaminan akan pemeliharaan kesehatan. Resndahnya
kesadaran masyarakat di bidang ASKES ini dibuktikan dengan
kepemilikan ASKES hanya 4,17 persen. Seringkali biaya kesehatan
menjadi kendala masyarakat dalam memperoleh pelayanan karena tidak

memiliki karti ASKES.

0
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3.4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian ini adalah mengidentifikasi implementasi
pelayanan publik dan bagaimana masyarakat menanggapi pelayanan
publik tersebut Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat guna
menjawab permasalahan di atas, lingkup kegiatan dilakukan melalui tiga
cara, yakni :

4. Mengkaji dan menganalisis data-data sekunder mengenai kondisi
pelayanan publik, serta berbagai inovasi atau terobosan dalam
implementasinya.

b. Melakukan penggalian data primer ke lapangan melalui
penyebaran kuesioner dan wawancara langsung secara
mendalam (Indepth Interview) kepada .unsur penyelenggara
pelayanan publik, LSM, akademisi, masyarakat dan sebagainya.

c. Melakukan studi kepustakaan sebagai bahan masukan untuk
menyusun manajemen penanganan keluhan pelayanan publik.

Tabel 8
Pengumpulan Data Primer

. Persepsi Masyaraka
. Saluran Masyarakat Dalam Menyampaikan Keluhan

dan Komplain

. Mekanisme Merespon Pengaduan

. Penerapan Standart Pelayanan (SP) publik untuk

menjaga kualitas pelayanan yang disediakan

penyelenggaran pelayanan publik.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan
publik kepada masyarakat.

3. Respon terhadap aduan, kuluhan dan komplain yang
sering dilakukan oleh para penerima layanan dari
penyelenggara pelayanan publik.

4. Mekanisme atau manajemen keluhan yang telah
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

etodatoge BAB Il - 10
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sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap
masyarakat.

Sumber:  Penelitian Manajemen Keluhan Pelayanan Publik
(Public Complaint Management) tahun 2009.

3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah

analisis kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif (Miles &

Huberman, 1984). Dalam proses analisis ini, dilakukan penelusuran dan

kajian secara mendalam dan seksama maupun verifikasi atas sejumlah

bahan utama penelitian yang akan dijadikan sumber untuk diintegrasikan
adalah meliputi :

1). Hasil analisis data primer, data sexkunder dan review berbagai
dokumentasi, literatur kebijakan dalam kaitan penyelenggaraan
pelayanan publik, nantinya akan diintegrasikan antara data yang
diperoeleh dengan tinjauan pustaka dan liingkup studi yang diteliti.

2). Hasil dari wawancara langsung secara mendalam (in depth

interview).

Tabel 8
Sumber Data

300 responden di tiga lokasi penelitian
instansi pemerintah  sebagai penyelenggara
pelayanan publik dasar
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan / RSUD
3. Dinas Kependudukan Catatan Sipil / Kecamatan
' 4. PDAM
8 5. PLN
6. Dinas Pajak
e 7. Kepolisian
Sumber: Penelitian Manajemen Keluhan Pelayanan Publik, 2009.

Wetodoboge BAB Il - 11
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DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Deskripsi objek penelitian yang dimaksud adalah gambaran singkat
mengenai persoalan-persoalan yang menjadi fokus kajian. Memberikan
pemahaman secara mendasar tentang apa yang akan diteliti, menyangkut
kewilayahan (lokasi dilaksanakannya penelitian), dan gambaran awal
mengenai kondisi masalah yang menjadi fokus penelitian. Penelitian
tentang - Manajemen Keluhan Pelayanan Publik (Public Complaint
Management) ini dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah di Jawa Timur yaitu Kota
Surabaya, Kabupaten Jember dan Kabupaten Sampang. Diharapkan dari
3 (tiga) wilayah ini dapat meng{gambark.an kondisi Jawa Timur secara
luas.

Penelitian ini menyangkut kondisi pelayanan publik di 3 (tiga)
wilayah teréebut, sebagai acuan guna mencari keluhan-keluhan
masyarakat tentang pelayanan publik dan langkah atau respon yang telah
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemahaman tentang .
pelayanan publik akan menjadi starting point guna merumuskan upaya

komplain dan manajemen komplain

4.1. Kota Surabaya
Kota Surabaya sebagai salah satu kofa besar di Indonesia tentunya
memiliki segala fasilitas yang mampu menunjang aktivitas kehidupan

masyarakat. Fasilitas yang serba ada ini, tidak menjadikan pemerintah

Deskripc Objch Ponctittan. ‘Page IV - 1
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Kota Surabaya rhengabaikan fungsi dan peran sebagai penyedia layanan
publik bagi penduduknya. Kualitas pelayanan publik akan menentukan
tingkat kepuasan akan peran para aparatur pemerintah Kota Surabaya.
Terlebih dengan pelayanan publik yang prima akan mendorong laju
pertumbuhan ekonomi yang signifikan, misalnya menyangkut layanan di
bidang pajak, pemenuhan air bersih, kesehatan, pendidikan, dil. Sebagai
gambaran singkat tentang kewilayan dan kondisi pelayanvan publik yang
ada di Kota Surabaya, akan diuraikan sebagai berikut;
4.1.1. Deskripsi Umum Kota Suarabaya
Secara geografis, Iuaé wilayah Kota Surabaya mencapai 326,36
Km? yang terbagi ke dalam 31 kecamatan. Jumlah penduduk Kota
Surabaya mencapai 2.599.796 jiwa hingga tahun 2006, yang terdiri dari
jumiah penduduk laki-laki sebanyak 1.288.118 jiwa dan ' benduduk
perempuan mencapai 1.311.678 jiwa. Berdasar hasil sensus penduduk
tahun 2000, jumlah penduduk Kota Surabaya paling tinggi berada di
Kecamatan Tegalsari yang mencapai 188.886 jiwa. Data dari Badan Pusat
Statistik Kota Surabaya dimuat dalam Surabaya Dalam Angka tahun 2007
menjelaskan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2007 mencapai
2.695.918 jiwa dan terus mengalami peningkafan hingga tahun 2010
diprediksi mencapai 2.738.193 jiwa. Jumlah ini belum termasuk penduduk
pendatang, pada tahun 2006 saja peningkatan jumlah penduduk akibat
urbanisasi mencapai 32.912 jiwa. Sedangkan jumlah keluarga yang

masuk kategori RTM (rumah tangga miskin) di Kota Surabaya mencapai

125.871 KK




Laporan sk

Wanajemarn Keluban Pelayanan Publts (Public Complaint Management)
Dabe 2009

(— |

Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun
merupakan fenomena yang terjadi di hampir kota-kota besar di Indonesia.
Salah satu dampak dari peningkatan jumlah penduduk ini adalah
bertambahnya para pelanggan akan pelayanan-pelayanan dari
pemerintah Kota Surabaya. Selain jumlah pelanggan pelayanan publik
yang semakin meningkat, tentunya akan semakin meningkat pula tuntutan
atas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Fasilitas kesehatan di Kota Surabaya tidak terlepas dari
keberédaan sarana kesehatan diantaranya rumah sakit, rumah sakit
bersalin, rumah sakit mata, rumah sakit jiwa, rumah sakit penyakit;
puskesmas, BKIA, klinik KB, Apotik, dan toko obat.

Jumlah rumah sakit di Kota Surabaya di dominasi dengan
keberadaan rumah sakit swasta hingga tahun 2007 mencapai 24 buah.
Rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya (RSUD)
sebanyak 5 buah, dan rumah sakit yang dikelola oleh TNI/Polri sebanyak
7 buah. Total jumlah rumah sakit di »Kota Surabaya sebnayak 36 buah,
mémiliki persebaran yang merata di berbagai wilayah kecamatan,
ditunjang dengan fasilitas transportasi yang tersedia akan mempermudah
masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan. |

Untuk fasilitas keseﬁatan bagi perempuan salah satunya adalah
rumah sakit bersalin. Jumlah rumah sakit bersalin yang ada sebanyak 36
buah. Bila dikategorikan ke dalam pihak pengelola, maka rumah sakit
bersalin di kelola oleh tiga instansi yaitu pihak BUMN, pihak TNI/Polri, dan

pihak swasta. Jumlah rumah sakit bersalin yang dikelola oleh pemerintah

p 0‘#? e —————————— “Pé'geAIV'-'3
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Kota Surabaya sebanyak 1 buah. Pihak swasta mengelola rumah sakit
bersalin sebanyak 34 buah. Dan untuk rumah sakit bersalin yang dikelola
oleh tNI/Polri sebanyak 1 buah.

Kota Surabaya juga menyediakan fasilitas khusus untuk penyakit-
penyakit tertentu. Fasilitas kesehatan jenis rumah sakit mata sebanyak 1
buah. Untuk para penyandang penyakit kejiwaan tersedia layanan di
rumah sakit jiwa dengan jumlah 1 buah. Untuk jenis rumah sakit penyakit
sebanyak 1 buah dan dikelola oleh pihak swasta.

Fasilitas kesehatan di Kota Surabaya juga dtunjang dengan
keberadaan sejumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di wilayah-
wilayah kecamatan. Jumlah fasilitas kesehatan dalam kategori puskesmas
mencapai 120 puskesmas. Terdiri dari 53 puskesmas dan 67 puskesmas
pembantu. Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu ini
tentunya sangat membantu ketersedian layanan bidang kesehatan
terutama bagi penduduk atau keluarga yang pas-pasan secara ekonomi.
Penduduk RTM akan mendapat pelayanan kesehatan yang cukup
terjangkau dengan pelayanan cukup memadai.

Faslitas kesehatan BKIA disediakan untuk para ibu dan anak.
Keberadaan fasilitas BKIA ini tergolong cukup banyak mencapai 164
buah. Jumlah fasilitas kesehatan di bidang keluarga berencana, dengan
teresedian klinik KB sebanyak 115 buah.

Ketersedian obat ditunjang dengan keberadaan sejumlah apotik
dan toko obat. Jumlah apotik yang tersedia sebanyak 578 opotik. ban

jumiah toko yang menyediakan obat-obatan sebanyak 54 toko.

Deskontpac Obje Penelitian Page IY-4
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Pelayanan publik di bidang pendidikan ditunjang dengan
keberadaan sarana prasarana penddikan berupa sekolah-sekolah. Jumlah
sekolah dasar yang ada di Kota Surabaya sebanyak 935 sekolahan.
Terdiri dari SD Negeri dengan jumlah 586 sekolahan dan SD Swasta
sebanyak 349 sekolahan. Sedangkan sekolah yang diluar Dinas
Pendidikan sétingkat SD adalah sekolah Ibtidaiyah, dengan jumlah 134
sekolah, terbagi dalam Ibtidaiyah negeri sebanyak 2 sekolah dan
Ibtidaiyah swasta sebanyak 132 sekolah. Tenaga pengajar untuk sekolah
tingkat SD sebanyak 11.185 guru, terdiri dari SD Negeri/Swasta sebanyak
9.548 guru, tenaga pengajar sekolah tingkat Madrasah Ibtidaiyah
Negeri/Swasta sebanyak 1.628 guru.

Sekolah tingkat lanjut pertama (SLTP) di Kota Surabaya berjumlah
340 sekolah. Terdiri dari SLTP Negeri sebanyak 41 sekolah dan SLTP
Swasta sebanyak 299 sekolahan. Sekolah diluar dinas pendidikan
setingkat SLTP adalah Tsanawiyah yang berjumlah 32 sekolah, terbagi
dalam Tsanawiyah Negeri sebanyak 4 sekolah dan Tsanawiyah Swasta
sebanyak 28 sekolah. Tenaga pengajar untuk SLTP Negeri sebanyak
2.497 guru dan untuk SLTP Swasta sebanyak 6.219 guru. Sedangkan
sekolah Madrasah Tsanawiyah ditunjang oleh tenaga pengajar sebanyak
408 guru.

Sekolah lanjut tingkat atas (SLTA) di Kota Surabaya sebanyak 158
sekolah. Terdiri dari SLTA Negeri sebanyak 22 sekolah dan SLTA Swasta
sebanyak 136 sekolah. Sekolah SLTA diluar dinas pendidikan adalah

Aliyah dengan jumlahl 15 sekolah, yang terdiri dari 1 sekolah Aliyah Negeri
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dan 14 sekolah Aliyah Swasta. Tenaga pengajar untuk sekolah SLTA
Negeri sebanyak 1.370 guru dan untuk SLTA Swasta sebanyak 3.807
guru. Tenaga pengajar untuk Madrasah Aliyah sebanyak 154 guru.

Fasilitas pendidikan di Kota Surabaya juga dikembangkan ke dalam
berbagai sekolah kejuruan. STM (Sekolah Teknik Menengah) sebanyak
43 sekolah. SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) sebanyak 50
sekolah. SMKK (Sekolah Menegah Kesejahteraan Keluargaan) sebanyak
2 sekolah. SMTK (Sekolah Menengah Teknik Kerumahtanggaan)
sebanyak 1 sekolah. SMSR (Sekolah Menengah Seni Rupa) sebanyak 1
sekolah. |

Perkembangan pendidikan di Kota Surabaya bisa dibilang cukup
cepat dibanding kota-kota lain di Jawa Timur. Keberadaan sejumlah
Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta memberikan jéminan akan
mutu pendidikan yang disediakan. Jumlah PT yang terdapat di Kota
Surabaya sebaﬁyak 74 s_ekolah. Yang terbagai ke dalam beberapa jenis
yaitu kategori universitas, institute, sekolah tinggi, dan akademi/politeknik.
Lima perguruan tinggi terkemuka di Kota Surabaya antara lain Universitas
Airlangga, Intitute Teknologi Sepuluh November, Universitas Negeri
Surabaya, Institute Agama Islam Negeri.

Pelayanan di bidang kependudukan seperti KTP, Akte Kelahiran
juga menjadi perhatian masyarakat pengguna layanan. Pelayanan publik
di bidang kependududkan merupakan pelayanan publik yang paling sering
dimanfaatkan oleh penduduk. Data Pusat Statistik Kota Surabaya tahun

2007, menjelaskan bahwa jumalah surat akte kelahiran yang diterbitkan
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oleh pemerintah Kota Surabaya sebanyak 25.679 lembar. Administrasi
kependudukan seperti KTP (kartu tanda penduduk) yang dikeluarkan oleh
pemerintah Kota Surabaya sebnayak 546.596 lembar KTP.

Pemenuhan kebutuhan akan air bersih bagi penduduk Kota
Surabaya, dikelola oleh PDAM Kota Surabaya. Tiap bulan PDAM
menghasilkan produksi air bersih sebanyak 252.872,17 m® pada tahuan
2007. jumiah pelanggan yang ditangani oleh PDAM terbagi ke dalam
beberapa jenis seperti, kelompok rumah tangga mencapai 324.585
pelanggan, untuk sektor industri sebanyak 888 pe‘langgan, sektor sosial
sebanyak 5.487 pelanggan, dan untuk kategori instansi pemerintah
sebanyak 1.118 pelanggan. Tidak kurang dari 358.573 pelanggan di Kota
Surabaya mampu ditangani oleh PDAM.

~ Pelayanan di bidang kelistrikan bisa dinikmati hampir seluruh
penduduk Kota Surabaya. Jumlah pelanggan yang memanfaatkan
tenagakelistrkan ini sebnayak 763.870 pelanggan yang tersebar di |
Surabaya selain dengan jumlah pelanggan mencapai 254.903 pelanggan,
untuk Surabaya Barat mencapai 142.380 pelanggan, dan untuk Surabaya
Selatan mencapai 366.587 pelanggan. Dari jumlah pelanggan tersebut
paling tinggi tentunya dinikmati oleh kelompok rurhah tangga yang
mencapai 685.551 pelanggan hingga tahun 2007 menurut data dari PT
PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur. Guna pe_menuﬁan
kebutuhan ketenagalistrikan maka PLN tidak kurang sebanyak 6.004.348

MWH telah dinikmati oleh pelanggan.

-~ 0!;«6;9 ——— ’ 'P'a‘géiv'--7'



1%:”;;. ;’._t’f.
Wanajeman Kelukan Pelaganan Publll (Putltc omplaine Wanagement)

Tatan 2009
]

Untuk pelayanan perpajakan seperti perijinan pendirian bangunan
(IMB) di Kota Surabaya hingga tahun 2007, dinas Bangunan Kota telah
menerbitkan sebanyak 6.370 lembar IMB. Semakin bertambahnya
bangunan baik pemukiman, industri atau yang lain, tentunya akan
meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak ini. Tentunya harus
didukung dengan iklim ber-pajak yang baik, salah satunya adalah
peningkatan pelayanan di sektor ini. |
4.1.2. Deskripsi Pelayanan Publik di Kota Suarabaya

Pemenuhan pelayanan publik dasar di Kota Surabaya meliputi
pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kependudukan,
pelayanan di bidang ketersedian air bersih, pelayanan di bidang
ketenagalistrikan, pelayanan untuk perpajakan, dan pelayanan untuk
perijinan di kepolisian. Pelayanan publik tersebut ditunjang dengan
berbagai fasilitas pelayanan umdm. Hampir semua jenis fasilitas layanan
publik ada di Kota Surabaya.

Pertambahan penduduk yang dari tahun ke tahun semakin
meningkat menjadikan pelayan publik adalah bagian yang teramat penting
dalam kehidupan penduduk. Kinerja pelayanap publik yang prima akan
mendorong efisiensi waktu yang harus disediakan oleh pelanggan.
Perbaikan kualitas pelayanan publik oleh para penyelenggara pelayanan
umum tentunya berdampak positif bagi tingkat kepuasan pelanggan.
Meski penyelenggara layanan selalu berupaya melakukan perbaikan
kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan, persoalan pelayanan publik

tidak berhenti sampai di situ. Berbagai persoalan masih dapat ditemukan
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di berbagai bidang pelayanan umum. Persoalan yang paling banyak
menyangkut pelayanan publik adalah persepsi masyarakat dan tingkat
kepuasan pengguna pelayanan masih terbilang jauh dari kata
“memuaskan”. Sejumlah keluhan dan komplain dilakukan oleh penduduk
Kota Surabaya.

Ketidakpuasan pelanggan ditunjukkan seperti yang terjadi di bidang
ketersediaan air bersih. Pada Juni tahun 2008 sejumlah pelanggan
melakukan komplain ke PDAM Kota Surabaya. Sebanyak 75 komplain
per-hari masuk ke PDAM Kota Surabaya. Komplain menyangkut tarif
PDAM yang kurang transparan, dimana tarif yang dibebankan kepada
pelanggan dirasa tidak sesuai dengan penggunaan air. Kejadian ini tidak
terlepas dari upaya PDAM dalam memerbaiki pelayanan dengan cara
melakukan klasifkasi ulang jenis dan kelompok pelanggan. Masalah
muncul sebagai akibat dari kurang akuratnya data yang diberikan petugas
lapangan (surveyor) kepada pihak PDAM. Kesalahan pendataan ini
mencapai 5 persen dari total pelanggan. Respon yang diberikan pihak
PDAM Kota Surabaya antara lain, akan memberikan ganti rugi denga
melakukan kompensasi biaya tagihan dimasukkan ke tagihan bulan
berikutnya, dan pihak PDAM terbuka akan keluhan masyarakat dna
komplain masyarakat dengan menunjukkan bukti rekening tagihan air
PDAM yang dianggap tidak sesuai dengan penggunaan para pelanggan.
Keterbukaan pihak PDAM juga ditunjukkan dengan membuka website
untuk menefima keluhan secara online, terlebih masyarakat diharapkan

memanfaatkan website ini untuk mencari informasi tentang segala
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pelayanan publik di bidang ketersediaan air bersih oleh PDAM Kota
Surabaya. Seperti guna mengetahui jumlah pelanggan, mengetahui cara
penghitunggan beban tarif PDAM, dan jenis klasifikasi kelompok
pelanggan yang diperoleh.

Keluhan dan komplain juga dilakukah oleh para pengguna layanan
PT. PLN di Kota Surabaya. Beberapa persoalan yang dikeluhkan oleh
para pelanggan diantaranya adalah mengenai tarif listrik, biaya dan
prosedur pasang jaringan baru, alat baca meter yang sering rusak,
tagihan listrik yang dianggap tidak transparan dan pemadaman listrik.
Data PT. PLN pada Mei 2009, menyebutkan bahwa keluhan tertinggi yang'
dilakukan pelanggan menyangkut dengan pemadaman listrik secara
sepihak. Ini biasa terjadi terlebih pada musim penghujan tiba. Selain faktor
teknis akibat kerusakan gardu listrik juga bisa disebabkan oleh faktor alam
seperti kabel listrik terputus akibat tertimpa pohon. Belum lagi dengan
jumiah pelanggan dan pengguna ketenagalistrikan dari tahun ke tahun

semakin meningkat, tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kapasitas

~ daya pasok tenaga listrik ke pelanggan. Data menyebutkan hingga Maret

Tahun 2009 saja sebanyak 62.757 pelanggan masuk dalam daftar tunggu

“untuk pembangunan jaringan baru. PT PLN harus melakukan

penambahan daya guna pemenuhan kebutuhan pelangga tersebut
mencapai 1.811 KWH. Penambahan daya tenaga listrik tentunya tidak
bisa dilakukan dalam beberapa hari karena menyangkut pembangunan
pembangkit yang akan menambah daya bagi produksi listrik di Jawa

Timur. Respon jangka pendek yang bsa dilakukan oleh penyelenggara
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pelayanan di bidang kelistrikan, tidak lain adalah upaya peningkatan
kualitas pelayanan seperti dengan memberikan informasi tarif listrik
secara akuntabel dan transparan, efisiensi proses dalam pembuatan
jaringan baru, dan melakuka kontrol secara rutin berbagai sarana
prasarana penunjang bida ketenagalistrikan.

‘Raport kurang memuaskan juga ditunjukkan dari hasil laporan
evaluasi kinerja layanan publik Jawa Timur ceh KPP Jawa Timur selama
periode Mei-Agustus 2009. salah satu instasnsi yang cukup tinggi tingkat
keluhan pelanggannya adalah instansi kepolisian. Keluhan ini menyangkut
lambatnya layanan yang diberikan pihak kepolisian, respon yang dinilai
kurang cepat dalam menerima vlaporan masyarakat, dan tidak kalah
pentingnya adalah keluhan menyangkut transparansi kepolisian terhadap
pemberian layanan. Meskipun banyak keluhan yang terjadi, secara umum
kinerja kepolisian masih cukup bagus. Reformasi kepolisian selalu
dilakukan salah satunya menyangkut kinerja dan kualitas pelayanan publik
yang diberikan (laporan tindak kriminal, perijinan dan pembuatan
SIM/STNK/SKCK, dil). Bahkan peningkatan pelayanan publik tersebut
ditindaklajuti dengan model program pemberian SIM Keliling. Program ini
tentunya menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan dari pihak
kepolisian.

Pada bulan Aprii 2009, sejumlah program pelayanan publik
diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur. Pemprop Jatim menetapkan 5
(lima) MoU pelayanan publik yang menyagkut masyarakat miskin di Jawa

Timur. Program melakukan perbaikan 10.000 rumah kumuh di Jawa Timur
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yang dikerjasamakan dengan pihak TNI. Program pilot project
menyangkut pelayanan publik di bidang pendididkan, melalui pendidikan
gratis di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sampang. Pemerintah
Propinsi Jawa Timur juga melakukan sharing anggaran dengan
pemerintah daerah Kota/Kabupaten menyangkut pelayanan publik bidang
kesehatan, melalui pelayanan gratis bidang kesehatan di tingkat
puskesmas.

Temuan menyangkut berbagai keluhan dan komplain masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, merupakan koreksi atas
kinerja penyelenggara pelayanan publik. Keluhan dan komplain masih
ditemui di beberapa instansi pemerintah. Keluhan dan komplain
merupakan bagian dari indikator bahwa harus dilakukan upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mengurangi tingkat keluhan
dari masyarakat. Salah satu evaluasi yang bisa diberikan, salah satunya
menyangkut respon yéng diberikan instansi pemerintah terhadap keluhan
dan komplain pelanggan. Seringkali keluhan dan komplain tersebut
bérhenti pada proses aduan, sehingga terjadi penumpukan keluhan
pelanggan. Meski di lain sisi para instansi khususnya pemerintah telah
melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan publik, tapi ketika
keluhan dan komplain itu sebatas proses aduan, maka perbaikan
pelayanan publik tidak mampu dirasakan langsung oleh pelanggan. Ini
yang menjadi kajian berikutnya bagaimana menciptakan manajemen
keluhan sehingga penyelenggara layanan publik mampu merespon

dengan cepat akan keluhan masyarakat.
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4.2. Kabupaten Jember

Wilayah penelitian kedua dari penelitian Manajemen Keluhan
Pelayanan Publik (Public Complaint Management) dilakukan di Kabupaten
Jember. Gambaran secara deskripsi umum kewilayahan menyangkut
pelayanan publik dan deskripsi mengenai berbagai persoalan pelayanan
publik akan dipaparkan dalam paragraf berikutnya.

4.2.1. Deskripsi Umum Kabupaten Jember

Luas wilayah Kabupaten Jember mencapai 3.293,34 Km?, terbagi
ke dalam 31 kecamatan. Wilayah kecamatan paling luas berada di
kecamatan Tempurejo yang mencapai 524,46 Km?, sedangkan wilayah
kecamatan yang paling kecil berda di wilayah kecamatan Kaliwates
dengan luas wilayah 24,94 Km2.

Wilayah Kabupaten Jember juga beberapa berupa kepulauan.
Jumlah-pulau kecil yang telah diberi nama sebanyak 16 pulau yaitu pulau
Nusa Barong, pulau Gilen, pulau Leande/Batu Mandi, pulau
Endokendokan, pulau Watuanjir, pulau Matikan, pulau Sraja, pulau Meran,
pulau Moestaka, pulau Loe Toeng, pulau Karang Bolong, pulau
Watoepager, pulau Pisang, pulau Bandealit, pulau Singa, dan pulau
Mereu. Selain pulau-pulau tersebut masih terdapat 51 pulau kecil yang
belum memiliki nama atau sebutan.

Jumiah penduduk Kabupaten Jember hingga tahun 2008 mencapai
2.168.732 jiwa, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.075.916
jwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.111.741 jiwa. Laju

pertumbuhan penduduk mencapai 0,7075. Guna pemenuhan kebutuhan
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seperti makanan, aneka kebutuhan, kebutuhan perumahan, dan

kebutuhan sandang, penduduk Kabupaten Jember harus memperoleh

pendapatan minimal tiap bulan sebanyak Rp. 784.385,-. Biaya ini belum

termasuk pembiayaan di bidang pemenuhan kebutuhan pendidikan,

kesehatan, kelistrikan, pengadaan air bersih, dan pelayanan
kependudukan.

Fasilitas pelayanan publik ditunjukkan dengan berbagai sarana
fasum (fasilitas umum) di Kabupaten Jember.

Ketersediaan fasilitas pendidikan antara lain berupa bangunan
sekolah untuk tingkat pendidikah sekolah dasar (SD) Negeri/Swasta
sebanyak 918 sekolah. Jumlah tersebut tersebar di semua kecamatan.
Tenaga pengajar yang tersedia untuk jenjang pendidikan SD
Negeri/Swasta sebanyak 5.616 orang guru, jumlah ini jauh meningkat
dibanding tahun 2007 yang hanya mencapai 825 tenaga pengajar/guru
untuk SD Swasta. Tenaga pengajar untuk SD negeri sebanyak 8.391
guru, jumlah ini justru menurun dibanding tahun 2007 yang mencapai
11.068 tenaga guru. Untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah, sebanyak 5
sekolah. Persebaran sekolah Ml ini hanya berada di kecamatan Silo,
kecamatan Balung, kecamatan Tanggul, kecamatan Arjasa, dan
kecamatan Sumbersari. Tenaga pengajar untuk MI Negeri sebanyak 270
tenaga guru, dan untuk Ml Swasta sebanyak 2.892 tenaga guru.

Pendidikan tingkat sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP) Negeri
sebanyak 85 sekolah. Tenaga pengajar untuk SLTP Negeri sebanyak

1.778 tenaga guru. Fasiltas sekolah untuk SLTP Swasta sebanyak 151
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sekolah, dengan jumlah tenaga pengajar mencapai 2.836 orang guru.
Jenjang pendidikan di bawah departemen agama setingakt SLTP yaitu
Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jumlah MTs Negeri di Kabupaten Jember
sebanyak 9 sekolah, dengan jumlah tenaga pengajar untuk MTs Negeri
239 guru. MTs Swasta sebanyak 137 sekolah, dengan jumlah tenaga
pengajar sebanyak 1.874 guru. Jenjang pendidikan tingkat pertama juga
ditunjang dengan keberadaan Salafiyah dan SMP Terbuka, berjumlah 30
sekolah dengan jumlah pengajar sebanyak 717 guru.

Fasilitas pendidikan tingkat lanjut atas (SLTA) untuk kategori negeri
sebanyak 18 sekolah, dengan tenaga pengajar 661 tenaga guru.
Sedangkan jumlah SLTA Swasta mencapai 41 sekolah, dengan jumlah
tenaga pengajar mencapai 1.115 pengajar.

Pendidikan iingkat atas juga ditunjang dengan keberadaan
sejumlah sekolah kejuruan (SMK). SMK Negeri di Kabupaten Jember
berjumlah 7 sekolah dengan tenaga pengajar 343 guru. Sedangkan SMK
Swasta berjumlah 45 sekolah dengan tenaga pengajar sebanyak 840
guru. Diepartemen Agama juga memberikan pelayanan pendidikan untuk
sekolah lanjut tingkat atas yaitu Madrasah Aliyah (MA). Jumlah MA Negeri
sebanyak 3 sekolah dengan tenaga péngajar sebnayak 57 pengajar/guru.
Untuk MA Swasta sebanyak 52 sekolah, dengan jumlah tenaga pengajar
sebanyak 612 orang guru. Di Kabupaten Jember juga tersedia fasilitas
pendidikan tingkat lanjut berupa akademi dan universitas. Tidak kurang

dari 11 akademi/universitas.
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Fasilitas kesehatan di Kabupaten Jember telah menyentuh sampai
ke seluruh kecamatan. Bahkan di 31 kecamatan, jumlah pukesmasnya
mencapai 49 buah. Hal ini menandakan bahwa upaya pemerintah untuk
melayani 2.168.732 penduduk Jember sudah masuk ke kecamatan-
kecamatan. bahkan jumlah penduduk yang datang ke puskesmas juga
mengalami peningkatan dari tahun 2007, terhitung desember 2008, jumlah
pasien yang datang ke pukesmas mencapai 1.327.150 pasien. Hal ini
lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 1.1 16.910 pasien. Ada
dua kemungkinan yang bisa dilihat dari fenomena ini, yaitu karena angka
kesehatan masyarakat Jember mengalami penurunan sehingga banyak
orang sakit, atau karena meningkatnya kepercayaan masyarakat akan
pelayanan kesehatan di pukesmas sehingga semakin banyak masyarakat
yang mempercayakan kesehatannya pada puskesmas.

Terlepas dari naik turunnya kualitas kesehatan masyarakat, namun
hal itu sudah bisa menjadi indikasi bahwa terjadi peningkatan
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pukesmas. Tidak puas
dengan itu, masing-masing pukesmas juga dibekali dengan 1 armada
pukesmas keliling sehingga dengan total 49 pukesmas keliling, tanggung
jawab pelayanan kesehatan untuk seluruh wilayah kabupaten Jember bisa
lebih terfasilitas. Karena secara geografis, Jember termasuk wilayah yang
bergunung, pantai, banyak perkebunan. Hal ini menyebabkan tempat
tinggal mereka cukup berjauhan sehingga dengan adénya puskesmas

keliling yang datang, akan mempermudah masyarakat menjangkau

fasilitas kesehatan yang tersedia.
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Sebagai penanganan pasien tingkat lanjut apabila pukesmas tidak
mampu memberikan perawatan, kabupaten Jember telah memiliki 10
rumah sakit yang tersebar di 5 kecamatan, antara lain 4 rumah sakit di
kecamatan Patrang, 3 rumah sakit di kecamatan Kaliwates, 1 rumah sakit
di kecamatan Kalisat, 1 rumah sékit di kecamatan Balung dan 1 rumah
sakit di kecamatan Ambulu. Diantara 10 rumah sakit yang ada, terdapat 3
rumah sakit umum daerah (RSUD), yang termasuk rumah sakit
pemerintah antara lain adalah RSUD Soebandi di Kecamatan Patrang,
RSUD Kalisat dan RSUD Balung.

Fasilitas kesehatan lainnya adalah persalinan dan keluarga
berencana (KB). Dua fasilitas tersebut merupakan program yang fokus di
kesehatan ibu anak dan keluarga. Kabupaten Jember sudah menyediakan
120 pondok bersalin. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu
117 pondok bersalin. Untuk menunjang kegiatan persalinan, jumlah bidan
bahkan mencapai 607 orang bidan yang 250 diantaranya adalah bidan
desa. Dirasa tidak cukup dengan bidan, kabupaten Jember juga memiliki
1.231 orang dukun bersalin. Mereka tersebar di seluruh wilayah
kecamatan dan siap membantu proses persalinan bila jarak pasien jauh
dengan bidan atau karena masalah biaya persalinan.

Perbedaan jumlah bidan dan dukun persalinan mencapai 1 banding
2, sehingga pemerintah kabupaten Jember telah memberikan pelatihan
khusus untuk para dukun bersalin. Dengan ini, resiko persalinan bisa lebih
diminimalisir. Sedangkan untuk keluarga berencana, sudah tersedia

personil dokter mencapai 77 orang dan bidan 296 orang yang bisa
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memberikan pelayanan KB. Untuk klinik KB, jumlahnya mencapai 106
buah. Dengan jumlah personil dan fasilitas yang ada, ternyata target
peserta baru KB bisa tercapai, yaitu dari target 87.531 keluarga, pada
tahun 2008 telah mencapai 87.685 keluarga. Jumlah ini berarti
menunjukkan bahwa target dan jumlah armada yang disediakan sudah
cukup optimal sehingga target bisa terpenubhi.

Sebagai upaya pelayanan kependudukan, pemerintah kabupaten
Jember telah memberikan pelayanan pembuatan akta. Mulai dari akta
kelahiran, perkawinan perceraian sampai dengan kematian. Kalau ditotal,
seluruh akta yang dikeluarkan pada tahun 2008 mencapai 28.335 buah.
Hal itu meliputi akta kelahiran 28.126 buah dan sisanya adalah akta
perkawinan, perceraian dan kematian. Kalau dilihat dari data yang ada,
upaya pembuatan akta kelahiran memang jauh lebih besar dibandingkan
dengan akta lainnya.

Ada beberapa penyebab lemahnya aktivitas kependudukan yang
tidak tercatat atau terurus sehingga masyarakat belum proaktif dalam
mengurusnya. Bisa karena pelayanan yang belum optimal, siStem yang
harus lebih disempurnakan atau karena upaya sosialisasi yang masih
belum optimal. Atau juga bisa jadi data pelayanan yang belum
terdokumentasi dengan baik.

Jember merupakan wilayah perkebunan yang memiliki curah hujan
tinggi, sehingga kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari tidak terlalu
kesulitan. Namun hal itu tidak méngurangi upaya pemerintah untuk

melakukan aktivitas pelayanan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air
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minum (PDAM). Terbukti pada tahun 2008, PDAM telah memproduksi air
bersih sebanyak 7.478.479 M®. Untuk jumlah air yang telah disalurkan
kepada 24.187 pelanggan, dalam kurun waktu setahun terakhir PDAM
telah menyalurkan 5.766.779 M°.

vPeIanggan PDAM juga cukup beragam, jadi harus dipilah-pilah
berdasarkan jenis pelanggan. Pemilahan tersebut antara lain adalah
berdasarkan kategori rumah tangga, niaga dan industri, sosial, krant
umum dan instansi pemerintah. Melalui pemilahan tersebut, nantinya akan
ditentukan biaya tagihan untuk masing-masing bidang. Dari seluruh
jumlah pelanggan PDAM, 20.920 diantaranya adalah pelanggan dari
rumah tangga. Pelangan rumah tangga mengkonsumsi 14.453.339 M2,
kalau dilihat dari jumlah air yang diproduksi dengan jumlah air yang

disalurkan, berarti produksi air di Jember berlebih. Dengan jumlah

berlebih, berarti kebutuhan air untuk pelanggan PDAM bisa tercukupi.

'Hanya saja untuk jumlah penduduk yang mencapai 2.168.732 jiwa,

perbandingan pelanggan PDAM Jember bisa dikatakan cukup kecil.
Berbeda dengan PDAM, pelanggan PLN di Jember jauh lebih
banyak. Terdapat 325.834 pelanggan PLN yang terdaftar di Area
Pelayanan dan Jaringan (APJ) Jember. Mayoritas dari pelanggan PLN
adalah rumah tangga, mereka mencapai 305.861 pelanggan. Selain
rumah tangga jenis pelanggan PLN di APJ Jember antara lain adalah
kantor, sosial, usaha, industri dan penerangan jalan. Dari masing masing
pelanggan yang beragam tersebut, PLN selama tahun 2008 ini telah

menyalurkan 474. 019. 679 KwH. Jumlah ini jauh lebih kecil dbandingkan
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KwH yang dibangkitkan. Karena jumlah yang dibangkitkan mencapai
522.713.679 KwH sehingga normal kebutuhan listrik di PLN Jember masih
cukup terpenuhi sehingga tidak sampai mengalami defisit kebutuhan listrik
di Jember.

Pembangunan membutuhkan biaya, oleh karena itu pendapatan
daerah harus ada. Termasuk diantaranya adalah pendapatan daerah yang
berasal dari pajak. Pajak menjadi cukup sentral, termasuk bagaimana
sistem perpajakan sehingga masyarakat merasa tidak terlalu keberatan
dengan jumlah pajak yang dibebankan. Dan bagaimana caranya supaya
masyarakat bisa memahami bahwa pajak akan menjadi tualang punggung
pembangunan. Pendapatan asli daerah sendiri di Jember pada tahun
2008 mencapai Rp 136.524.604.267,28. Hal itu terbagi menjadi beberapa
bidang antara lain pajak daerah seperti hotel, penerangan jalan. Restoran,
hiburan reklame dan sebagainya mencapai 24,22 Milyar rupiah. Retribusi
daerah mencapai 65,5 milyar rupiah.

Penerimaan pajak selain pajak daerah jumlahnya juga tidak kecil.
Seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berasal dari pedesaan,
perkotaan, perkebunan, perhutanan, pertambangan migas dan
pertambangan non-migas mencapai 59,74 milyar rupiah. Jumlah ini
ternyata tidak memenuhi target yang diharapkan yaitu mencapai 66,2
milyar rupiah. Dalam melakukan pelayanan pajak, pemerintah juga
berusaha memberikan pengertian bahwa pajak sebenarnya akan kembali
pada masyarakat sehingga wajib pajak tidak merasa dirugikan dengan

adanya beban pajak. Termasuk didalamnya adalah pajak kendaraan
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bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang
mencapai 48,74 milyar rupiah.

Tidak ketinggalan untuk pelayanan yang diberikan oleh pihak
kepolisian terkait keamanan dan pelayanan lalulintas. Dua aspek ini
menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya oleh pihak kepolisian.
Dalam memberikan pelayanan keamanan, polisi tetap menangani kasus-
kasus pidana seperti kejahatan, narkoba dan sebagainya.

Selanjutnya untuk lalulintas, polisi telah berupaya untuk
memberikan pelayanan seperti pengurusan surat ijin mengemudi (SIM).
SIM yang dikeluarkan juga cukup beragam mulai dari SIM C, A, dan B.
Total pelayanan SIM yang dikeluarkan satlantas polres Jember pada
tahun 2008 telah mencapai 43.795 buah. Jumlah ini temyata tidak
sebanyak pada tahun 2007 yang mencapai 62.074 buah, penurunan ini
bisa diakibatkan karena beberapa faktor antara lain, karena pada tahun
2008 upaya kepolisian dalam mensosialisasikan kepemilikan SIM
mengalami penurunan sehingga minat masyarakat untuk mengurus SIM
menurun dari tahun sebelumnya. Atau karena pada saat tahun 2008
memang sudah semakin banyak orang yang memiliki SIM sehingga tidak
banyak lagi orang yang melakukan pengurusan.

Kebutuhan pelayanan SIM oleh polisi merupakan aspek penting
dalam upaya meminimalisir angka kecelakaan lalulintas di Jember.
Terbukti pada tahun 2008 angka kecelakaan di Jember mengalami
penurunan cukup drastis. Dari tahun 2007 terjadi 983 kecelakaan lalu

lintas, namun pada tahun 2008 angka tersebut menurun menjadi 432
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kecelakaan. Hal ini merupakan prestasi bagi pihak kepolisian dalam
memberikan jaminan ketertiban lalulintas.
4.2.2. Deskripsi Pelayanan Publik di Kabupaten Jember

Pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Jember ternyata
masih menyimpan persoalan, masih ditemukan sejumiah keluhan akan
pelayanan pendidikan. Sebuah lembaga bernama GTZ mengadakan
penelitian terhadap 10 lembaga sekolah tingkat SMP, SMA, dan SMK
dengan total responden tidak kurang dari 15.000 sampel terdiri dari siswa
dan para orang tua. Hasil penelitian telah dipublikasikan pada bulan
September tahun 2009. Data menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan
di Kabupaten Jember masih ditemukan sebanyak 10 keluhan dari para
siswa dan orang tua murid. Keluhan mengenai sarana dan prasarana
pendidikan khususnya menyangkut pemeliharaan seperti gedung sekolah,
kebersihan kamar mandi, sarana lahan parkir. Keluhan juga dtujukan
terkait pelayanan dari para pengajar/guru, keluhan menyangkut masiﬁ
banyak dijumpai pengajar/guru bermain ponsel (telepon seluler) saat
mengajar di kelas. Perilaku para pengajar tersebut dirasa mengganggu
proses belajar mengajar di kelas, sekaligus mengganggu konsentrasi para
siswa dalam menyerap mata pelajaran. Temuan berikutnya manyangkut
masih ditemuinya sejumlah pungutan liar dalam pelayanan pendidikan.
Pungutan liar tidak hanya pada saat proses pendaftaran siswa baru tapi
juga pada saat kegiatan belajar mengajar telah berlangsung. Tuntutan
akan trasnparansi anggaran dan alokasi anggaran belanja sekolah juga

menjadi perhatian para orang tua siswa. Orang tua siswa berharap ada
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partisipasi dalam penentuan alokasi anggaran, sehingga siswa dan
oarang tua merasakan manfaat dari anggaran yang telah dikelola oleh
pihak sekolahan. Keluhan juga menyagkut sejumlah fasilitas komputer
yang banyak rusak, sehingga tidak mampu dimanfaatkan secara
maksimal oleh siswa. Dan terakhir temuan atas keluhan menyangkut
terbatasnya koleksi buku yang ada di perpustakaan sekolah. Padahal
seiring tingginya harga berbagai buku pelajaran, fungsi dan peran
perpustakaan sangat diharapkan bisa menjadi alternatif dalam
memperoleh bahan pelajaran secara gratis (dengan cara meminjam).

Keluhan tersebut disambut positif dan merupakan masukan
berharga bagi sekolah bersangkutan dan Dinas Pendidikan Kabupaten
Jember. Respon tersebut ditidaklanjuti dengan mengadakan pertemuan
seluruh sekolah di Kabupaten Jember, yang menghaéilkan MoU atau
kesepakatan tertulis tentang komitmen menjaga dan perbaikan mutu
pendidikan. MoU tersebut akan ditempel pada seluruh sekolahan dan
merupakan komitmen bersama. Proses evaluasi juga akan dilakukan
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali, sebagai tolak ukur
keberhasilan dan capaian. Keluhan menyangkut tindakan para guru yang
bermain ponsel saat mengajar akan mendapat respon (punishment)
langsung dari teguran hingga pencopotan dari jabatan.

Keluhan juga masih terjadi di institusi kepolisian. Keluhan
menyangkut pelayanan yang lambat dari pihak kepolisian dalam
merespon aduan dan laporan dari masyarakat. Tentunya upaya perbaikan

sela_lu dilakukan oleh pihak kepolisian Kabupaten Jember. Salah satunya

| Deshntgss Objeh Ponctitisns ‘Page IV-23



Laporan A4

Wanajeman Keluban Pelaganan Publt (Pulllc Complaint Management)
Takuw 2009
PR S ]

adalah menyediakan layanan secara ‘on Line” terbuka umum bagi setiap
masyarakat baik untuk melaporkan tindak kejahatan hingga pengaduan
atas layanan kepolisisan. Layanan ‘on Line” bisa berupa SMS (shot
massage service) hingga memanfaatkan situs/website yang tersedia.
Kualitas personel kepolisian juga harus ditingkatkan sehingga mampu
memberikan pelayanan secara maksimal.

Pelayanan publik bidang kesehatan juga tidak terlepas dari
berbagai keluhan dan aduan masyarakat tentang kualitas layanan yang
diberikan. Keluhan pelayénan kesehatan terjadi pada Juli 2009. aduan
dilakukan oleh para pasien yang masuk dalam kategori keluarga miskin.
Ternyata tidak setiap keluarga miskin akan mendapat pelayanan
kesehatan gratis dari RSUD dr. Subandi Kabupaten Jember. Alokasi
anggaran daerah untuk membantu para pasien miskin hanya diberlakukan
bagi keluarga miskin yang telah terdaftar pada Jamkesmas (Jaminan
Kesehatan Masyarakat). Para kelurga miskin mengeluhkan proses
pendataan untuk Jamkesmas, terlebih banyak keluarga miskin yang
belum sepenuhnya paham proses yang harus dilalui guna memperoleh
layanan kesehatan secara gratis dari pemerintah. Keluhan masyarakat ini
tidak mampu direspon langsung baik oleh pihak RSUD maupun
pemerintah Kabupaten Jember, karena untuk merubah data Jamkesmas
harus dilakukan pendataan ulang dan juga menyangkut alokasi anggaran
pemerintah yang harus disediakan untuk layanan kesehatan.

Persoalan lain di bidang kesehatan, pernah terjadi kasus adopsi

yang berjalan secara tidak prosedural. Hanya karena sang ibu bayi tidak
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mampu membayar biaya rumah sakit. Kondisi miskin menjadikan
masyarakat jauh dari pelayanan kesehatan yang layak. Sejumlah program
pemerintah menyangkut pelayanah kesehatan bagi keluarga miskin sering
terhambat oleh proses pendataan yang tidak akurat, sehingga masih
banyak ditemui keluarga miskin yang tidak masuk data memperoleh
layanan kesehatan gratis dari pemerintah. |

Keluhan juga terjadi terkait pelayanan ketersedian air bersih dan
ketenagalistrikan. Keluahan dilakukan oleh sebagian masyarakat yang
berada di kecamatan Arjasa, terutama masyarakat desa Biting, desa
Candi, dan desa Kamal. Masyarakat masih kesulitan mendapatkan
layanan air bersih terutama ketika musim kemarau tiba. Bahkan penduduk
harus menyediakan biaya ekstra untuk membeli air bersih kepada
pedagang keliling. Tentunya kondisi demikian membebani ekonomi
masyarakat. Atau masyarakat harus rela berjalan agak jauh untuk mencari
air tanah yang masih tersedia hingga ke desa-desa lain. Bidang
ketenagalistrikan, masyarakat sering mengeluhkan sering terjadi
pemadaman listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tentunya kondisi
demikian dirasa cukup mengganggu kegiatan penduduk Kabupaten
Jember. Keluhan masyarakét untuk pelayanan air bersih dan
ketenagalistrikan masih dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Arjasa
hingga tahun 2009. Respon pemerintah Kabupaten Jember masih sebatas
rencana membantu dalam menemukan sumber-sumber air bersih, dan
pembanguan tiang-tiang listrik untuk mempermudah pasokan listrik dari

PLN.

Destpot Objeh Penclitian ‘Page IV -25




WMasajeman Ketahan Petaganan Publih (Puslic Wm«%

Tl 2009

| Berbeda dengan kondisi pelayanan publik yang terjadi di
Kecamatan Sumbersari. Inovasi peningkatan pelayanan publik
menyangkut kependudukan dilakukan dnegan melakukan pelayanan
selama 7 hari non-stop. Selain buka layanan selama 7 hari, pelayanan
bidang kependudukan di kelurahan Sumbersari juga dinilai sangat cepat
dan tidak membutuhkan biaya terlalu banyak selain biaya yang telah
ditetapkan. Jenis pelayanan yahg disediakan seperti pembuatan akte
kelahiran, pembuatan KK (kartu keluarga, permohonan surat keluarga
tidak mampu, hingga surat pengantar untuk pembuatan SIM/STNK, tidak
lupa pembuatan KTP (kartu tanda penduduk). Masyarakaf hanya
membawa syarat dan kelengkapan yang dibutuhkan seperti surat
pengantar dari RT/RW sesuai dengan keperluannya, kemudian datang ke
kelurahan, dan langsung ditangani oleh pihak kelurahan Sumbersari.
Inovasi atas pelayanan publik ini didasarkan pada motivasi untuk
memberikan pelayanan secara maskimal kepada masyarakat, terutama
keluarga miskin untuk memperoleh surat keterangan miskin sebagai
syarat mendapatkén pelayanan kesehatan yang murah di RSUD.
Masyarakat merasa sangat terbantu dan merasa puas akan pelayanan
yang diberikan olah pg’:-tugas kelurahan Sumbersari. Tapi inovasi-inovasi

seperti ini belum diterapkan secara merata di wilayah

kecamatan/kelurahan di Kabupaten Jember.
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4.3. Kabupaten Sampang

Wilayah penelitian ketiga adalah Kabupaten Sampang yang terletak
di pulau Madura. Pilihan wilayah ini tidak terlepas dari beberapa program
pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sampang.

4.3.1. Deskripsi Umum Kabupaten Sampang |

Luas wilayah Kabupaten Sampang mencapai 1.233,33 Km?, luas
wilayah tersebut terdiri dari wilayah dataran rendah, dataran tinggi dan
wilayah pesisir pantai. Secara administrasi Kabupaten Sampang terbagi
ke dalam 14 wilayah tingkat kecamatan. Di Kabupaten Sampang terdapat
satu pulau yang terpisah dari daratan bernama Pulau Mandangin yang
lebih sering disebut degan pulau Kambing.

Jumlah penduduk Kabupatén Sampang hingga tahun 2007
mencapai 810.952 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 401.575 jiwa dan
penduduk perempuan 409.377 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk
terbanyak berada di wilayah kecamatan Sampang dan kecamatan
Kedungdung, sedangkan untuk tingkat kepadatan penduduk tertinggi
berada di kecamatan Sampang dan kecamatan Camplong. IPM (indeks
pembangunan manusia) Kabupaten Sampang mencapai 53,70 pada
tahun 2006. Jumlah penduduk ini selalu meningkat dari tahun sebelumnya
(2006) yangv hanya mencapai 792.198 jiwa.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, tentunya akan
meningkatkan tuntutan masyarakat akan berbagai layanan yang diberikan

oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang.
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Pelayanan publik di bidang pendidikan, pada tahun 2007/2008
jumlah sekolah, murid dan guru di semua jenjang pendidikan meningkat
dibanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi baik untuk
sekolah negeri maupun swasta, juga' terjadi peningkatan di jenjang
pendidikan yang dikelola oleh departemen agama. Kondisi berbeda untuk
jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) negeri, jumlah
guru menurun dibanding tahun sebelumnya.

Jumlah fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah tingkat SD
(sekolah dasar) di Kabupaten Sampahg sebanyak 556 sekolah. Jumlah ini
meningkat dibanding dengan tahun 2007. Jumlah gedung SD paling
banyak berada di wilayah kecamatan Sampang mencapai 72 sekolah SD
negeri. Persebaran fasilitas pendidikan untuk jenjang SD Negeri cukup
merata, dalam arti berada pada semua wilayah kecamatan. Persebaran
yang cukup merata ini akan mempermudah akses masyarakat untuk
menikmati dan pefnenuhan kebutuhan pendidiakn tingkat dasar.
Kemudahan akses pelayanan pendidikan tingkat SD juga ditunjang
dengan keberadaan fasilitas berupa gedung sekolah SD Swasta yang ada
di Kabupaten Sampang. Jumlah fasilités sekolah SD Swasta sebanyak 21
sekolah, tentunya persebaran dari SD Swasta ini jauh dibanding dengan
SD Negeri. SD Swasta terbanyak berada di wilayah kecamatan Ketapang.

Tenaga pengajar/guru untuk sekolah SD negeri sebanyak 5.345
orang pada tahun ajaran 2007/2008, sedangkan tenaga pengajar untuk

‘ SD Swasta mencapai 147 orang di tahun yang sama.
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Jenjang pendidikan SLTP Negeri di Kabupaten Sampang sebanyak
42 sekolah pada tahun 2008. jumlah meningkat dibanding tahun
sebelumnya yang hanya sebanyak 38 sekolah tingkat SLTP. Fasilitas
pendidikan tingkat SLTP Negeri paling tinggi berada di wilayah kecamatan
Sampang yang mencapai 8 sekolah. Jumlah tenaga pengajar di tingkat
SLTP Negeri sebanyak 780 orang. Tingkat persebaran untuk sekolah
SLTP Negeri ini merata di setiap kecamatan di Kabupaten Sampang.
Jenjang pendidikan SLTP Swasta, secara jumlah lebih banyak dibanding
SLTP Negeri, tapi untuk persebaran SLTP Swasta ini tidak merata di
setiap kecamatan. Jumlah fasilitas pendidikan tingkat SLTP Swasta
sebanyak 51 sekolah, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 695
orang. SLTP Swasta paling banyak berada di wilayah kecamatan
Sampang dan kecamatan Ketapang.

Jenjang pendidiakn sekolah lanjut tingkat - atas (SLTA)
Negeri/Swasta sebnayak 8 sekolah. Persebaran hanya berada di
beberapa kecamatan yaitu kecamatan Sreseh, kecamatan Torjun,
kecamatan Sampang, kecamatan Kedungdung, dan kecamatan
Ketapang. Kecamatan Sampang memiliki fasilitas SLTA Negeri/Swasta
paling banyak mencapai 4 sekolah. Pada tahun 2007/2008 jumiah tenaga
pengajar untuk SLTA Negeri/Swasta ini mencapai 298 orang guru.

Fasilitas pendidikan yang berda di bawah pembinaan Departemen
Agar;;ma;a;\r:a;\ﬁ I.aiﬁ_Médrasah rlbtidaiyrah Negeri sebanyaku1 sekolah,

Madrasah Tsanawiyah Negeri sebanyak 2 sekolah, dan Madrasyah Aliyah
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Negeri sebanyak 1 sekolah. Tenaga pengajar di bawah binaan
Departemen Agama berjumlah 51 tenaga guru.

Di bidang kesehatan, Kabupaten Sampang menyediakan layanan
kesehatan dengan keberadaan sejumlah sarana kesehatan. Rumah sakit
di Kabupaten Sampang berjumlah 1 buah. Banyak puskesmas sebanyak
21 buah, jumlah ini meningkat dibanding tahun 2007 yang hanya
sebanyak 20 puskesmas. Wilayah kecamatan Omben merupakan satu-
satunya wilayah kecamatan ya;g tidag;emiliki puskesmas. Keberadaan
puskesmas ditunjang dengan adanya puskesmas pembantu yang
persebaraj\‘h‘fiya hampir berada di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten
Sampang. Untuk puskesmas pembantu berjumlah 51 buah. Jumlah
puskesmas pembantu palng banyak berada di wilayah kecamatan
Sampang dan kecamatan Banyuates. Pelayanan bidnag kesehatan juga
ditunjukkan dengan program puskesmas keliling. Puskesmas keliling ini
mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang yang mencapai 22
puskesmas keliling. Guna pemenuhan kebutuhan pelayanah bagi ibu-ibu
hamil, di Kabupaten Sampang memiliki 1 rumah sakit bersalin yang
berada di Kecamatan Sampang. Penunjang kebutuhan obat-obatan
dilakukan oleh 7 apotik yang ada di Kabupaten Sampang. Wilayah
kecamatan yang memiliki fasilitas apotik diantaranya kecamatan
Sampang, kecamatan Banyuasin, dan kecamatan Ketapang. Fasilitas
kesehatan paling banyak yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang adalah
Pondok Bersalin Desa (Polindes), mencapai 148 polindes‘ dan tersebar

merata di setiap kecamatan.
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Gambaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Sampang tersebut
menggambarkan bahwa fokus dari pelayanan kesehatan dititik beratkan
untuk masyarakat desa, atau tingkat ekonomi menengah ke bawah.
Asumsi ini dibuktikan dengan data jumlah puskesmas, puskesmas
pembantu dan polindes yang tersebar di setiap kecamatan. Puskesmas di
Kabupaten Sampang bisa dibilang sebagai pusat layanan masyarakat,
selain secara jarak mudah ditempuh, tarif yang diberlakukan di
puskesmas juga relatif dapat terjangkau. Ditunjang dengan tenaga medis
tingkat puskesmas sebanyak 116 orang.

Pelayanah bidang kependudukan di Kabupaten Sampang, ditandai
denganAbeberapa proses adminstrasi kependudukan yang dimanfaatkan
oleh masyarakat. Hingga bulan Desember 2007, jumlah masyarakat yang
melakukan perijinan berupa pembuatan akte kelahiran sebanyak 11.646
akte lahir. Perijinan untuk layanan pembuatan KK (kartu keluarga)
sebanyak 22.648 KK yang teléh diterbitkan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Sampang. Pelayanan untuk pembuatan KTP (Kartu Tanda
Penduduk) pada tahun 2007, sebanyak 28.026 lembar KTP telah dicetak.
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang mencatat
bahwa proses pelayanan publik di bidang kependudukan mengalami
peningkatan dari tahun-ketahun seiring bertambahnya jumiah penduduk.
Pelayanan kependudukan memang salah satu pelayanan publik yang
paling banyak dimanfaatkan, sehingga tuntutan akan kualitas pelayanan

sangat diharapkan dari petugas.
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Ketel;sediaan pelayanan air bersih juga merupakan jenis pelayanan
dasar yang harus disediakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah
ketersediaan air bersih yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Sampang.
Jumlah pelanggan PDAM hingga tahun 2007 mecapai 10.117 pelanggan,
dengan dayak air yang telah disalurkan melalui pipa-pipa PDM berjumiah
2.299.552 m?®. Pelayanan air bersih dari PDAM memang menjadi alternatif
pemenuhan kebutuhan éir bersih selain dari air tanah berupa sumur
galian. Total pelanggan masih didominasi oleh pengguna rumah tangga.

Pelayanan di bidang ketenagalistrikan di lakukan oleh PLN
Kabupaten Sampang. Jumlah produksi listrik pada atahun 2007, mencapai
106.220.399 KWH dan yang mampu terjual pada para pelanggan
sebanyak 74.427.527 KWH. Nilai penjualan dari pelayanan publik bidang
ketenagalistrikan mencapai Rp. 44.784.602.355,- jumlah ini meningkat
sangat signifikan dibanding tahun 2006. peningkatan ini disebabkan selain
penambahan jumlah penduduk juga peningkatan jumlah pelangan yang
dilayani oleh PLN Kabupaten Sampang. Jumlah total pelanggan
ketenagalistrikan sebanyak 65.252 pelanggan. Terdiri dari 2.252
pelanggan kategori sosial, sebanyak 59.270 pelanggan kategori rumah
tangga, 4.448 pelanggan kategori usaha, 17 pelanggan kategori industri,
dan 263 pelahggan untuk instansi pemerintah. Pelayanan
ketenagalistrikan menyangkut pembukaan jalur baru, penentuan tarif dan

biaya tagihan listrik, sampai pemasangan dan perbaikan instalasi listrik.
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4.3.2. Deskripsi Pelayanan Publik di Kabupaten Sampang

Pelayanan publik di bidang pendidikan masih dirasa kurang di
Kabupaten Sampang. Fasilitas pendukung yang diharapkan
mempermudah siswa menerima pelajaran ternyata tidak ditemui di SMPN
2 Kecamatgn Robatal. Sekolah yang baru dibangun pada tahun 2608,
belum dilengkapi dengan fasilitas seperti bangku, meja guru, dan sarana
lainnya. Sekolah SMPN 2 Kecamatan Robatal ini menampung 158 siswa,
secara keseluruhan untuk mengenyam pendidikan siswa harus melakukan
dengan lesehan. Sebagai sekolah negeri _dan dikelola pemerintah,
sebenamya ketersediaan sarana pendidikan tidak lepas dari andil
pemerintah Kabupaten Sampang. Hingga bulan Agustus 2009, kondisi
SMPN 2 Kecamatan Robatal belum ada perubahan dan penambahan
fasilitas pendudkung pendidikan yang memadai. Keluhan atas pelayanan
ini sebenarnya telah disampaikan baik oleh pihak sekolah SMPN 2
Kecamatan Robatal maupun para orang tua siswa. Tapi masih sebatas
aduan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Kondisi tidak jauh beda terkait pelayanan publik di bidang
kesehatan. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang paling banyak
dimanfaatkan oleh penduduk khususnya penduduk ekonomi menengah-
kebawah, teryata belum dilengkapi dengan tenaga medis yang memadai.
Keterbatasan tenaga medis bisa ditemui di salah satu puskesmas di
kecamatan Robatal. Keterbatasan tenaga medis berakibat pada
pelayanan kesehatan di kecamatah tersebut, menuai banyak keluhan

masyarakat. Masyarakat terpaksa harus menempuh jarah yang cukup
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jauh pergi ke RSUD Sampang untuk rriendapat pelayanan kesehatan
yang memadai. Meski ada jaminan dari pihak Dinas Kesehatan bahwa,
keterbatasan tenaga medis tidak akan banyak mempengaruhi proses
pelayanan yang ada di masyarakat. Pelayanan kesehatan di puskesmas
kecamatan Banyuates juga banyak ﬁendapat sorotan dari masyarakat.
Keluhan akan tenaga kesehatan sudah sering dlakukan oleh pelanggan
puskesmas.

Keluhan pelayanan publik juga ditemui untuk pelayanan bidang
kependudukan. Beberapa keluhan menyangkut pelayanan kependudukan
antara lain masih ditemui adanya pungli (pungutan liar) dalam proses
pelayanan, mekanisme yang sangat rumit menambah daftar keluhan

menyangkut proses pelayanan yang lama dan lambat dari petugas.
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BABV
PERSEPSI MASYARAKAT ATAS PELAYANAN PUBLIK

Asas pokok menyangkut penyelenggaraan pelayanén publik
menyangkut 3 (tiga) hal yaitu pertama, transparansi. Unit pelayanan publik
harus bersifat terbuka, mudah, dan bisa diakses semua pihak yang
membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.
Kedua, akuntabilitas. Setiap proses dan hasil sebuah pelayanan publik
harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketiga, menyangkut
partisipasi. Sebuah pelayanan publik hanya bisa bekerja maksimal bila
ada ruang partisipasi publik. |

Proses partisipasi publik ini sangat diperlukan ditengah
penyelenggaraan pelayanan yang memerlukan sejumlah perbaikan kinerja
dan kualitas pelayanan. Tentunya yang mampu memberikan masukan
atas pelayanan adalah para konsumen pelayan itu sendiri. Partisipasi
publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan melalui 3
(tiga) cara. Yaitu perfama, pembentukan opini publik berupa pendapat,
penilaian, atau evaluasi terhadap pelayanan publik. Kedua, melakukan
pengawasan (public control) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
. Dan ketiga, menyampaikan dan menyelesaikan keluhan (public complaint)
terhadap 'jasa pelayanan publik yang dirasa kurang serta tidak
memuaskan.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standart
pelayanan dan dipublikasikan secara terbuka, sehingga mudah diakses

P e ______|
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oleh publik. Standart pelayanan publik adalah bentuk jaminan/garansi
penyedia jasa pelayanan publik; sehingga ada kepastian bagi penerima
layanan. Standart pelayanan publik juga merupakan ukuran yang
dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati
pemberi dan atau penerima layanan.

Standar pelayanan publik minimal meliputi; pertama, prosedur
pelayanan. Kedua, waktu penyelesaian pelayanan. Ketiga, biaya»
pelayanan; Keempat, produk pelayanan. Kelima, sarana dan- prasarana
penunjang dalam pemberian pelayanan. Dan keenam, kompetensi
petugas pemberi pelayanan.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan _publik tentunya
menyediakan berbagai jenis pelayanan menyangkut berbagai aspek
kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik paling mendasar merupakan
bentuk pelayanan umum yang disediakan oleh negara melalui sejumiah
instansi pemerintah menyangkut proses administrasi kewarganegaraan.
Pelayanan publik mendasar tentunya jenis-jenis pelayanan publik yang
hampir setiap individu menerima jenis pelayanan tersebut. Dalam kajian
penelitan mengenai Manajemen Keluhan Pelayanan Publik (Public
Complaint Management), dirumuskan terdapat 7 (tujuh) jenis pelayanan

publik paling mendasar yaitu:

-

. Pelayanan di bidang pendidikan,

N

. Pelayanan di bidang kesehatan,
3. Pelayanan di bidang administrasi kependudukan,
4. Pelayanan di bidang ketersediaan air bersih,

Povsepol Masyaratat Atas Pelayanar Publth 'BABV-2
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5. Pelayanan di bidang ketersediaan ketenagalistrikan,
6. Pelayanan di bidang perpajakan,
7. Dan pelayanan di bidang layanan kepolisian.

Beberapa kriteria yang bisa diberikan pada bentuk pelayanan
publik dasar anara lain; 7). Pelayan publik yang hampir setiap individu
atau penduduk memanfaatkan jenis pelayanan dari instansi pemerintah
sebagai penyelenggara pelayanan publik; 2). Pelayanan publik yang
menyangkut hak-hak dasar dari individu; 3). Jenis pelayanan yang wajib
disediakan oleh negara di setiap lapisan struktur pemerintahan yang ada
dari pemerintah pusat hingga pemerintah Kota/ Kabupaten.

Persepsi masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh
penyelenggara layanan tidak terlepas dari berbagai keluhan dan komplain
yang dirasakan oleh penerima layanan (publik). Peraturan Pemerintah
Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan

Publik, dalam pasal 2 menyebutkan beberapa asas penyelenggaraan

_pelayanan publik yang dapat dijadikan alat ukur menyangkut kualitas dan

kinerja para penyelenggara pelayanan publik. Asas penyelenggaraan

pelayanan publik di Jawa Timur antara lain:

1. Asas kepastian hukum. Adalah adanya peraturan perundang-
undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai
dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

2. Asas keterbuakaan. Adalah bahwa setiap penerima pelayanan dapat
degan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai

pelayanan yang diinginkan.
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3. Asas parrtisipatif. Adalah untuk mendorong peranserta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

4. Asas akuntabilitas. Adalah bahwa proses penyelenggaraan
pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Asas kepentingan umum. Adalah bahwa dalam pemberian pelayanan
publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau
golongan.

6. Asas professional. Adalah bahwa aparat penyelenggara pelayanan
harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Asas kesamaan hak. Adalah bahwa dalam pemberian pelayanan
publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

8. Asas keseimbangan hak dan kewajiban. Adalah bahwa pemenuhan
hak harus sebanding dengan kewajiban yag harus dilaksanakan, baik
oleh pemberi maupun penerima layanan.

9. Asas efisiensi. Adalah bahwa yang mennetukan tingkat keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan
kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak
memberikan pembebanan pembiayaan kepada masyarakat secara
tidak wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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10. Asas efektifitas. Adalah bahwa orientasi penyelenggaraan pelayanan
publik untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat
sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna
pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

11. Asas imparsial. Adalah bahwa yang menjadi pedoman dan arah bagi
penyelenggaraan pelayanan publik untuk bersikap netral, non-
diskriminasi dan tidak berpihak sesuéi dengan peraturan yang berlaku.

Standart pelayan dan asas penyelenggaraan pelayanan publik
tersebut akan menjadi indikator utama dalam penilaian atau persepsi
masyarakat terhadap pelayanan publik. Persepsi mayarakat ini diambil
dari survey pelayanan publik dan manajemen keluhan di tiga wilayah yaitu
Kota Surabaya, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Sampang.
Persebaran wilayah penelitian ini diharapkan dapat ditarik generalisasi
mengenai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Jawa Timur
pada tahun 2009.

Sebelumnya, pada tahun 2008 juga telah dipublikasikan sebuah
evaluasi atas evaluasi kinerja pelayanan publik di Jawa Timur oleh sebuah
lembaga independent di Jawa Timur. Sajian persepsi pelayanan publik
pada tahun 2008 akan menjadi pembanding perkembangan kinerja
pelayanan publik di Jawa Timur, seklaigus menggambarkan pergeseran

persepsi masyarakat atas pelayanan publik.
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5.1. Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2008

Penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Timur tahun 2008, bisa
dikatakan berjalan dengan baik. Hampir seluruh instasni pelayanan publik
telah memiliki kebijakan untuk menerapkan standart pelayanan publik
yang prima. Yang belum sepenuhnya dilakukan adlah impleentasi atas
kebijakan tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum memperoleh
pelayanan yang cukup memadai di beberapa jeriis pelayanan publik.
Kondisi ini dibuktikan dengan’ semakin bertambahnya jumlah aduan
masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan instansi
penyelenggara pelayanan publik.

Jumlah aduan selama periode Januari-Desember 2008 yang
berhasil dicatat dalam administrasi pengaduan mencapai 3.172 aduan.
Jumlah cukup ban'yak yang telah diterima oleh KPP Jawa Timur. Masih
banyaknya aduan ini membuktikan masih perlunya peningkatan kualitas
layanan dari instansi pemerintah. Jumlah total aduan tersebut, jika dibuat
rata-rata setiap hafi, berarti tidak kurang 30 orang menyatakan
ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Dan tidak kurang dari 2 hingga 3 orang setiap jam-nya
melakukan proses aduan kepada instansi pelayanan publik tersebut. Data
tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat sejumiah instansi yang
mendapat komplain dan keluhan dari masyarakat.

Hingga tahun 2008 sejurhlah keluhan atas pelayanan publik,
masyarakat masih mengalami kesulitan dalam melakukan proses layanan.

Pelayanan yang buruk digambarkan dengan masih adanya praktek

Dorsepot Wansgmakat Atas Pelaganas Pelltth "BABV-6
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menunda-nunda (undue delay) pemberi ‘pelayanan. Pelayanan akn
diberikan ketika terjadi transaksi tidak sah terhadap para petugas pemberi
layanan berupa uang pelican, uang administrasi, Udapan terimakasih, dan
masih banyak lagi jenis purigutan~liar yang terjadi untuk mempercepat
proses pelayanan. |
Hingga tahun 2008, keluhan terhadap layanan ketenagalistrikan
masih mendominasi jumlah pengaduan. Masyarakat juga masih
mengalami kesulitan guna memperoleh pelayanan di sektor perijinan IMB
(ijin mendirikan bangunan). |
» Berdasar evaluasi pelayanan publik pada tahun 2008, Kota
Surabaya paling banyak pelanggan yang melakukan keluhan mencapai
1.494 oarang melakukan keluhan dan komplain. Disebufkén pula jumlah
masyarakat yang melakukan keluhan dan komplain untuk daerah
Kabupaten Jmeber sebanyak 29 orang. Sedangkan untuk Kabupaten
Sampang banyak masyarakat yang melakukan keluhan dan komplain
sebanyak 3 orang. Data jumlah masyarakat yang melakukan keluhan dan
komplain tersebut menggambarkan bahwa tingkat keluhan dan komplain
semakin tinggi di wilayah-wilayah yang memberikan akses informasi dan
keterbukaan terhédap pelayanan publik yang terselenggaré. Di sisi lain
keterbukaan informasi tentang pelayanan publik mendorong masyarakat
lebih mengetahui praktek-praktek yang ‘buruk” pelayanan publik.
Sehingga penyelenggara layanan tidak mampu lagi memanipulasi dalam
memperlama prosedur, karena informasi yang lebih terbuka. Kesadaran

melakukan keluhan dan komplain juga dilakukan oleh masyarakat yang




Aotnn . AL o
A.Wmﬁm

Wanajeman Kelutban Pelayanan Pulbich (Public Complaint Wianagement)
Tatuw 2009

sadar akan hak-hak sebagai warga negara menerima pelayanan publik
dari pemerintah.

Persepsi mayarakat terhadap pelyanan publik di tahun 2008, juga
masih dinilai buruk. Ketidakpuasan akan pelayanan di sektor kelistrikan
masih mendominasi yang mencapai 48,27 persen masih mengeluh.
Sejumlah instasi pemerintah masih menerima persepsi negatif dari
masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan.

Tabel 10
Jumlah Keluhan Berdasar Jenis Pelayanan Publik

Pelayanan Ketenagalistrikan 1.531

Pelayanan Kependudukan 913
Pelayanan Institusi Kepolisian 17
Pelayanan Administrasi tingkat Desa dan Kecamatan 9
Pelayanan bidang Kesehatan 9
Pelayanan Air Bersih 7
“f. " Pelayanan Pendidikan 3

Sumber: KPP Jawa Timur Thaun 2008

Persepsi masyarakat yang masih negatif juga diberikan kepada
sejumlah instansi pemerintah, termasuk pada jenis pelayanan dasar
seperti  pendidikan, kesehatan, ketenagalistrikan, kependudukan,
pelayanan air bersih, perpajakan, dan instansi kepolisian. Persepsi
masyarakat ditunjukkan dengan mengetahui jumlah keluhan yang masuk
ke sejumlah instansi tersebut. Pada tahun 2008 menghasilkan sebagai

berikut:

Pensepae Wasyanakat s#tas Pelaganan Pautitcd; BABV-8
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Tabel 11
Keluhan Kepada Instansi Pemerintah

INstansi Pemerintah

| Dispenduk Capil 781
. Kepolisian 16
i PDAM 7
| Dinas Perijinan 4
" Dinas Pendidikan 2
: Kantor Pelayanan Pajak 4
" Dinas Kesehatan 2
i RSUD 5
" Samsat 3
| Puskesmas 2
. Kecamatan 44
. Kelurahan 129
Kepala Desa 13
Apotik RSUD 1

Suber: KPP Jawa Timur Thaun 2008

Data tersebut menggambarkan bahwa dalam penyelenggaraan
pelayanan publik mendasar masih dinilai kurang memuaskan bagi
masyarakat. Sebanyak 15 instansi pemerintah mendapatkan kompalin
dan keluhan pelanggan.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa
Timur masih kurang begitu memuaskan, meski sejumlah instasi
pemerintah telah melakukan perbaikan mutu layanan tapi dalam
implementasi masih dinilai kurang berhasil. Ditambah lagi beberapa data

terbaru tahun 2009 menunjukakan kondisi serupa.

Persepuc Masgarakat tas Petaganasn Publih ' BABV-9
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Tabel 12
Pelayanan Publik dan Wilayah Kota/Kabupaten

Pelayanan Publik

Wilayah
a

Pelayanan Pendidikan Jember, Sampang
Pelayanan Kesehatan Jember, Sampang
Pelyanan Kependudukan Sampang

' Pelayanan Air Bersih Jember, Surabaya
Pelayanan Ketenagalistrikan Jember, Surabaya
| Pelyanan Perpajakan Surabaya

. Pelayanan Kepolisian Jember, Surabaya
Sumber Penelitan Manajemen Keluhan Pelayanan Publik
(Public Complaint Management) tahun 2009.

Data hasil observasi berupa dokumentasi tersebut menunjukkan

dinilai masih kurang penanganannya digambarkan pada table berikut.

Tabel 13
Pelayanan Publik dan Persoalan yang Dikeluhkan

- Pelayanan Publik Persoalan yang Dikeluhkan
% Pelayanan Pendidikan  Sarana dan prasarana,
transparansi anggaran sekolah,

penunjang
Pelayanan Kesehatan Pelayanan bagi pasien miskin,
keterbatasan tenaga medis,
Pelyanan Pungutan liar,
Kepndudukan waktu proses layanan
Pelayanan Air Bersih Tarif dan tagihan,
ketersediaan air bersih,
Pelayanan Pemadaman listrik sepihak,

saluran baru,
biaya pemasnagan baru

bahwa keluhan dan komplain masih terjadi di wilayah Kota Surabaya,
er, dan Kabupaten Sampang. Kondisi ini menujukkan
persepsi masyarakat yang masih negatif terkait mutu pelayanan yang

diberikan penyelenggara pelayanan publik. Beberapa persolaan yang

keterbatasan ketersediaan buku

Ketenagalistrikan pungutan liar untuk pemasangan

Persepoi Wasgarakat tas Petayanan Publid BAB YV -
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= Pelyanan Perpajakan . Proses layanan

: Informasi  mengenai  prosedur
layanan

Pelayanan Kepolisian Waktu pelayanan cukup lama,
respon laporan masih lambat

Sumber: Penelitian Manajemen Keluhan Pelayanan Publik (Public

Complaint Management) tahun 2009.

Sajian data-data di atas menunjukkan bahwa pelayanan pubiik
masih harus ditingkat sesuai standart pelayanan yang telah ditentukan
dalm berbagai peraturan pemerintah. Salah satunya menyangkut mutu
layanan, terlebih masalah ‘kecepatan dan ketepatan waktu” pelayanan
merupakan fakior yang sangat penting untuk mengukur Kualitas

pelayanan publik yang diberikan oleh sebuah instansi publik.

5.2. Respon Masyarakat Atas Pelayanan Publik

Pembahasan ini akan terbagi ke dalam 7 (tujuh) jenis pelayanan
publik dasar terdiri dari pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan,
pelayanan  kependudukan, pelayanan air bersih, pelayanan
ketenagalistrikan, pelayanan perpajakan, dan pelayanan Kepolisisan.
Uraian menyangkut beberapa indikator dan asas penyelenggaran
pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi
Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik.

Tabel 14
Program Prioritas Pemerintah

: : = Persentase
biaya pendidikan dasar (SD, SMP) 8,98

biaya berobat 17,44

| harga kebutuhan bahan pokokl 14,50

?ade,éu Wasyarakat $tas Pelayanaw Publl BAB V - 11
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| Ketersediaan air bersih 15,71
Kemacetan lalu lintas 3,10
' Kenyamanan sarana angkutan umum 1,2
Keberadaan sarana umum di lingkungan sekitar 3,97
Tariff pajak 2,07
Pelayanan oleh instansi pemerintah 14,85
| Penegakan hukum 7,94
| Tingkat korupsi di instansi pemerintah 9,49
' Lainnya. 0,17
o TOTAL 100,00
Sumber: Penelitan Manajemen Keluhan Pelayanan Publik
(Public Complaint Management) tahun 2009.

Masyarakat sebagai pengguna jasa layanan yang diberikan oleh
pemerintah tentunya memiliki harapan yang tinggi akan kualitas
pelayanan. Program pemerintah yang mendapat perhatian oleh
masyarakat dan sekaligus diharapkan menjadi prioritas kebijakan dari
pemerintah. Sektor-sektor tersebut menyangkut beberapa pelayanan
publik mendasar. Lima kebijakan pemerintah yang seharusnya segera
ditangani diantaranya adalah 1). masalah kesehatan, 2). masalah
ketersediaan air bersih, 3). pelayanan oleh institusi pemerintah, 4). harga
kebutuhan bahan pokok, 5). dan penanganan tingkat korupsi di
pemerintah.

Program dan kebijakan yang seharusnya menjadi prioritas yang
paling diharapkan oleh masyarakat yaitu masalah kesehatan. Kesehatan
ini menyangkut biaya obat yang dapat terjangkau oleh masyarakat
terutaam RTM (rumah tangga miskin). Persepsi masyarakat menyangkut
bidang kesehatan cukup tinggi di banding bidang-bidang lain, data
meﬁunjukkan masyarakat yang menginginkan biaya berobat menjadi

prioritas  kebijakan pemerintah sebesar 17,44 persen. Persepsi

Porsepae Masyanakat s Pelayanan Pubtdh BABV - 12
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masyarakat masih melihat kesehatan merupakan high cosi. Tentunya
persepsi ini mempengaruhi tingkat penggunaan fasilitas dan pelayanan
publik di bidang kesehatan.

Masalah ketersediaan air juga menjadi perhatian masyarakat untuk
lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Sebanyak 15,71 persen masyarakat
menganggap bahwa kebutuhan ketersediaan air bersih harus menjadi
prioritas kebijakan dari pemerintah.

Kebijakan dari pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat
adalah menyangkut pelayanan oleh institusi pemerintah. Masyarakat
masih menilai pelayanan dari institusi pemerintah dinilai masih kurang.
Baik dari segi kualitas pelayanan maupun kualitas SDM yang ada.
Harapan pada instansi pemerintah sebagai public servant masih jauh dari
harapan, yang terjadi justru masyarakat sering merasa dipersulit dengan
_berbagai alasan kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintah dari
masalah prosedur, masalah biaya administrasi, dan masalah-masalah lain
yang menghambat proses pelayanan. Persepsi masyarakat terkait kinerja
instansi pemerintah yang harus menjadi prioritas kebijakan, sebanyak
14,85 persen. Persepsi ini menyangkut masih banyak ditemui sejumiah
tindakan korupsi-korupsi terselubung yang dilakukan oleh para aparat

- penyelenggara pelayanan publik. Sebanyak 9,49 persen masyarakat
melihat penanganan korupsi di instansi pemerintah harus segera
ditangani. Karena korupsi menjadi salah satu persoalan yang akan

mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang disediakan. Diskriminasi
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juga sering terjadi, siapa yang membayar lebih banyak, maka merekalah
yang akan mendapat pelayanan yang lebih cepat.

Persepsi masyarakat yang masih negatif dari berbagai pelayanan
pemerintah ini menambah daftar panjang ketidakpuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik.

Tabel 15
Pelayanan Publik yang Paling Sering Dimanfaatkan Masyarakat

 Pajak Kendaraan 515
. KK (kaertu keluarga) 11,86
' Akte Kelahiran 8,97
 ASKES (asuransi kesehatan) 3,61
| NPWP 3,40
. PBB 557
IMB 1,03
PDAM 8,66
Listrik 11,14
TOTAL 100,00

Sumber: Penelitian Manajemen Keluhan Pelayanan Publik
(Public Complaint Management) tahun 2009.

Pelayanan publik yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat,
data menunjukakn terdapat 5 (lima) jenis pelayanan tertinggi. Pelayanan
publik di bidang kependudukan paling sering dimanfaatkan oleh
masyarakat. Sebanyak 24,66 persen menyatakan paling sering
menggunakan KTP dalam setiap kali melakukan proses dan pemaniaatan
pelayanan publik. KTP menjadi kebutuhan wajib bagi setiap warg‘a negara
yang telah berusia diatas 17 tahun. Sehinga wajar kebutuhan jenis
pelayanan ini sangat tinggi. KTP juga menjadi prasyarat utama ketika

harus berhadapan dengan prosedur-prosedur dan Kelengkapan

M
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administrasi dari semua prdses pelayanan yang akan dimanfaatkan oleh
masyarakat.

Jenis pelayanan publik kedua yang paling sering dimanfaatkan oleh
masyarakat adalah SIM (surat ijin mengemudi) jenis pelayanan ini wajib
dimiliki oleh para pengendara kendaraan bermotor. Tidak kurang dari
15,89 persen responden menyebutkan bahwa proses pelayanan SIM akan
dijadikan prioritas yang harus dimiliki setelah kepemilikan KTP. Instansi
yang menangani proses pelayanan pembuatan SIM adalah instansi
kepolisian.

Layanah ketiga yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah
KK (kartu keluarga). Proses layanan jenis ini dilakukan oleh tidka kurang
11,86 persen responden. Pelayanan pembuatan KK dilakukan oleh tingkat
kelurahan dan kecamatan. Jenis pelayanan ini peruntukkan bagi semua
masyarakat yang telah berkeluarga. Jenis pelayanan publik yang juga
selalu dilakukan oleh masyarakat menyangkut pembuétan akte kelahiran.
Sebanyak 8,97 persen responden memprioritaskan jenis pelayanan ini
untuk dimanfaatkan. |

Data juga menunjukkan beberapa.jenis pelayanan yang kurang
begitu dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain kurangnya pengetahuan
mengenai kemanfaatan jenis pelayanan juga disebabkan oleh resiko yang
harus ditanggung ketika memiliki jenis pelayanan publik ini. Seperti
kepemilikan IMB (ijin mendirikan bangunan) hanya dilakukan oleh 1,03
persen responden. IMB yang merupakan jenis pelayanan di bidang

perpajakan paling sedikit yang dilakukan masyarakat. Karena IMB
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menyangkut berapa pajak yang harus dibayarkan pada pemerintah ketika
mendirikan sebuah bangunan, sehingga persepsi masyarakat melihat
jenis pelayanan publik ini sebagai beban/tanggungan. Persepsi ini tidak
jauh beda dengan pelayanan di bidang perpajakan lainnya seperti
kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak). Kepemilikan NPWP hanya
dimiliki oleh 3,40 persen responden. Tidak jauh beda dengan kepemilikan
NPWP maka penduduk wajib melaporkan besarnya pendapatan yang
akan dikenakan pajak. Persepsi bahwa pajak merupakan beban sering
menjadi alas an masyarakat enggan memanfaatkan jenis pelayanan di
bidang perpajakan.

Persepsi yang negatif juga ditunjukkan dari kepemilikan ASKES .
(asuransi kesehatan). Asuransi masih dinilai sebuah kebutuhan tersier
dan high cost. Teutama oleh masyarakat yang memiliki pendapatan pas-

pasan. Di lain sisi seringkali kurangnya pelayanan kesehatan disebabkan

- oleh masyarakat yang tidak memiliki ASKES. Tentunya dengan memiliki

ASKES masyarakat bisa memperoleh pelayanan di bidnag kesehatan
dengan biaya yang dapat terjangkau. Responden yang memiliki jenis
pelayanan di bidang kesehatan ini hanya sebesar 3,61 persen.

Dari berbagai jenis pelayanan publik yang dimanfaatkan oleh
masyarakat, kemudian dapat dilihat penilaian atau persepsi atas kualitas
layanan yang diberikan oleh masing-masing penyelenggara pealayanan

publik.

Porsepst Wasymakat Atas Pelayanan Publl BABV-16
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5.2.1. Persepsi Masyarakat Atas Layanan Pendidikan

Kepastian hukum dalam pelayanan publik menyangkut bidnag
pendidikan bisa dibilah positif. Dalam artian telah ada kepastian hukum
dalam layanan pendidikan. Pendidikan menjadi sebuah layanan publik
unggulan, mengingat pemenuhan target pendidikan 9 tahun telah menjadi
agenda nasional. Kebijakan adanya pendidikan gratis juga sangat
berpengaruh positif bagi persepsi masyarakai akan dunia pendidikan.
Kebijakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) juga mempengaruh
persepsi positif dari peleyanan publik di bidang pendidikanl

Kepastian hukum/aturan menyangkut pelayanan publik bidang
pendidikan dinilai positif oleh 73,41 persen responden. Sebanyak 22,15
persen responden masih mengeluhkan aturan hukum dalam dunia
pendidikan. Dan 4,43 persen responden menyatakan tidah tahu.

Biaya pendidikan masih dianggap mahal dan belum mampu
terjangkau sepenuhnya. Persepsi ini diungkapkan oleh 61,39 persen
responden. Di lain sisi sebanyak 34,17 persen responden ményatakan
bahwa biaya penddikan dapat terjangkau dan murah. Sedangkan 4,43
persen responden menyatakan tidak tahu.

Proses pelayanan publik di bidang pendidikan oleh 59,11 persen
responden menilai layanan pendidikan efisien dan cepat. Tapi sebanyak
35,84 persen responden menilai layanan pendidikan masih lambat.

Sikap ‘dan perilaku petugas penyelenggara pelayaan’ pendidikan

juga dinilai positif. Sebanyak 80,00 persen menyatakan para petugas

Poviopst Wasganahat as Pelaganas Pudtté  BABV-17
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bersikap ramah dalam memberikan layanan. Keluhan masih disampaikan
oleh 14,37 persen terkait sikap dan perilaku petugas yang kurang ramah.

Pungutan liar dalam proses pelayanan pendidikan masih dirasakan
oleh 41,37 persen responden. Sedangkan responden yang melihat bahwa
pungutan liar untuk pelayanan pendidikan sudah tidak ada, sebesar 48,56
persen.

Kepuasan atas pelayanan pendidikan juga ditunjukkan oleh 74,46
persen responden, merasa nyaman dalam memanfaatkan pelayanan
pendidikan. Kenyamanan menyangkut sarana dan prasarana yang
memadai. Ketidaknyamanan pelayanan pendidikan masih dirasakan oleh
20,56 responden.

Tabel16

Persepsi Masyarakat Atas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

73,41 persen 22,15 persen
34,17 persen 61,39 persen
59,11 persen 35,84 persen
8 80,00 persen 14,37 persen
| 48,96 persen 41,37 persen
| 74,46 persen 20,56 persen
61,68 persen 32,61 persen

Tabel 17
Fasilitas Informasi dan Pengaduan Layanan Pendidikan
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Pelayanan publik tidak terlepas dari proses pengaduan dan
komplain masyarakat, itu menberi makna bahwa proses layanan belum
mampu memuaskan hati pengguna layanan. Perlu dilakukan perbaikan-
perbaikan dan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan publik, untuk
memperkecil tingkat aduan masyarakat. Salah satu langkah perbaikan
kualitas pelayanan publik adalah memberikan wadah dan sarana
aduan/komplain yang bisa dimanfaatkan oleh publik ketika melihat dan
merasahan pelayanan publik yang kurang memuaskan baik terkait
peraturan, proses, biaya, sikap dan perilaku petugas, kenyamanan sarana,
atau bahkan masih ditemuinya pungutan liar.

Fasilitas yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari
informasi layanan atau menyampaikan aduan keluhan, dengan
memanfaatkan bagian informasi dari penyelenggara pelayanan publik.
Pilihan menyampaikan keluhan pada bagian infromasi dilakukan oleh
70,86 peréen. Penggunaan bagian infromasi dalam memberikan informasi
layanan dan menerima keluhan, paling tinggi vdan paling banyak
dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan hampir seluruh instansi memang
memberikan sarana bagian infromasi ini untuk membatu masyarakat
memanfaatkan layanan publik yang disediakan.

Sarana keluhan kedua yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat
adalah melalui sarana kotak saran. Sebanyak 9,93 persen menggunakan
kotak saran untuk memberikan respon atas pelayanan publik.
Penggunaan kuisioner atau lembar kritik/saran biasa dilakukan berbagai

instansi pemerintah untuk sarana menampung aspirasi para pengguna
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pelayanan publik. Kotak saran ditempatkan pada loket-loket pada proses
pelayanan. Kotak saran bisa difokuskan untuk memberikan kritik/saran
atau lebih pada penilaian dalam klasifikasi (baik, buruk, cukup), dan masih
‘banyak lagi inovasi kotak saran sebagai wadah keluhan masyarakat.

Masyarakat juga menggunakan media telepon aduan dalam
menyampaikan berbagai keluhan atas kualitas pelayanan publik.
Sebanyak 4,63 persen menggunakan telepon aduan. Media ini biasa
dilakukan oleh instansi yang telah memiliki fasilitas on line atau call center
dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan tentunya belum semua
instansi memiliki sarana fasilitas tersebut. Rendahnya penggunaan
telepon aduan, lebih disebabkan fasilitas yang masih belum ada pada
sejumlah instansi penyelenggara layanan.

Infromasi terkait prosedur pelayanan juga bisa diperoleh melalui
‘papan info yang tersedia di lokasi intansi penyelenggara pelayanan publik.
Masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah dalam mencari
infromasi layanan dari papan info. Masyarakat lebih puas ketika bertanya
langsung pada petugas, seperti di bagian infromasi ketimbang harus
membaca dan mencoba memahami proses layanan melalui media papan
info. Rendahnya penggunaan papan info sebagai media infromasi layanan,
nampak ketika hanya 4,63 persen responden menggunakan media papan
info.

5.2.2. Persepsi Masyarakat Atas Layanan Kesehatan
Pelayanan publik dasar lainnya adalah pelayanan di bidang

kesehatan. Persepsi masyarakat terkait pelayanan bidang kesehatan
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masih kurang begitu memauaskan. Fakta tersebut masih ditemuinya
sejumlah keluhan dan komplain yang dilakukan pengguna layanan di
beberapa instansi kesehatan. Meski telah disepakati MoU antar Gubernur
Jawa Timur dengan kepala daerah kota/ kabupaten di Jawa Timur
menyangkut layanan kesehatan gratis di tingkat puskesmas, tetapi
beberapa wilayah masih ditemui masyarakat kesulitan dalam memperoleh
layanan kesehatan yang memadai. Pada tahun 2009 di RSUD dr. Subandi
Kabupaten Jember masih terjadi penolakan pasien miskin untuk
mendapat layanan kesehatan yang murah, karena tidak terdaftar dalam
Jamkesmas. Anggaran daerah yang terbatas dan pendataan yang kurang
tepat, mengakibatkan masih banyak RTM yang tidak terdaftar dalam
Jamkesmas. Kabupaten Jember juga pernah terjadi, lantaran tidak bisa
menebus biaya rumah sakit, seorang ibu menjual bayinya dengan dalih
adopsi yang menyalahi prosedur. Pelayanan kesehatan di Kabupaten
Sampang juga masih ditemui sejumlah kendala, kurangnya tenaga medis
di tingkat puskesmas sering menjadi keluhan masyarakat.

Banyaknya keluhan yang térjadi pada pelayanan kesehatan tidak
berarti pelayanan kesehatan dinilai buruk, beberapa kualitas layanan
kesehatan di sejumlah instansi pemerintah masih dinilai bositif oleh
masyarakat.

Kepastian hukum akan pelayanan kesehatan dinilai positif oleh
66,06 persen responden. Kepastian hukum ini menyangkut berbagaiv
penerapan aturan akan standart pelayanan publik bidang kesehatan.

Persepsi positif masyarakat banyak terjadi di tingkat puskesmas, karena
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hampir sebagaian masyarakat menjadikan puskesmas menjadi ujung
tombak layanan kesehatan utama, apalagi‘bagi masyarakat yang kurang
mampu. Biaya relatf murah menjadi salah satu alasan dalam
memanfaatkan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Tidak kurang
dari 30,30 persen responden masih menganggap buruk atas kepastian
hukum akan pelayanan kesehatan. Tidak jarang ditemui perlakuan
diskriminatif atas pelayanan kesehatan terutama di tingkat rumah sakit.
Kasus di Kabupaten Sampang mungkin menjadi salah satu contoh, RTM
yang terdaftar di Jamkesmas mendapat layanan kesehatan yéng murah,
RTM yang tidak terdaftar dalam Jamkesmas tidak bisa mendapat layanan
kesehatan yang murah, padahal ini menyangkut kesalahan pendataan.

Biaya kesehatan menjadi sorotan sebagian masyarakat. Sebanyak
85,02 persen responden, melihat biaya kesehatan masih mahal. Terutama
di tingkat rumah sakit. Masih banyak masyarakat yang enggan pergi ke
rumah sakit untuk berobat dengan alasan biaya rumah sakit yang semakin
hari semakin mahal. Masyarakat lebh sering berobat ke puskesmas, meski
penyakit yang diderita terbilang penyalit berat, karena persoalan biaya.
Kondisi demikian diungkap oleh 11,37 persen responden.

Pelayanan kesehatan juga masih dibilang lambat oeh 62,80 persen
responden. Rumitnya birokrasi menjadi alasan utama. Seperti dialami
RTM dalam melakukan proses perijinan mendapat keringanan biaya
kesehatan. Rumitnya prosedur dalam memanfaatkan ASKES juga masih
menjadi kendala. Tetapi tidak kurang dari 35,36 persen responden menilai

layanan kesehatan masih murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat.
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Persepsi positif ini diberikan pada Iayananl kesehatan gratis yang ada di
beberapa puskesmas dna RSUD. Masyarakat merasa terbantu dengan
membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/kecamatan
banyak RTM mendapat layanan kesehatan yang memadai. Hanya dengan
menunjukakan kartu Jamkesmas untuk RTM, mereka mendapat layanan
kesehatan yang memuaskan.

Persepsi positif diberikan atas sikap dan perilaku para petugas
penyelenggara pelayanan kesehatan. Sebanyak 65,26 responden melihat
petugas layanan kesehatan cukup ramah dan informatif dalam
memberikan layanan. Terutama menyangkut informasi dan prosedur
layanan. Tidak kurang dari 32,93 persen masih mengaggap petugas
peneyelenggara pelayanan kesehatan masih kurang ramah dan informatif
kepada pengguna jasa kesehatan.

Masyarakat menilai masih ditemui sejumlah pungutan liar saat
memanfaatkan pelayanan kesehatan, kondisi ini diungkapkan oleh 43,67
persen responden. Meski terkadang pengutan liar cukup membantu
masyarakat dalam mempercepat atau mempermudah proses layanan,
sebagian yang lain merasa terganggu akan adanya pugutan liar. Masih
adanya pungutan liar menjadikan pelayanan kesehatan menjadi mahal
dan diskriminatif, siapa yang membayar lebih, mereka yang akan
mendapat pelayanan yang lebih baik. Pungutan liar uhtuk pelayanan
kesehatan relatif sudah berkurang. Sebanyak 46,83 persen responden
menyatakan pungutan liar di bidang kesehatan sudah tidak ada. Sehingga

masyarakat merasa nyaman akan pelayan kesehatan.
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Sebanyak 55,69 persen responden merasa nyaman dalam
memanfaatkan pelayanan di bidang kesehatan. Selain pungutan liar yang
semakin berkurang, juga ditunjang dengan saran dan fasilitas kesehatan
yang semakin meningkat. Kebijakan pemerintah menyangkut layanan
kesehatan gratis, biaya berobat murah di puskesmas, dan Keringanan
biaya bagi masyarakat miskin menjadi sebagian alasan masyarakat
merasa nyaman dalam memanfaatkan pelayanan di bidang kesehatan. Di
lain sisi masih sebanyak 42,40 persen menganggap pelayanan kesehatan
kurang nyaman. Seringkali sarana dan fasilitas kesehatan di beberapa
instansi kurang memadai, seperti sarana ruang tunggu pasien, harga obat
untuk penyakit-penyakit berat masih dianggap mahal, hingga beberapa
sikap petugas yang kurang ramah, menjadi alasan masyarakat merasa

Kurang nyaman atas layanan Kesenatan.

Tabel 18
Persepsi Masyarakat Atas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

Persepsi- - iraa v e Positit T Negati
= 66,06 persen 30,30 persen
11,37 persen 85,02 persen
35,36 persen 62,80 persen
65,26 persen 32,93 persen
46,83 persen 43,67 persen
55,69 persen 42,40 persen

46,76 persen 49,52 persen

Persepsi masyarakat atas pelayanan kesehatan bisa dibilang
kurang memuaskan. Penilaian negatif masyarakat ditunjukkan oleh data

rata-rata 49,52 persen masih menilai kurang memuaskan atas pelayanan
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kesehatan. Penilaian negatif paling tinggi terkait biaya kesehatan yang
masih mahal, dan lambatnya proses layanan kesehatan.

Tabel 19
Fasilitas Informasi dan Pengaduan Layanan Kesehatan

Persepsi 7 Persentase
66,06

4,24
13,93
4,84
1,81
8,48
100,00

Pada pelayanan publik bidang kesehatan, jenis sarana aduan
paling sering digunakan masyarakat adalah bagian informasi. Sebanyak
66,06 persen memilih media ini dalam menyalurkan Keluahan dan
komplain atas kualitas pelayanan kesehatan. Peran ganda bagian
infromasi selain memberikan informasi atas prosedur dan proses
pelayanan publik, bagian infromasi juga sering dijadikan sarana aduan
dari masyarakat. Persoalan yang menjadi keluhan di bidang kesehatan,
masih seputar proses layanan yang lambat, sikap petugas yang kurang
ramah, biaya yang mahal, masih ada pungutan liar diluar ketentuan,
sarana yang kurang memadai, hingga keterbatasan tenaga medis.

Berikutnya, media yang banyak dimanfaatkan masyarakat dalam
penyampaian keluhan adalah kotak saran. Sebanyak 13,93 persen
memilih kotak saran untuk menyampaikan aduan. Di urutan berikutnya
sarana yang juga dimanfaatkan dalam menyampaikan aduan adalah

melaui telepon aduan. Penggunaan telepon aduan memang masih

M
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terbilang kecil, hanya 4,84 persen responden menggunakan telepon
aduan. Persoalan masih pada ketersediaan sarana telepon aduan yang
terbatas. Terutama pada pelayan kesehatan di tingkat puskesmas.

Kotak saran dimanfaatkan oleh 4,24 persen responden dalam
menyampaikan keluhan. Bahkan masyarakat yang memanfaatkan papan
info pelayanan masih sangat kecil, hanya 1,81 persen masyarakat yang
menggunakan papan info sebagai sarana memperoleh informasi dan
standart layanan.

5.2.3. Persepsi Masyarakat Atas Layanan Kependudukan

Pelayanan publik kependudukan menjadi salah satu layanan yang
paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus menjadi layanan
yang paling mudah diakses oleh masyarakat. Hampir semua proses
layanan kependudukan menggunakan surat pengantar dari RT/RW,
datang ke kelurahan, datang ke kecamatan.

Penilaian masyarakat terhadap pelayanan bidang kependudukan,
terkait kebastian hukum dalam layanan kependudukan dinilai positif oleh
81,81 persen responden. Sebagian responden sebanyak 12 persen
responden masih melihat bélum ada kepastian hukum dalam proses
pelayanan kependudukan terutama menyangkut prosedur yang harus
dilalui, waktu layanan, dan biaya layanan, seharusnya ada aturan yang
pasti. Aturan pasti telah ada, masih ada yang tidak mau menerapkan
aturan-aturan tersebut.

Persepsi masyarakat tekait biaya pada layanan kependudukan

cukup positif. Dari sisi biaya layanan kependudukan dapat terjangkau oleh
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masyarakat, keterjakauan biaya dinilai oleh 53,33 persen responden.
Transparansi biaya pada jenis layanan kependudukan juga cukup tinggi,
terutama menyangkut biaya dan tarif resmi yang telah diatur. Tidak kurang
dari 43,11 persen responden masih menilai bahwa biaya layanan
kependudukan mash terbilang mahal. Faktor ini disebabkan selain masih
terdapat beberapa oknum petugas layanan yang melakukan pungutan liar,
tapi masyarakat seringkali menggunakan jasa pihak ke tiga dalam
melakukan proses layanan kependudukan. Pilihan menggtjnakan pihak ke
tiga (calo) ini lebih dsebabkan masyarakat tidak ingin di sibukkan dengan
standart layanan yang berlaku. pada beberapa kasus pelayanan publik,
petugas penyelenggaralayanan juga tidak sedikit yang berperan ganda
sébagai calo/makelar perijinan. Kondisi demikian menyebabkan masih
tingginya biaya yang harué dikeluarkan masyarakat dalam memanfaatkan
layanan kependukan.

Keluhan masyarakat akan pelayanan kependudukan terkait
lambatnya proses layanan. Persepsi lambatnya proses layanan
disampaikan oleh 51,96 persen responden. Lambatnya proses layanan '
disebabkan oleh keterbatasan personil, jumlah personil kurang memadai
untuk memproses semua berkas layanan kependudukan dalam waktu
singkat. Tingginya permintaan atas pelayaan kependudukan
menyebabkan keterlambatan layanan tidak bisa dihindarkan. Upaya
perbaikan layanan kependuudkan tentunya selalu diperbaiki, selain
peningkatan kualitas SDM, juga terkait waktu pelayanan yang semakin

efektif dan efisien. Penilaian positif (waktu yang cepat dan singkat)
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diberikan oleh 46,72 persen responden. Beberapa daerah telah
menerapkan kebijakan bahwa proses pelayanan kependudukan “sehari
jadi”. Persyaratan dan prosedur yang mudah dipahami menunjang bagi
layanan “sehari jadi”, masyarakat tinggal datang ke Dinas Cacatan Sipil
atau Kelurahan dengan membawa surat pengantar dari RT/RW -dan
kelurahan.

Berdasarkan survei pada responden di tiga kabupaten, sikap dan
perilaku petugas yang memberikan pelayanan kesehatan secara umum
sudah bisa dikatakan cukup ramah. Tidak kurang 72,24 persen responden
mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan petugas sudah cukup
ramah. Sedangkan yang memberikan penilaian bahwa pelayanan
kesehatan di tiga kabupaten tidak ramah terdapat 25,99 persen, dan yang
tidak tahu ada 1,76 persen. Namun angka 25,99 persen tidak bisa
dikatakan kecil, sehingga upaya peningkatan pelayanan kesehatan untuk
sikap dan perilaku petugas harus tetap ditingkatkan. Dalam rangka
peningkatan pelayanan khususnya kesehatan, sikap dan perilaku petugas
adalah faktor utama. Karena pelayanan kesehatan menyangkut misalnya
penyembuhan pényakit atau bahkan penyelamatan nyawa seseorang,
sehingga akan menjadi penentu kesembuhan dan perasaan aman pada
pasien. Bukan hanya penyembuhan, pencegahan penyakit juga
membutuhkan kenyamanan dan kenyamanan akan bisa diperoleh dengan
sikap dan perilaku positif petugas.

Hambatan lain yang muncul tanpa ada kontrol adalah adanya

pungutan liar. Pungutan luar secara sistemik jelas merugikan pihak
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penyedia layanan kesehatan maupun masyarakat yang membutuhkan
layanan tersebut. Karena ini merupakan ulah dari oknum yang ingin
mencari keuntungan untuk keperldan pribadi. Dari data yang diperoleh,
praktik pungutan liar di bidang layanan kesehatan masih cukup besar.
Kurang lebih ada 82,30 persen responden pernah mengalami menjadi
korban pungutan liar. Angka ini sangat merisaukan, dan bahkan bisa
merusak citra pelayanan publik kepada masyarakat.

Tindakan meminta pungutan liar adalah sebuah kejahatan kepada
masyarakat karena sebenarnya sistem yang dibuat tidak mengijinkan hal
itu. Oleh karena itu, dengan adanya media untuk menyampaikan keluhan,
kritikan maupun informasi bagi masyarakat akan sangat membantu.
Paling tidak ada kekhawatiran oknum tidak bertanggungjawab seandainya
ingin mengambil pungutan liar. Sebaliknya masyarakat " bisa
menyampaikan keluh kesahnya apabila menjadi korban. Angka 82,30
persen merupakan tugas besar yang harus segera diselesaikan. Hanya
13,71' persen responden yang mengatakan bahwa pada layanan
kesehatan tidak dipungut biaya, dan 3,98 persen yang tidak tahu.

Upaya peningkatan memang tiada henti dilakukan, semata-mata
adalah untuk memberikan kenyamanan. Tingkat kenyamanan merupakan
hal yang sangat relatif, setiap orang memeiliki penilaian berbeda-beda
tentang hal ini. Kurang lebih ada 59,54 persen orang yang merasa
nyaman dengan pelayanan kesehatan yang tersedia. Sedangkan ada
35,90 persen orang yang merasa tidak nyaman. Setidaknya, secara

mayoritas masyarakat sudah merasa nyaman dengan layanan kesehatan
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yang tersedia. Sedangkan untuk memperbaiki hal itu, periu ada komitmen
dari penyelenggara layanan sampai tingkat bawah untuk berubah menjadi
lebih baik. Dengan begitu diharapkan masyarakat bisa lebih nyaman
dengan layanan kesehatan yang tersedia.

Tabel 20 ,
Persepsi Masyarakat Atas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan

Persepsi Positif Negatif

SpEEae i 81,81 persen 12,00 persen
53,33 persen 43,11 persen
46,72 persen 51,96 persen
72,74 persen 25,99 persen
13,71 persen 82,30 persen
59,54 persen 35,90 persen

', 54,64 persen 41,87 persen

Tabel 21
Fasilitas Informasi dan Pengaduan Layanan Kesehatan

i Persepsizieia: Persentase

Perilaku positif petugas perlu mendapat masukan berupa Kkritik,
saran maupun monitoring. Cara untuk memperoleh masukan bisa melalui
beberapa media. Media yang digunakan berupa fasilitas informasi dan
pengaduan seperti bagian informasi, kotak aduan, kotak saran, telpon
aduan, ataupun papan info. Respon masyarakat dalam menggunakan

fasilitas aduan ternyata lebih banyak yang memilih melalui bagian
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informasi. Khusus untuk pelayanan kesehatan tampaknya masyarakat
lebih banyak memilih bagian informasi. Daﬁ responden yang disurvei, ada
60,08 persen orang yang memilih untuk langsung menuampaikan
keluhannya. Sedangkan melalui kotak aduan ada 4,03 persen, kotak
saran 11,é1 persen dan telepon aduan ada 1,79 persen. Masing masing
media memang memiki peran peran tersendiri. Dengan disediaannya
beberapa media, diharapkan kerjasama masyarakat dalam upaya
peningkatan pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan lagi.

Selain bagian pengaduan, sebagai media informasi kepada
pengguna layanan, masyarakat bisa melihat di papan informasi . Papan
informasi memang digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang
sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat pengguna layanan. Hanya saja,
tidak kurang 20,62 persen responden yang disurvey temyata tidak
mengetahui fasilitas infromasi dan bagian pengaduan Iayanan. Kalau
mereka tidak mengetahui adanya fasiltas ini, berarti kalau terjadi
ketidakpuasan maka mereka tidak bisa menyampaikan keluhannya.
Bahkan malah bisa merugikan pengguna layanan. Di satu sisi mereka
tidak bisa mémperoleh layanan optimal, disisi lain aktifitas perbaikan.
pelayanan menjadi sedikit terhambat.

5.2.4. Persepsi Masyarakat Atas Layanan Air Bersih

Air merupakan sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang
banyak. Tanpa air memadai, maka kehidupan masyarakat akan sangat
terganggu, sehingga periu ada kepastian hukum atas pelayanan air. Oleh
karena itu, masing-masing kabupaten/kota memiliki perusahaan daerah
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air minum (PDAM) untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa
tata kelola sumber daya air tidak luput dari perhatian pemerintah. Dari
| pihak masyarakat, hasil survei menunjukkan bahwa 75,53 persen
responden yang tersebar di tiga kabupaten merasa bahwa di daerah
mereka sudah ada kepastian/kejelasan hukum dalam proses pelayanan
air bersih di PDAM. Sikap positif ini menyangkut transparansi prosedur
pelayénan menyangkut pemasnagan saluran PDAM baru bagi rumah
tangga, proses dan prosedur layanan pembayaran tagihan bulanan PDAM.
Keluhan atas kepastian hukum akan layanan PDAM disampaikan oleh
20,74 persen responden. Sebagian masyarakat masih melihat kurangnya
perhatian PDAM akan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat terkait
prosedur layanan pasang baru. Ketidakpastian aturan tentunya akan
berpengaruh pada standart pelayanan yang berbada-beda. Perbedaan
tarif pasang baru menjadi sorotan utama masyarakat.

Biaya dalam pelayanan ketersedian air oleh PDAM juga masih
dinilai mahal oleh 48,83 persen responden. Biaya mahal selain
menyangkut pasang saluran baru juga terkait biaya tarif bulanan yang
dikenakan pada pelanggan. Keluhan ini sering disampaikan oleh
responden ketika melakukan pembayaran tagihan bulanan PDAM. Tetapi
sebanyak 44,70 persen responden menilai tarif yang dikenakan PDAM
terbilang murah. Perbedaan besaran tarif bulanan PDAM sebenarnya
tergantung klasifikasi kelompok pelanggan, kelompok rumah tangga,
industri, sosial, instansi pemerintah, tentunya memiliki besaran tarif yang

berbeda.

W
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Respon terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat dinilai
cepat ditanggapi oleh petugas PDAM. Sebanyak 59,50 persen responden
memberikan penilaian positif atas efektifitas dan efisiensi layanan yang
diberikan oleh PDAM. Laporan gangguan dari masyarakat dapat ditangani
langsung oleh petugas, terutama gangguan-gangguan teknis. Persepsi
lambatnya pelayanan dari PDAM disampaikan oleh 33,12 persen
responden. Lama waktu tunggu saat melakukan broses pengajuan
pasang saluran baru menjadi kaluhan mésyarakat.

Masyarakat memberikan penilaian atas sikap dan tindakan petugas
PDAM secara positif. Para petugas PDAM dinilai cukup ramah oleh 76,43
persen masyarakat. Sikap ramah petugas tentunya akan memberi
kenyamanan para pelanggan PDAM saat memanfaatkan proses layanan.
Pelanggan pada umumnya menginginkan petugas yang informatif dalam
memberi penjelasan pada para pelanggan. Masyarakat masih menilai
sikap dan perilaku petugas PDAM kurang ramah, persepsi tersebut
ditunjukkan oleh 13,79 persen responden. |

Perbaikan pelayanan publik di PDAM semakin meningkat, ketika
masyarakat menilai bahwa keberadaan pungutan liar sudah mulai
berkurang. Persepsi positif dilberikan oleh 51,89 persen responeden.
Semakin berkurangnya pungutan liar, sangat embantu proses layanan
yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagain masyarakat masih merasakan
adanya pungutan liar baik dari petugas PDAM sendiri maupun dari calo.
Pungutan liar biasa terjadi saat pelanggan mengajukan pemasangan

saluran baru ke PDAM. Pungutan liar ini ditujukan untuk mempercepat
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proses dan pemasangan saluran PDAM baru. Kondisi demikian masih
dirasakan oleh 33,54 persen responden.

Secara keseluruhan masyarakat merasa nyaman atas pelayanan
yang diberikan PDAM. Persepsi nyaman atas layanan diberikan oleh
53,59 persen responden. Keuhan akan layanan masih juga dirasakan oleh
37,50 persen responden. Peningkatan pelayan masih perlu ditingkatkan
guna menjaga kulitas pelayanan dari PDAM.

Tabel 22
Persepsi Masyarakat Atas Pelayanan Publik Bidang Pelayanan Air Bersih

Persepsi Negatif
75,53 persen 20,74 persen
44,70 persen 48,83 persen
59,50 persen 33,12 persen
76,43 persen 13,79 persen
51,89 persen 33,54 persen

53,59 persen 37,50 persen

60,27 persen 31,25 persen

Tabel 23
Fasilitas Informasi dan Pengaduan Layanan Kesehatan

Persepsi Persentase

Sarana komplain yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggan
antara lain bagian informasi merupakan sarana yang paling sering

digunakan sebagai media keluhan dan komplain. Pilihan ini diberikan oleh
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41,91 persen responden. Sarana keluhan dan komplain juga
menggunakan media telepon aduan, sebanyak 23,35 persen responden
menggunakan sarana telepon aduan. Kendala sosialisasi terkait sarana
aduan masih menjadi kendala dalam pelayanan publik di bidang
ketersedian air bersih. Sebanyak 20,95 persen responden ternyata belum
mengetahui sejumlah sarana aduan. Sehingga masih banyak aduan yang
belum bisa tertangani dengan baik.
5.2.5. Persepsi Masyarakat Atas Layanan Ketenagalistrikan

Kepastian hukum pada pelayanan ketenagalistrikan dinilai sudah
cukup memuaskan oleh 77,10 persen responden. Kepastian hukum
memberikan jaminan akan proses dan prosedur yang benar dalam
memanfaatkan pelayan ketenagalistrikan. Pelayanan yang diberikan
terkait _pemasangan saluran baru, pembayaran tagihan listrik bulanah,
transparansi tarif listrik sesuai kepompok pengguna, hingga prosedur
dalam penyampaian keluhan. Respon PLN dalam laporan gangguan juga
dinilai cukup baik, sebagai dampak adanya kepastian hukum yang pasti
dan jelas. Hanya 19,87 persen responden yang menyatakan pelayanan
ketenagalistrikan belum sepenuhnya menerapkan asas kepastian hukum.
Masih adanya keluahan menyangkut kepastian hukum perlu mendapat
perhatian.

Sebanyak 64,81 persen responden masih menilai bahwa tarif
bulanan listrik masih mahal. Biaya mahal juga terkadang dirasakan saat
masyarakat mengajukan pemasangan saluran baru. Murahnya biaya

ketenagalistrikan sudah dirasakan oleh 27,16 persen responden.
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Penanganan atas keluhan yang disampaikan masyarakat terutama
menyangkut adanya gangguan terbilang cukup cepat. Penilaian positif
dalam efisiensi dan efektifitas layanan disampaikan oleh 62,96 persen
responden. Seringnya terjadi pemadaman bergilr atau tanpa
pemberitahuan masih menjadi keluhan tertinggi yang disampaikan
masyarakat. Banyaknya keluhan yang masuk terkadang petugas merasa
kualahan, sehingga:penanganan dinilai lémbat. Persepsi ini disampaikan
oleh 31,48 persen responden. Keterbatasan jumlah personel yang
standbay masih kurang memadai untuk memberikan pelayanan secara
bersamaan saat tingkat keluhan masyarakat cukup tinggi.

Sikap ramah dan informatif dari petugas PLN dalam memberi
pelayanan' mendapat penilaian positif dari pelanggan. Pelanggan rﬁerasa
puas akan sikap ramah dan informatif petugas, sebanyak 85,54 persen
responden. Hanya 10,24 persen responden yang menilai sikap dan
perilaku petugas PLN kurang ramah dalam memberikan layanan.
Peningkatan kualitas SDM merupakan langkah perbaikan yang bisa
dilakukan oleh PLN.

Beberapa pelanggan masih menemukan adanya pungutan liar
dalam pelayanan ketenagalistrikan. Kondisi demikian disampaikan oleh
48,40 persen responden. Kondisi sebaliknya disampaikan oleh 42,67
persen responden menytakan bahwa pungutan liar semakin hari semkain
berkurang seiring upaya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan

PLN.
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Sebagian besar responden atau 74,17 persen responden merasa
nyaman atas pelayana yang telah diberikan oleh PLN. Sebanyak 19,86
persen responden masih menyatakan kurang puas atas pelayanan yang
diebrikan oleh PLN.

Tabel 24
Persepsi Masyarakat Atas Pelayanan Publik Bidang Pelayanan
Ketenagalistrikan

Positif Negatif
77,10 persen 19,87 persen
27,16 persen 64,81 persen
62,96 persen 31,48 persen
85,54 persen 10,24 persen
42,67 persen 48,40 persen
74,17 persen 19,86 persen
61,60 persen 32,44 persen

Tabel 25
Fasilitas Informasi dan Pengaduan Layanan Kesehatan

Persentase

Masih tingginya angka keluhan masyarakat, disikapi dengan
menyediakan sarana aduan yang bisa diakses oleh masyarakat.
Sebanyak 7,73 persen responden masih belum mengetahui dan belum
memanfaatkan sarana aduan yang telah disediakan oleh instasni PLN.
Kurangnya pengetahuan masyarakat akan informasi dan prosedur

penyampaian keluhan tentunya masih menjadi kendala. Sarana keluhan
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yang paling tinggi dimanfaatkan oleh para pelanggan adalah bagian
informasi. Sanana bagian informasi dimanfaatkan tidak kurang dari 40,47
persen responden. Sarana berikutnya yang sering dimanfaatkan oleh
pelanggan dalam menyampaikan keluhan adalah telepon aduan.
Pengguna telepon aduan sebanyak 36,90 persen. Tingginya pelanggan
yang menggunakan sarana telepon aduan tidak terlepas dari sarana on
line dan call center yang telah tersedia di hampir semua instansi PLN.
Pemanfaatan telepon aduan cukup membantu baik sebagai pelapor
aduan maupun penyelenggara pelayanan. Respon bisa dilakukan lebih
cepat, begitu keluhan disampaikan melalui telepon aduan.

5.2.6. Persepsi Masyarakat Atas Layanan Perpajakan

Kepastian hukum atas pelayanan bidang perpajakan dinilai positif
oleh 78,75 persen responden. Meskipun masih ada 15,00 persen
responden yang merasa belum puas atas kulitas layanan perpajakan
dalam memberikan kepastian hukum bagi »pelanggan.

Biaya perpajakan dinilai cukup mahal oleh 54,66 persen responden.
Tingginya biaya pajak yang dikenakan menjadi kendala tersendiri bagi
petugas perpajakan -untuk menerapkan kesadaran wajib pajak. Hanya
32,66 persen responden menilai biaya pengurusan ijin pajak seperti
pembuatan NPWP, perijinan IMB dinilai murah dan dapat terjangkau.

- Dalm biaya pembuatan dan proses perijinan memang murah dan dapat
terjangkau, tetapi beban pajak yang harus ditanggung oleh para wajib

pajak dinilai masih terlalu tinggi. Kondisi demikian menyebabkan
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keengganan amsyarakat dlam mengurus perijinan terutama menyangkut
perpajakan.

Proses layanan perpajakn dinilai cukup cepat oleh 64,66 persen
responden. Kehadiran Kantor Pelayanan Pajak Pratama sangat membatu
segala perijinan masyarakat menyangkut pajak. Tetapi sebanyak 25,33
persen responden masih menilai bahwa layanan yang diberikan masih
lambat. Terutama terkait proses perijinan yahg masih membutuhkan
beberapa hari untuk memproses jenis produk layanan tertentu di bidang
perpajakan.

Perbaiakan kualitas SDM dalam memberikan layanan dinilai positif
oleh 76,92 persen responden yang menyatakan sikap dan perilaku
petugas layanan perpajakan cukup ramah dan informatif. Keluhan atas
sikap petugas masih disampaikan oleh 14,68 persen responden, petugas
dinilai masih kurang ramah dan kurang informatif kepada pelanggan,
terutama terkait informasi dan prosedur pembayaran tagihan pajak.

Pungutan liar di bidang perpajakan masih dirasakan oleh 41,00
persen responden. Pungutan liar biasa terjadi untuk memanipulasi beban
pajak yang harus ditangung oleh para wajib pajak. Dengan menurunkan
nilai objek waijib pajak akan mempengaruhi biaya pajak yang harus disetor
ke negara sebagai beban pajak. Penilaian positif masih diberikan oleh
46,04 persen responden, bahwa telah berkurangnya pungutan-pungutan
liar yang terjadi di instansi perpajakan.

Kepuasan dan kenyamanan pengguna layanan di bidang
perpajakan cukup tinggi. Sebanyak 70,07 persen responden menyatakan

N e e |
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nyaman dan puas atas layanan yang diberikan oleh petugas.
Kenyamanan juga terkait sejumlah sarana penunjang seperti gedung,
ruang tunggu di instansi pajak. Meskipun masih ada keluhan akan layanan

yang disampaiakn oleh 20,43 persen responden.

Tabel 26
Persepsi Masyarakat Atas Pelayanan Publik Bidang Pelayanan
Perpajakan

Negatif
78,75 persen 15,00 persen
32,66 persen 54,66 persen
64,66 persen 25,33 persen
76,92 persen 14,68 persen
46,04 persen 41,00 persen
70,07 persen 20,43 persen
. 61,51 persen 28,51 persen

Persepsi atas pelayanan peblik bidang perpajakan dinilai positif
oleh sebgaian besar responden. Sebanyak 61,51 persen responden
menilai positif. Dan sebnayak 28,51 persen masih menilai negatif atas
pelayanan yang diberikan oleh instansi perpajakan.

Tabel 27
Fasilitas Informasi dan Pengaduan Layanan Kesehatan

Persentase

Sarana aduan bagi masyarakat paling tinggi masih memanfaatkan

bagian informasi. Aduan di bagian informasi mencapai 71,89 persen

M
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responden. Kendala yang dihadapai terkait informasi dan sosialisasi
berbagai sarana yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk
menyampaikan keluhan dan komplain atas layanan perpajakan. Sebanyak
13,07 persen responden tidak mnegetahui adanya sarana aduan dan
belum memanfaatkan sarana aduan yang telah disediakan di masing-
masing instansi perpajakan.

5.2.7. Persepsi Masyarakat Atas Layanan Kepolisian

Persepsi positif diberikan masyarakat atas pelayanan kepolisian.
Tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi menyangkut kepastian hukum
dalam pelayanan yang diberikan kepolisian. Adanya kepastian hukum
disampaikan sebanyak 80,55 persen responden. Penilaian positif juga
menyangkut respon yang cepat dalam menangani berbagai laporan dari
masyarakat berbagai fasilitas penunjang memang semakin meningkatkan
kulitas layanan yang dimiliki oleh kepolisian, terutama terkait respon atas
berbagai keluhan dan aduaﬁ yang disampaikan masyarakat. Sebanyak
68,78 persen responden menilai respon kepolisian cukup efektif dan
efisien baik dari segi waktu yang dibutuhkan maupun prosedur
penanganan.

Tingkat kenyamanan masyarakat cukup tinggi, sebanyak 74,85
persen responden mneyatakan nyaman. Kenyamanan terkait kualitas
SDM semakin meningkat dalam memberikan layanan, keramahan
petugas, dan sarana pendukung lainnya semakin memadai.

Keluhan masih disampaikan menyangkut biaya perijinan di

kepolisian yang masih mahal. Mahalnya biaya pelayanah yang diberikan

o
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pihak kepolisian disampaikan oleh 62,28 persen responden. Meskipun
keluhan masyarakat terkait biaya yang masih mahal tidak mempengaruhi
persepsi positif masyarakat atas pelayanan yang diberikan kepolisian,
tetapi ini manjadi masukan yang cukup berarti. Perbaikan pelayanan bisa
dilakukan melaui prosedur yang lebih efektif dan efisien guna mengurangi
biaya yang harus ditanggung konsumen dalam memanfaatkan layanan
yang diberikan kepolisian. Pemberantasan pungutan liar dan calo juga

akan membatu masyarakat.

5.3. Proses Pelayanan Publik dan Perbaikan Pelayanan Publik yang
Diharapkan Masyarakat

Persepsi masyarakat menyangkut pelayanan publik dapat
dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu persepsi negatif atas kualitas
pelayanan yang diberikan, dan persepsi positif menyangkut kualitas
pelayanan.

Masyarakat mendefinikan sebuah pelayanan publik dengan positif
terkait; 1). Ketika prosedur layanan tidak rumit dan mudah dipahami,
sehingga masyarakat dengan mudah mengikuti prosedur tersebut. 2).
Ketika tahapan proses tersebut ieratur baik dari sisi penyelenggara‘
layanan publik maupun para pengguna layanan publik. Seperti budaya
antri dari pengguna layanan dan budaya tertib dari penyelanggara
layanan mendahulukan bagi siapa pun pengguna yang mendapat antrian
pertama dan mengabaikan latar belakang pengguna. Prinsip kesetaraan
(equality) di utamakan dalam proses pelayanan yang tertib dan teratur. 3).

o _________]
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Pelayanan publik baik, ketika lancar dari segi waktu. Efisiensi menyangkut
waktu yang dibutuhkan sangat mempengaruhi penilaian publik atas
kualitas layanan. 4). Terkait kenyamanan sarana dan prasarana dalam
instansi penyelenggara pelayanan publik. 5). Menyangkut sikap dan
perilaku petugas penyelenggara layanan. Sikap petugas yang ramah dan
informatif dalam membantu pengguna layanan sangat diharapkan oleh
masyarakat. 6). Tidak kalah pentingnya menyangkut penggunaan
sejumlah media dalam menunjang pelayanan yang bermutu. Beberapa
penyelenggara layanan tidak jarang menggunakan media on line dalam
memberikan informasi dan proses layanan. Selain untuk efisiensi waktu
juga masyarakat dapat mengetahui langsung prosedur layanan dari
instansi pemerintah.

Tabel 28
Penilaian Terhadap Sejumlah Pelayanan Publik

| BOS membantu mermgankan beban orang tua

Pelayanan :

= perlu dltmgkatkan

| proses baik dan lancer

; pros_gsrd'an prosedur

: Te‘rafur' .

| Antri

i berbellt-bellt

' biaya

. Bingung

* birokrasi pendidikan malah lebih rumit, bukannya
' selesaikan masalah

kurang cepat

! kurang efisient dalam waktu

| kurang penyebaran informasi
' lama pembayaran :

' Lama dan rumit

M
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;j-Mahal :
' masih banyak pungll

yroses dan prosedur rumit

| __pungutan yang tidak transparan

sosialisasi pada media public kurang jelas : .
_'fsumbangan sukarela dlwaj:bkan, menambah beban orang
tua . o o
._'_terkesan kurang memadai

‘tidak sesuai prosedur

Publik mendefinisikan pelayanan yang buruk ketika;, 1).
Menyangkut proses pelayanan yang rumit. Seringkali masyarakat merasa
bingung akan proses yang harus dilalui untuk memanfaatkan pelayanan
publik. Selain ketidaktahuan akan prosedur layanan, masyarakat
cenderung melihat penyalenggara layanan juga belum secara maksimal
memberikan informsi menyangkut proses layanan kepada masyarakat. 2).
Lama waktu dan lambatnya layanan juga masih menjadi penilaian buruk
pelayanan publik. Bahkan untuk sekedar membayar tagihan telepon, listrik,
PDAM atau jenis layanan lain terkadang harus mengantri berjam-jam
sehingga banyak waktu yang terbuang. Meskipun sejumlah
penyelenggara pelayanan publik telah menyediakan fasilitas on line dalam
pemanfaatan layanan publik, masyarakat pengguna cenderung tidak tahu
dan tidak memanfaatkan sarana on line tersebut. 3). Kurangnya infromasi
juga terkadang menghambat masyarakat dalam memanfaatkan layanan
publik. 4). Tidak jarang masyarakat lebih memilih menggunakan jasa
ketiga (calo) dalam memanfaatkan layanan publik. Itu artinya budaya
pungli dan biaya-biaya siluman masih mewarnai kinerja pelayanan publik

hari ini. 5). Kondisi demikian menjadikan layanan publik yang seharusnya
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‘rendah biaya” menjadi mahal. Pungli sering dijadikan alasan untuk
mempercepat proses dan pengguna menerima jadi produk layanan. 6).
Penilaian negatif juga menyangkut sarana yang dimiliki instansi
pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik. Ruang tunggu yang
kurang memadai sampai sarana yang masih kurang bagi penyandang
cacat.

Persepsi masyarakat atas pelayanén publik hari ini tidak serta
merta meniadakan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan
pemerintah selaku penyelenggara layanan. Perbaikan kualitas pelayanan
publik tidak serta merta seperti mebalikkan telapak tangan, setidaknya
ada prioritas-prioritas penanganan guna mewujudkan pelayanan publik
yang prima.

Tabel 29
Skala Prioritas Perbaikan Pelayanan Publik

Harapan Pelayanan Publik Persentase
| Keterbuakaan Informasi/proses layanan - 17,68
Tranparansi Anggaran 4,90
Efektifitas Waktu/proses layanan 16,23
Peningkatan kualitas SDM/petugas 17,68
! Peningkatan kualitas sarana/pelayanan publik 23,29
Kenyamanan Layanan Publik 18,91
" Lainnya 0,70
TOTAL 100

Studi empirik yang telah dilakukan meletakkan prioritas-prioritas
dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Pertama, sebanyak
23,29 persen responden mengharapkan perbaikan dalam hal peningkatan

kualitas sarana pelayanan publik. Fasilitas-fasilitas pendukung yang
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memadai guna kenyamanan para pengguna layanan. Kedua, pricritas
berikutnya menyangkut kenyaman layanan publik. Sebanyak 18,91 persen
responden memberikan prioritas terkait kenyamanan Iéyanan publik, baik
dari sarana pendukung maupun dari keramahan para petugas
penyelenggara layanan. Ketiga, kenyamanan dalam layanan harus
ditunjang dengan kualitas SDM/ petugas penyelenggara layanan yang
memadai. Sikap komunikatif, ramah, dan trasnparan dalam setiap proses
layanan menjadi perhatian dari 17,68 persen responden. Keempat,
keterbukaan informasi/ proses layanan menjadi priortas 17,68 persen
responden. Para pengguna layanan akan merasa terbantu bila' informasi
menyangkut proses dan prosedur pelayanan publik bisa diketahui secara
langsung. Penggunaan berbagai media sosialisasi menjadi penting dalam
memberikan infromasi. Selain penggunaan media sosialisasi juga harus
diperhéfikan penggunaan media yang tepat dibutuhkan, IT (teknologi
informasi) seperti internet, webside, mungkin tidak tepat bagi masyarakat
yang tingkat pendidikannya masih rendah. Kondisi demikian menujukkan
seringkali penggunaan media | sosialisasi yang kurang tepat juga
mempengarushi arus informasi yang blsa diperoleh para pengguna
layanan. Kelima, prioritas berikutnya yang menjadi harus segera ditangani
dalam peningkatan pelayanan publik terkait efektifitas waktu dan proses
layanan. Lama waktu sangat menentukan kepuasan para pengguna
layanan publik. Sebanyak 16,23 persen responden mengutamakan
efektifitas dan waktu layanan dalam memberikan persepsi atas pelayanan

publik. Keenam, prioritas yang menjadi harapan untuk diperbaiki

=
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selanjutnya adalah menyangkut trasnparansi anggara. Masih ditemuinya
praktek-praktek pungli (pungutan liar) oleh para petugas penyelenggara
layanan tentunya menjadikan produk layanan akan semakin mahal.
Minimnya informasi menyangkut biaya yang harus ditanggung oleh para
pengguna layanan, masyarakat sering tertipu dengan berbagai biaya-
biaya siluman yang tindak semestinya. Padahal anggaran menyangkut
layanan publik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan.

Tabel 30
Perbaikan dan Peningkatan Pelayanan Publik

1. birokrasi yang bersih

Dan ketujuh, sebanyak 0,70 persen memperikan prioritas yang
harus segera ditangani oleh pemerintah antara lain birokrasi yang bersih,
menindak tegas bila ditemukan pungutan-pungutan liar, profesionalisme

para petugas, dan menanggapi keluhan secara cepat.

5.4. Respon dan Kualitas Palayanan Publik Lebih Baik
Kota Surabaya telah mengalami berbagai perbaikan dan
peningkatan kualitas pelayanan publik dari masing-masing penyelenggara

pelayanan publik. Bentuk layanan aduan yang disediakan oleh Polwiltabes
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Kota Surabaya bisa dilakukan langsung ke kantor képolisian terdekat. Di
setiap kator kepolisian (Polres, dan Polsek) telah disediakan sebuah unit
pengaduan yang diberi nama SPK (Sentra Pelayanan Korban). Aduan
atau kompalin atas kualitas layanan juga bisa dilakukan melalui call center
199 dan layanan SMS Center untuk laporan gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat. Sarana aduan melalui kotak surat juga telah
disediakan di setiap kantor kepolisian yang ada di Kota Surabaya.

Mekanisme penanganan terhadap aduan dan keluhan masyarakat,
dengan melakukan cross check laporan kepada keopilisian terdekat. Bila
aduan melalui SMS Center maka pihak kepolisian akan menghubungi
nomor SMS tersebut untuk mengkomfirmasi dan menindaklanjuti laporan
dari masyarakat. Tindaklanjut dari pengaduan tersebut diteruskan ke
instansi terkait seperti kebakaran dilaporkan ke Dinas PMK, untuk kendala
listrik dilaporkan ke pihak PLN, dan untuk laporan kriminalitas
ditindaklanjuti oleh kepolisian.

Standar penyampaian aduan dan keluhan mneggunakan berbagai
media seperti SMS, Call Center, Kotak Surat, harus menyertakan identitas
yang jelas. ldentitas yang dimaksud adalah nama pelapor, alamat pelapor,
nomor telepon yang bisa dihubungi, lokasi kejadian dan waktu kejadian.
Masih ditemui sejumlah masyarakat memanfaatkan fasilitas aduan ini
dengan tidak semeatinya, seperti laporan palsu, laporan tanpa identitas.

Layanan aduan juga disediakan oleh instansi PLN Kota Surabaya.
Masyarakat bisa menyampaikan keluhan melalui berbagai media seperti
P Mgt s Py Pl BABV-48
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telepon aduan pada PLN, bisa datang langsung ke kantor PLN terdekat,
atau menggunakan fasilitas on line website PLN yang telah disediakan.

PLN Kota Surabaya mencatata jenis aduan yang paling banyak
menyangkut biaya pemakaian listrik yang terlalu tinggi dan pemadaman
listrik tanpa pemberitahuan. Keluhan juga disémpaikan menyangkut
beban tarif listrik. Untuk merespon keluhan para pelanvggan PLN, pihak
PLN berupaya lebih keras dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan
terutama menyangkut penghitungan beban dan tarif listrik.

Peningkatan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kota Surabaya
ditunjang dengan pembentukan Dewan Kesehatan Kota dan Forum Peduli
Kesehatan di setiap puskesmas, kebijakan ini sudah diterapkan mulai
tahun 2008. Tugas dan fungsi kedua lembaga ini adalah untuk menunjang
pelayanan publik terutama pelayanan kesehatan yang- lebih baik dan
berkualitas. Kebijakan juga dikelurkan oleh Dinas Kesehatan Kota
Surabaya menyangkut penanganan gizi buruk dengan 2 (dua) program
yaitu intensif bagi posyandu untuk menyediakan makanan bergizi bagi
balita, dan intensif bagi kader posyandu. Kebijakan ini diberlakukan di
2.800 posyandu yang ada di Kota Surabaya.

Sarana aduan juga telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota
Surabaya. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan layanan melalui kotak
saran, telepon aduan, bahkan bisa mengakses melalui website dinas
kesehatan. Hingga sekarang kendala yang dihadapi oleh Dinas
Kesehatan adalah masalah sosialisasi yang kurang kepada masyarakat
atas berbagai pelayanan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota
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Surabaya. Sehingga berbagai sarana layanan ini kurang dimanfaatkan
secara maksimal oleh masyarakat.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya -mencatat masih kurangya

masyarakat dalam mengguakan éarana aduan yang telah disediakan.
Masyarakat lebih memilih melakukan aduan melalui surat pembaca di
media massa. Beberapa keluhan yang paling sering disampaikan terkait
| fasilitas sarana prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, meja-kursi
belajar siswa. Keluhan berikutnya yang sering disampaikan juga
menyangkut biaya pendidikan. Meskipun telah diterapkannya kebijakan
pendidikan gratis, masih ditemui sejumlah kasus pungutan-pungutan liar
terjadi di beberapa sekolahan.

Layanan umum di tingkat Kecamatan Gubeng, diberikan kepada
masyarakat dalam mencari informasi dan melakukan proses pembuatan
KTP, KK, pembayaran PBB. Layanan ini dilakukan di satu loket yaitu loket
pelayanan umum. Di loket tersebut disediakan petugas untuk mencatat
keluhan dan aduan dari masyarakat.

Kabupaten Sampang melakukan perbaikan pelayanan publik di
sejumlah instansi penyelenggara pelayanan publik.

Di kepolisian Kabupaten Sampang, standart pelayanan (SP) secara
langsung bersinggunggan dengan lalu listas dan pelayaan masyarakat.
Standart pelayanan yang diterapkan juga terkait untuk hadir secara
langsung dna tidak bisa diwakili orang lain, ketika memanfaatkan
pelayanan di kepolisian (SIM, STNK, SKCK, dil). Kepolisian juga hanya
akan memproses jenis pengajuan dari masyarakat sesuai standart yang

e
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ada termasuk kelengkapan administrasi (surat pengantar dari RT/RW, foto
copy KTP, foto diri, KK, dll). Upaya peningkatan pelayanan publik juga
dilakukan dengan pengembangan program POLMAS (polisi masyarakat)
untuk lebih mendekatkan polisi sebagai pelayan masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) kendala yang dihadapi kepolisian di Kabupaten
Sampang. Pertama, tingkat pengetahuan dan SDM masyarakat yang
masih kurang, menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam
menerapkan standart pelayanan. Kedua, public seringkali mengabaikan
standart pelayanan yang telah ditetapkan. Sehingga banyak masyarakat
yang melaporkari keluhannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan. Dan ketiga, keterlambatan dalam mengurs dan melaporkan
kelugan/aduan yang terkait langsung dengan pihak kepolisian sehingga
membuat pihak POLRES kesulitan dalam menindaklanjuti laporan.

Konsep menarik yang dikembangkan oleh kepolisian, POLRES
menganggap bahwa masyarakat bukan sebagai objek melainkan sebagai
teman dalam menjalankan setiap tugas. Program POLMAS yang bersifat
kemitraan lebih mendekatkan polisi dengan masyarakat.

Mekanisme keluhan yang disediakan oleh POLRES Kabupaten
Sampang antara laian melalui kotak saran, telepon aduan, dan
penyuluhan melalui stasiun radio dna penggunaan media massa seperti
koran.- POLRES Kabupaten Sampang melihat masih perlu adanya
peningkatan SDM masyarakat yang memadai guna memperbaiki system

yang telah ada sehingga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
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Instasni SAMSAT menjelaskan bahwa standart pelayanan
merupakan kunci dari efektivitas dan efeisiensi proses layanan. Prosedur
layanan harus ditaati dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk
memperlancar pelayanan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh instasni
SAMSAT terkait masih kurangnya kesadarah masyarakat untk memenuhi
prosedur layanan yang telah berlaku, sehingga masyarakat sering kecewa
dan produk layanan tidka sesuai dengan apa yang diharapkan. SAMSAT
juga, melihat masih banyak pelanggan yang percaya terhadap pihak
ketiga (calo) dalam memanfaatkan pelayanan. Keluhan dan aduan dari
masyarakat merupakan sebuah masukan yang cukup berarti, masukan
tersebut guna melakukan langkah pérbaikan pelayanan dan lebih
mendekatkan dengan masyarakat sebagai pelanggan.

Instansi SAMSAT' menyediakan beberapa media dalam
penyampaian aduan atau keluhan diantaranya melalui kotak saran,
telepon aduan, dan papan informasi. Harapan dalam perbaikan pelayanan
agar masyarakat sebagai pengguna layanan meras apuas terhadap
kenerja pelayanan yang diberikan. Masyarakat juga diharapkan semakin
memahami dan mematuhi prosedur pelayanan untuk mempermudah dan
mempercepat proses layanan. Keluhan dari masyarakat disikapidengan
mempermudah dalam melakukan segala pengurusan. Persolan ketepatan
waktu layanan menjadisalah satu respon berbagai kleuhan yang telah
disampaikan masyarakat pengguna layanan.

SAMSAT mengeluarkan sebuah program SAMSAT on line yang
bernama SAMSAT Link guna mepermudah pelanggan. Program tersebut

e ———————————————————————————————————
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diharapkan semakin meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh
SAMSAT Kabupaten Sampang.

Secara teknis standart pelayana yang diberkan PLN Kabupaten
Sampang bisa berupa komplain langsung d_ari masyarakat kepada
petugas dan langsung direspon oleh petugas PLN. Keluhan yang bisa
direspon langsung merupakan jenis keluhan-kleuhan teknis gangguan
listrik. Standart pelayanan juga diberiakn dalambnetuk tersedianya loket
pembayaran rekening yang tersebar di desa-desa atau para pelanggan
bisa membayar rekenig tagihan listrik melalui bank. PLN juga
menyediakan pos jaga 24 jam tunjuannya untuk mempercpat ketiak ada
keluhan dari pelanggan. Keluhan paling sering menyangkut pemadaman
listrik, gangguan bis adisebabkan oleh faktor alam contohnya pohon yang
tumbnag menimpa tiang-tiang PLN sehingga mempengaruhi kinerja PLN.
PLN masih menilai masyarakat sering kali mengabaikan masalah
ketepatan waktu dalam membayar tagihan bulanan yang dikenakan pada
pelanggan.

Peningkatan layanan ketenagalistrikan dengan melakukan respon

langsung akan keluhan masyarakat. Selain itu PLN juga menyediakan
fasilitas PLN keliling bertuga smenjaga dan melakukan kontrol terhadap
berbagai fasilitas PLN, sebagai langkah antisipasi gangguan.

Mekanisme keluhan bisa disampaikan mellaui beberapa sarana
yaitu melalui kotak saran di tiap loket pembayaran PLN, telepon aduan,
media on line, atau bisa melalui UPT-UPT yang tersedia di setiap desa-
desa. Untuk menunjang pelayanan public dibutuhkan kesadaran bagi

MM
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masyarakat agar tepat waktu dalam membayar tagihan. Upaya kerjasama
perlu ditingkatkan terkait dengan berbagai angguan alam apalagi saat
musim penghujan tiba.

Makanisme manjemen keluhan dilakukan dnegan menyiagakan
petugas stanbay 24 jam dalam melayani masyarakat. Manajemen keluhan
juga dilakukan dengan mengadakan koordinasi antar UPT ke pusat
pengaduan dna keluhan masyarakat.

PDAM Kabupaten Sampang memberlakukan standar pelayanan
berupa pelayanan teknis yaitu komplain dari masyarakat dan langsung
ditanggapi oleh petugas PDAM. Begitu ada keluhan, maka langsung ada
bagian petugas pelayanan yang langsung menangani. PDAM dalam
memberikan  standar pelayénan juga menyediakan loket-loket
pembayaran di tingkat desa, pembayaran tagihan juga bisa dilakukan
melalui bank-bank. PDAM juga menyediakan pos jaga 24 jam untuk
mempercepat respon atas gangguan dna keluhan dari masyarakat.

Keluhan masyarakat mengenai kualitas air yang terasa asin,
kondisi ini sangat dipengaruhi oleh topografi sumber air yang diproduksi
oleh PDAM. PDAM juga masih terkendala dengan kesadaran masyarakat
untuk tepat waktu dalam pembayaran tagihan bulanan PDAM.

Layanan PDAM keliling untuk melakukan control fasilitas-fasilitas
PDAM hingga ke pelanggan bila terjadi gangguan atau kerusakan. PDAM
bisa merespon langsung keluhan masyarakat, dengan mengirimkan

petugas PDA ke Iokasi dan memperbaiki kerusakan bila memungkinkan.
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Saran aaduan yang tersedia antara lain mellaui kotak saran di tiap
UPT PDAm dan di loket-loket pembayaran PDAM, keluhan juga bsa
disampaikan melalui UPT-UPT yang tersebar d beberapa lokasi, kleuhan
akan gangguan kerusakan juga bisa dilakukan melalui telepon aduan on
line 24 jam.

Untuk menunjang pelayanan public dibutuhkan kesdaran
masyarakat agar tepat waktu dalam melakukan pembayaran tagihan
bulanan dari PDAM. Diperlukan juga kerjasama dengan amasyarakat agar
melaporkan secepat mungkin jika ditemukan gangguan PDAM. Pelyanan
PDAM ditunjang dengan keberadaan petugas yang stanbay 24 jam dan
koordinasi yang intensif dari masing-masing UPT ke pusat aduan PDAM.

Standart pelayanan di instasni Dinas Kesehatan Kabupaten
Sampang menerapkan SOP (standart operasional system) yang
pastifjelas di tingkat desa yaitu di puskesmas-puskesmas sebagai tolak
ukur kinerja. Standart prosedur perijinan juga ditekankan oleh Dinas
Kesehatan. Dengan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat
diharapkan pemberlakukan SOP membatu masyarakat mempermudah
dalam mengakses pelayan kesehatan hingga tingkat puskesmas. Masih
ada kéndala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan antara lain persoalan
SDM yang kurang memadai dalam menjalankan standart pelayanan
kendala ini terutama untuk tenaga medis di tingkat puskesmas, kendala
juga terkait sarana-prasarana penunjang di bidang kesehatan seperti alat-
alat kesehatan. Keluhan-keluhan dari masyarakat bisa dilakuka setiap hari

setiap jam kerja, dna bisa ditanggapi langsung melalui puskesmas-
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puskesmas yang ada di tiap desa. Saran aduan bisa melalui kotak surat;
SMS on line, dan bisa datang langsung ke puskesmas atau Dinas
Kesehatan Kabupaten Sampang. Harapan bagi peningkatan kualitas
pelayaan dilakukan dengan peningkatan (kuantitas dna kulitas) SDM yang
mencukupi sehinggamendukung kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Sampang. Peningkatan juga dilakukan dalam sarana prasarana termasuk
alat-alat kesehatan yang memadai.

Mekanisme manajemen keluhan dilakukan dengan mengadakan
RAPIM (Rapat Pimpinan) sebulan sekali. Evaliasi juga dilakukan 2 hiana
3 kali untuk tolak ukur kinerja para pegawai Dinas Kesehatan. Evaluasi
keluhan masyarakat juga dilakukah sebulan sekali untuk mengetahui
keluhan masyarakét.

Standart pelayanan yang diterapkan di RSUD terkait kepastiah
tarifflbiaya sesuai dengan aturan di dalam Perda (peraturan daerah).
Dalam setiap proses layanan yang diterapkan di RSUD harus sesuai
dengan SOP. Ini untuk membantu mesyarakat dalam memanfaatkan
layanan kesehatan dari RSUD Kabupaten Sampang.

Kendala yang dihadapai diantaranya masyarakat belum terbiasa
dengan prosedur yang diterapkan oleh pihak rumah sakit. Kesan dipersulit
masih dirasakan oleh beberapa masyarakat, karena belum memahaminya
masyarakat menyangkut SOP yang diterapkan. Masyarakat juga belum .
sepenuhnya memahami fungs ASKES. Tidak masuknya masyarakat
dalam data base Jamkesmas dan standart baku rumah sakit sehingga

menyusahkan masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan.
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Mekanisme keluahan disediakan oleh RSUD antara lain mellaui
kotak saran, telepon aduan, adanya SMS on line pada nomor yang
terpasang di setiap sudut rumah sakit, rumah sakit juga menyediakan
website dan email yang bisa diakses masyarakat.

Peningkatan pelayanan kesehatan melalui beberapa upaya antara
lain memenfaatkan media elektronik untuk sosialisasi dan sarana aduan
masyarakat. RSUD juga melakukan review kinerja pegawai di RSUD
dalam seminggu sekali. RSUD juga mengharapkan peningkatan dengan
melakukan program pelayanan o/d service murni.

Sistem pelayanan di Poires Jember, pelayanan di kantor Kepblisian
Resort Jember antara lain :

1. Pelayanan Adminstratif (SIM, STNK, SKCK dll)
2. Pelayanan Kasus di lapangan (melayani tindakan yang bertentangan
dengan hukum, kehilangan, perampckan dil)

Sebagai upaya peningkatan pelayanan polri kepada masyarakat,
ada beberapa tahap program yang sedang dijalankan Polri, yaitu :
1. Tahap Trust Building (2005 - 2010)

2. Tahap Partnership Building (2011 - 2015)
3. Tahap Strivefot Excellent (2016 - 2025)

Saat ini polri sedang masuk dalam tahap Trust Building, dan hampir
selesai. Namun setelah dievaluasi, teryata trust building masih belum
memenuhi target hingga menjelang waktu 2010 sehingga programnya
dilanjutkan dengan Quick Wins. Quick Wins ada beberapa target antara
lain :
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1. Quick Respon (Ketanggapsegeraan). Quick respon lebih menekankan
fungsi Samampta, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli
2. Transparansi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP). Mengedepankan fungsi reserse dan kriminal
3. Transparansi peneribitan SSB (SIM, STNK, BPKB) dengan semangat
cepat, tepat bersih dan transparan
4. Transparansi perekrutan Polri. Untuk siapa saja yang menginginkan
menjadi anggota Polri, kesempatan yang dimiliki sama
Undang-undang baru tentang lalu lintas dan angkutan jalan UU. No.
22 tahun 2009
Sosialisasi yang dilakukan Polri. Sebagai upaya memperkenalkan
quick wins yang bertujuan meningkatkan trust masyarakat kepada
kepolisian, maka uapaya yang dilakukan oleh polri yaitu melakukan
sosialisasi kepada masyarakat luas melalui media massa (surat kabar,
radjo dil), melalui banner, baliho, kegiatan seminar-seminar yang
bekerjasama dengan stakeholder yaitu Universitas Jember
Beberapa kegiatan kerjasama dengan Universitas Jember antara
lain adalah pembentukan Komunitas pemerhati lalulintas dari lingkungan
mahasiswa yang disebut dengan marka lintas. Berdasarkan kesepakatan
yang dibuat dengan rektorat Unej, marka lintas akan membanu polres
Jember dalam melaksanakan Quick Wins misalnya dalam proses
pembuatan SIM, atau pembuatan surat di administrative. Mereka akan
melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan memberikan

pengarahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e
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Kegiatah yang tidak kalah penting dalam mendekatkan diri kepada
masyarakat, polisi membentuk sebuah forum yang disebut dengan Forum
Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). FKPM ini melibatkan masyarakat
secara aktif dalam kegiatan babinsakamtibmas. Mereka adalah ujung
tombak polisi dengan masyarakat karena orang-orang di FKPM adalah
masyarakat yang punya kepedulian dan bersedia untuk membantu
program polri.

Manajemen Komplain atas pelayanan Polri. Dalam rangka
mendekatkan diri dengan masyarakat, poiri berusaha memberikan
kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyampaikan keluhannya
kepada pejabat polisi secara langsung antara lain melalui pencantuman
nomor Handphone pribadi kapolres atau kapolsek sebagai cara terobosan
untuk masyarakat bila ingin komplain atas pelayanan polri.

Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan komplainnya
langsung kepada petugas yang ada atau melalui call centre 199 (halo
polisi)

Di Kabupaten Jember ada 2 area yaitu APJ Kab. Jember dan APJ
Kab. Jember kota. Jenis pelayanan yang diberikan oleh PLN antara lain :
1. pelayanan untuk calon Pelanggan. Pelayanan untuk calon pelanggah

antara lain adalah infromasi pasang baru, tarif, mitra PLN, Konsulat
(sertifikat layak operasi di rumah tangga). Pelayanan pasang baru
untuk rumah tangga akan bisa langsung dinikmati dalam 3 hari setelah
pembayaran, untuk pemasangan dengan beban tinggi butuh 3 - 10

hari, untuk industri waktu yang dibutuhkan lebih lama karena untuk

]
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| pembuatan jaringan baru. Uniuk rumah tangga, syarat yang
dibutuhkan hanya fotoccopy KTP dan rekening listrik tetangga. Dén
listrik rumah tangga jumlahnya mencapai 94 % dari seluruh pelanggan
PLN di Kab. Jember.

Biaya yang dikeluarkan untuk pasang baru rumah tangga adalah

sebagai berikut :

Biaya pasang baru ke PLN 315.000
Biaya instalasi listrik (Relatif)
Biaya konsulat/sertifikat (Relatif)

2. Pelayanan setelah menjadi pelanggan. Pelayanan 24 jam, pelayanan
gangguan 24 jam (call centre 123), Pelayanan baca meter
menggunakan barcode sejak tahun 2004, apabila ada gangguan paling
lambat 1 jam setelah laporan maka gangguan sudah direspon.

Total unit UPJ yang ada di PLN jember berjumlah 9 unit (6 unit
Jember, 3 unit Lumajang).

Sosialisasi hemat energi. Upaya untuk melakukan penghematan
energi oleh PLN merupakan isu utama. Seluruh jajaran PLN selalu
mensosialisasikan gerakan hemat energi. Upaya yang dilakukan adalah
mulai door to door melalui pesan yang disampaikan oleh petugas pencatat
meter. |

Manajemen komlain. Dalam rangka melayanai keluhan pelanggan,
maka upaya yang palig sering digunakan masyarakat untuk melakukan
komplain atas pelayanan listrik adalah melalui call centre 123. sedangkan

dalam upaya mengantisipasi gangguan, PLN menyiapkan armadanya

W
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sebanyak 9 unit. Masing-masing unit sudah mendapatkan sertifikasi ISO
9001:2008 sebagai bentuk upaya kendali mutu atas pelayanan yang
diberikan.

Perlu diketahui bahwasannya setiap bulannya PLN mengalami
defisit KWH 9 % per bulan.

Terobosan yang akan diterapkan sejak akhir tahun ini, PLN
memperkenalkan sistem pra-bayar. Dengan sistem ini pelanggan bisa
memperkirakan kebutuhan listriknya tiap bulan. Untuk mendapatkan
fasilitas ini, masyarakat tinggal mendaftarkan diri dan selanjutnya bisa
membeli loket di tempat-tempat yang telah disediakan. Untuk listrik pra-
bayar tidak dikenakan abonenien.

Dengan sistem ini, diharapkan listrik bisa di hemat. Setiap
pelayanan PLN, saat ini bisa diakses di website resmi PLN.

Sistem pelayanan PDAM Jember. PDAM Jember melayani air
bersih dibeberapa kecamatan antara lain: Wilayah Kecamatan dalam kota
( £ 20.500 orang pelanggan) antara lain; Sumber Sari, Patrang, Kaliwates.
Wilayah Kecamatan ( + 4.500 orang pelanggan) antara lain; Rambi Puiji,
Mumbul Sari, Tanggul, Jelbuk, Puger.

PDAM Jember melayani mulai dari tahap produksi sampai dengan
distribusi mengalirkan air hingga ke rumah-rumah pelanggan. Dengan
jumlah total pelanggan + 25.000 orang pelanggan. PDAM beroperasi di 8
Kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Jember. Sebagian besar
masyarakat di Jember menggunakan sumber air sumur karena Jember
merupakan daerah yang relative mudah untuk sumber daya air. Sumber

R
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air berasal dari: Air tanah dan Air sungai. Karena ada dua sumber air
yang digunakan, sehingga untuk mengontrol, produksi air dibuat di 12
zona.

Ini dilakukan karena sebagian besar air berasal dari sumber éir
tanah sehingga harus diambil dari banyak sumber yang dibagi dengan
sistem zona. 1 zona bisa melayani beberapa wilayah didekat sumber air.

Kelebihan dari sistem ini adalah kalau ada kerusakan diwilayah
tertentu maka perbaikan air hanya dilakaukan pada zona bermasalah
saja.

Untuk beberapa wilayah yang sumbemya berasal dari air tanah,
PDAM tidak bisa melayani pelanggan baru karena debit air tidak
memungkinkan untuk mengaliri secara optimal bila dilakukan
penambahan pelanggan.

PDAM memproduksi air minum kemasan dengan merk hazora
sejak tahun 2003 dengan mengambil dari mata air taman cepring Jember.
Semua proses dari pengambilan air sampai dengan penjualan ditangani
langsung oleh pihak PDAM.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan nilai
tambah dengan menjadi pelanggan PDAM, maka kartu langganan bisa
digunakan untuk memperoleh diskon khusus s.d 10 % dengan toko atau
beberapa instintusi yang mengadakan MoU dengan PDAM tanpa ada
kompensasi apapun yang harus dibayar pihak PDAM. Kartu langganan
berlaku diskon antara lain di :

1. Salon Gucci JI. Pajajaran No.51

e ———— e ———————————————
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2. UD. Temen Motor JI Gajahmada No.248

3. Hotel Bintang Mulia Ji. Nusantara No. 18

4. Hotel Rembangan Jember

5. Air minum kemasan Hazora Ji Trunojoyo No.73

6. Rumah makan Salero JI Wijaya Kusuma no.60

7. Jember Medical Centre JI Gajahmada

Cara penentuan tarif PDAM jember ada 2 cara yaitu; pertama,
melalui pengukuran oleh bagian pencatat meter dengan mekanisme
pencatatan direntang waktu tanggal 21 dibulan ini sampai dengan tanggal
17 dibulan berikutnya. Dan akan dibayar pada setiap tanggal 2 desember .
Setiap wilayah akan dilakukan pengecekan di hari yang sama setiap
bulannya. Misalnya wilayah X mendapat jadwal pengecekan tanggal 10,
maka secara kontinyu daerah tersebut akan dilakukan pengecekan setiap
tanggal itu; kedua, apabila yang pelanggan tidak ada dirumah dan tidak
bisa dilakukan pengecekan meter air, maka akan dilakukan penentuan
berdasarkan total tagihan 3 bulan terakhir kemudian diambil rata-ratanya.
Salah satu terobosan PDAM jember adalah melakukan pemberian

infromasi jumlah tagihan air melalui SMS. Program ini masih dalam trial
error, dimana masih dilakukan uji coba atas sistem baru ini, karena
dengan begini ketika masyarakat datang untuk membayar air, mereka
sudah tahu berapa besar tagihan yang ahrus mekera bayar. Hal ini
berbeda dengan kondisi sebelumnya dimana masyarakat tidak
mengetahui berapa besar tagihan mereka kecuali harus hadir ke kantor
dan baru tahu tagihan yang harus mereka bayar

e —p = ey
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Sistem pelayanan dinas kesehatan Jember, DINAS' pendidikan
memiliki 4 bidang , yaitu; 1). Bidang ketenagaan pendidikan; 2). Bidang
pendidikan TK SD; 3). Bidang pendidikan SMP/SMA/SMK; 4). Bidang
pendidikan Informal / Nonformal (PNFI)

Masing-masing bidang mengurusi bagiannya, sehingga masalah
tenaga pendidik akan diurusi oleh bidang ketenagaan pendidikan, bidang
pendidikan TK SD hanya mengurusi segala persoalan dan memastikan
pendidikan tingkat TK dan SD bisa berjalan optimal. Begitu selanjutnya
sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pada dasamya untuk masyarakat, urusan pendidikan akan lebih
banyak berurusan dengan lembaga pendidikan yang ada. Baik negeri ,
swasta maupun bidang pendidikan informal. Peran dinas pendidikan
adalah lebih melakukan koordinasi dan pengembangan kebijakan
strategis berskala makro kepada lembaga pendidikan yang ada. Dasar
pelaksanaan pendidikan di Jember adalah Tupoksi Dinas Pendidikan
(Peraturan Bupati Jember No.44 Tahun 2008)

Cara sosialisasi, dalam melakukan sosialisasi program, dinas
pendidikan melakukannya melalui beberapa cara yaitu : melalui media
massa (surat kabar, radio dan televisi), melalui media luar ruang seperti
banner, spanduk, booklet, buku agenda dan sebagainya, melalui
penyuluhan dari kepala sekolah kemudian diteruskan dalam rapat wali
murid tentang program-proram yang sekiranya perlu untuk dilakukan.
Hal-hal yang disosialisasikan antara lain: program wajib belajar 9 tahun,
program sekolah gratis, program pemberantasan buta aksara, program

e ———— e —S
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peningkatan skill masyarakat melalui pendidikan informal / non-formal,
program sertifikasi guru, dan tunjangan untuk meningkatkan, dan
program-program lainnya yang menunjang suksesnya pendidikan di
jember

Manajemen komplain pelayanan pendidikan, apabila ada masalah
atau masyarakat melakukan komplain terhadap pelayanan pendidikan di
kabupaten jember antara laian melalui :

1. apabila masyarakat menyampaikan keluhan dinas pendidikan,
maka akan dilanjutkan ke bidang-bidang sesuai keluhan. Misalnya :
masalah biaya pendidikan SMA yang cukup tinggi, maka masalah
ini akan dilayani oleh bidang pendidikan SMP/SMA/SMK

2. apabila masyarakat menyampaikan keluhan melalui UPTD
pendidikan di tingkat kecamatan, maka mekanismenya juga
demikian. Kaléu bisa diselesaikan ditingkat kecamatan, maka tidak
perlu dibawa ke tingkat kabupaten.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh sekertaris dinas,
masalah komplain pelayanan pendidikan lebih banyak ditemui di sekolah
atau lembaga pendidikan lainnya dan penyelesaiannya cukup oleh pihak
sekolah. Kecuali masalah-masalah khusus yang memang membutuhkan
peran dinas. |

Dinas pendidikan juga menerima keluhan atau komplain lewat
telepon. Website: www.dispendik-jember.com atau www.jardiknas.org
dengan alamat: JI.Dr.Subandi No.29 Telp: 0331 487028.
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Sistem pelayanan Publik Jember, Dinas Kesehatan memil‘iki
beberapa bidang antara lain: Pelayanan Kesehatan, Peningkatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber
daya Kesehatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Sekrtariat.

Sistem pelayanan di bagi menjadi 2 antara lain; Pelayanan bersifat
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Pelayanan bersifat Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM).

Pelayanan UKP dilakukan oleh pihak UPT Dinas Kesehatan
dimana peran UKP adalah untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat secara perorangan yang menderita penyakit tertentu. Fungsi
utamanya adalah melakukan tindakan pengobatan. Peran tersebut
dilakukan oleh puksemas. Pukesmas dalam hal ini berperan ganda. Selain
melakukan penanganan UKP, Peran UKM juga ditangani oleh
Puskesmas. Sedangkan peran UKM pukesmas sendiri adalah merupakan
peran pemberantasan dan pencegahan penyakit. Untuk saat ini, jumlah
puksemas yang ada dikabupaten jember adalah 49 puksemas, semua
pukesmas bisa melayani UGD dan 25 diantaranya bisa memberikan
pelayanan rawat inap. Diharapkan pukesmas yang ada bisa memberikan
pelayanan kepada masyarakat 31 kecamatan di Jember.

Dalam rangka memperkuat peran UKM sampai ke tingkat
masyarakat desa, maka posyandu menjadi ujung tombak dalam upaya
pemberdayaan kesehatan masyarakat.  Dimasing-masing desa
dilingkungan kabupaten Jember terdapat + 5 orang dan total kader
mencapai 2.822 kader posyandu.
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Cara mensosialisasikan program, program banyak disosialisasikan
melalui kegiatan penyuluhan, himbauan-himbauan kepada masyarakat
melalui ke banner, spanduk, radio, televisi dan sebagainya. Khususnya
sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan himbauan-himbauan yang
berisi upaya pencegahan wabah penyakit (misal DBD, Flu burung),
program pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah, himbauan pola
hidup sehat dan sebagainya.

Selain itu, melalui posyandu juga melakukan sosialisasi program
melalui media presentasi yang dikemas dalam bentuk Compact Disc (CD)
dan pihak posyandu dimasing-masing desa sudah diberi fasilitas berupa
televisi dan VCD player sebagai media presentasi program-program atau
penyuluhan terhadap upaya pencegahan penyakit.

Manajemen Komplain Pelayanan Publik, tolak ukur pelayanan
adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Melalui standar ini, maka
askeskin bisa dillayani secara gratis meskipun pelayanan obat dan
sebagainya berada di dalam kategori SPM, sehingga itu yang sering
muncul keluhan oleh pasien askeskin yang merasa diperlakukan
diskriminatif, padahal memang standar pelayanan obat yang digunakan
memang berbedavberdasarkan kategori pasien. Untuk pelayanan kepada
pasien sama, yang berbeda hanya obat yang diberikan.Secara umum,
program kesehatan jember memang lebih menekankan kepada
fJemerataan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya, ‘dan

pelaksanaannya sangat tergantung anggaran yang tersedia.
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Jember juga menerapkan kebijakan kesehatan gratis bagi semua
masyarakat. dalam hal ini, penjelasannya adalah penanganan penyakit
tingkat 1, dimana penanganan pertama pada suatu penyakit digratiskan
untuk dipukesmas. Namun kebijakan tersebut tidak berlaku bagi pasien
rawat inap dipukesmas.

Untuk di Jember, kebanyakan keluhan yang muncul adalah terkait
masalah pelayanan kesehatan. dimana memang itu sering terjadi karena
perbedaan kualitas sumber daya manusia. hal ini belum bisa diubah
secara drastis namun membutuhkan waktu. Meskipun juga asudah dibuat
aturan yang mengatur SOP pelayanan di pukesmas. Dan perlu diketahui
bahwa dinas kesehatan tidak membawahi rumah sakit secara struktural,
namun lebih bersifat koordinasi. Kondisi ini berbeda dengan pukesmas
yang beroperasinya berada dibawah kewenangan dinas kesehatan.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dinas
kesehatan sudah berupaya melakukan manajemen mutu yang telah
terstandarisasi dengan 1S0:9001. untuk saat ini jumlah pukesmas yanng
sudah terstandarisasi mencapai 6 pukesmas.

Komplain yang juga sering muncul adalah pembagian kartu
jamkesmas. Karena pada saat pembagian kartu, dasar penentuannya
berdasarkan data yang diberikan oleh BPS, padahal BPS menentukannya
berdasarkan survey, bukan berdasarksan pendataan dilapangan sehingga
berakibat pada kuota yang tidak sesuai. Oleh karena itu upaya yang
dilakukan adalah melalui revisi-revisi data. Sejak itu, komplain tentang

. jamkesmas sudah mulai menurun.

]
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Cara masyarakat melakukan komplain atas pelayanan kesehatan
bisa dilakukan melalui saluran pukesmas. Pukesmas sebagai UPT dari
dinas kesehatan memiliki peran penting dalam melayani keluhan
masyarakat. Apalagi untuk pukesmas yang berstandar ISO, pelayanan
menjadi salah satu point utama untuk memperoleh sertifikat ISO.
Sehingga komplain pelayanan kesehatan relatif lebih baik.

Terobosan dinas kesehatan Jember. Ada beberapa terobosan yang
dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
antara lain :

- pada tahun 2007 dinas kesehatan Jember memiliki armada mobil unit
lapangan yang bertingkat 2 (spesaialis). Armada tersebut terdiri dari
unit mobil rontgen, unit mobil Laboratorium, Unit mobil tindakan
Operasi, unit mobil Kebidanan (USG dimabil)

- pukesmas jember juga menyelenggarakan Citizen Charter yéitu
program kontrak MoU dengan masyarakat tentang apa saja unit-unit
pelayanan yang bisa diberikan oleh pukesmas ditempat tinggal
mereka sehingga masyarakat, bisa memahami dan tahu jenis-jenis
pelayanan apa saja yang bisa diberikan dan masyarakat bisa
memberikan dukungan atas program kesehatan pukesmas atau dinas
kesehatan. Gagasan ini muncul dari studi banding yang dilakukan di
kota Blitar.

Sistem pelayanan pajak di KPP Pratama Kabupaten Jember antara |
lain, wajib pajak datang langsung ambil nomor sesuai centre (loket). Ada 2

centre :
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1. Centre pelaporan. Centre pelaporan digunakan untuk wajib pajak yang
melaporkan pajak yang ditanggung dan pembayaran dilakukan di Bank.

2. Centre Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Centre NPWP digunakan
untuk melayani orang yang melakukan pendaftaran NPWP

Waijib pajak menunggu sesuai antrian, untuk pelaporan langsung
memberikan tanda terima pelaporan, sedangkan waktu yang dibutuhkan
untuk melakukan pelaporan sangat relatif tergantung dengan banyaknya
laporan yang diproses dan kondisi jaringan internet. Karena 1 jenis
pelaporan akan diberikan tanda terima masing-masing satu.

Pembuatan NPWP, asal persyaratan lengkap, tidak lebih dari 5
menit bisa segera diselesaikan dan kartunya langsung jadi. Tergantung
antrian dan kondisi jaringan internet karena NPWP harus dilayani secara
online karena nomornya langsung dari pusat.

Ada juga tidak bisa selesai dalam 1 hari karena misalnya ada suatu
instansi mengurus secara kolektif, maka pembuatannya harus dibuat
sesuai antrian.

Cara pendaftaran NPWP ada 2, yaitu :

1. Personal, yaitu wajib pajak datang langsung ke kantor pajak untuk
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

2. Kolektif, yaitu cara pendaftaran bersama misalnya untuk pegawai
perusahaan atau sebuah kelompok tertentu. Cara kolektif ini memiliki
potensi kegagalan 20 — 30 % dari seluruh yang diproses apabila -
jumlah yang diproses cukup banyak. Untuk itu, kadang harus
melakukan pengulangan dari data yang gagal.

M
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Dasar dari proses pelaksanaan pelayanan adalah SOP demi
terlaksananya pelayanan yang cepat dan baik sesuai prosedur

Secara umum setiap seksi memiliki SOP sendiri-sendiri dan seluruh
Indonesia terstandarisasi. Meskipun setiap saat diadakan revisi untuk
meningkatkan pelayanan namun tidak berbeda jauh dengan prosedur.
Dikantor pajak sebenarnya prosesnya transparan namun ada juga hal-hal
privat yang tidak bisa di sampaikan kepada orang lain.

Cara mensosialisasikan pelayanan kepada masyarakat, prosédur
pelayanan di kantor pajak berbeda-beda tergantung dengan jenis
pajaknya. oleh karena itu, maka proses sosialisasi juga harus seoptimal
mungkin. sehingga ada beberapa cara sosialisasi yang dilakukan oleh
kantor pajak, antara lain :

1. melalui penyuluhan, yaitu melalui; penyuluhan oleh petugas dikantor
oleh pelayanan pelanggan, penyuluhan di desa dan kecamatan,
bekerjasama dengan fax centre. tax centre adalah lembaga yang
dibuat atas kerjasama KPP Jember dan Universitas Jember.
lokasinya berada di FISIP jurus‘an D3 Pajak, kerjasana seminar
dengan kampus, dan Taxs go to Campus, sosialisasi di kampus-
kampun untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini.

2. melalui himbauan, yaitu melalui media 4massa antara lain radio, TV,
baliho dan surat kabar.

3. Melalui media informasi melalui touch screen dikantor pajak.

Manajemen komplain yang dilakukan, konfirmasi awal atas
ketidakpuasan. Masalah yang sering terjadi adalah miss communication

e
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(kesalah pahaman) karena beberapa hal antara lain; masing-masing jenis
pajak berbeda cara penghitungannya, wajib pajak merasa dipersulit hanya
karena persyaratan belum terpenuhi, dan bila system error dan wajib
pajak yang dating tidak bisa dilayani
Media pelayanan komplain ada beberapa cara antara lain:

1. datang langsung ke kantor pajak untuk meminta keterangan

2. menyampaikan pada kotak saran
Beberapa hal lain dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
antara lain :

1. Studi penelitian untuk kelayakan penelitian oleh lembaga lain
dimana mereka diminta untuk melakukan mengkur sejauh mana
pelayanan yang diberikan KPP Pratama Jember dan hasilnya
langsung diterima kanwil sehingga diharapkan penilaian bisa lebih
obyektif. Ini merupakan inisaatif dari kanwil dalam rangka
peningkatan pelaygnan.

2. KPP Pratama Jember bekerjasama dengan Universitas Jember
untuk mehdirikan Tax Centre agar bisa lebih mendekatkan diri
dengan mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

3. Di kantor KPP Pratama sudah menyediakan computer touch screen
sebagai media informasi lengkap bagi wajib pajak apabila
memebutuhkan segala informasi tentang pelayanan pajak pada
segala jenis mulai dari calon wajib pajak sampai dengan wajib
pajak yang melakukan pelaporan

4. Ada kegiatan up grade wawasan, karena hampir setiap hari ada up

e ————————————————
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grade wawasan sehingga melalui inhouse training diharapkan
hardskill dan softskill pegawai bisa ter-upgrade. |
| . Sistem pelayanan publik, pada dasarnya pelayanan kecamatan
. pada masyarakat, menangani urusan administrative antara lain :
1. Kartu Keluarga
2. Surat Pindah

@

SKCK
Surat Nikah Talak Cerai

o »

Surat Hinder Ordinat (HO)/ Surat ljin Gangguan bila hendak
mendirikan usaha dll yang berpotensi menggganggu tetangga
sekitar

Pendaftaran TNI dan Polri

liin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pembuatan Organisasi Terlarang (OT)

© ® N o

Surat Kredit Bank
Secara umum mekanisme pembuatan surat tersebut adalah sebagai
berikut : .

Bagan 3
Proses dan Prosedur Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan

Surat Pengantar Mengajukan Mengajukan
RT danRW . permohonan permohonan ke
ke kelurahan kecamatan.

Untuk pengajuan surat di kecamatan relative tidak berbelit-belit.

Karena camat bersedia memberikan tanda tangan dimana saja dan kapan
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saja. Kalau camat tidak berada ditempat, maka tinggal telpon dan
membawa surat yang sudah distempel (semua persyaratan terpenuhi) dari
kantor kecamatan untuk selanjutnya yang bersangkutan mendatangi
camat untuk meminta tanda tangan. Apalagi camat diwajibkan tinggal di
rurﬁah dinas di kecmatan sebagai langkah antisipasi apabila ada masalah
di lingkungan kecamatannya.

Secara administratif yang mengurusi adalah pembuatan adalah
bagian umum. Dan pelayanan didasarkan atas Standar Operasional
Pelaksanaan (SOP) Kecamatan.

Cara melakukan sosialisasi pelayanan, untuk melakukan
sosialisasi kepada masyarakat, cara yang ditempuh adalah} melalui
penyuluhan kepada lurah dalam rapat koordinasi. Karena mengubah
paradigma menjadi pelayan di masyarakat bukan merupakan hal yang
mudah. Namun untuk di kota, pengarahan tidak terlalu menemui kendala
karena Lurah merupakan pejabat pemerintah sehingga mereka lebih
mudah dikoordinasi. Sedangkan untuk di desa, hal itu peflu penanganan
lebih intensif karena kepala desa dipilih oleh masyarakatnya secara
langsung sehingga mereka tidak memiliki ikatan structural sekuat lurah
kepada camat.

Pendekatan persuasif diharapkan mampu memberikan
pemahaman kepada para pejabat desa. Selanjutnya untuk masyarakat,
mereka akan diberi sosialisasi oleh kepala desa beserfa jajarannya

apabila ada sesuatu yang harus disosialisasikan.

]
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Selain itu, dikantor kecamatan juga ada petugas yang setiap saat
bisa memberikan pelayanan pada jam kerja. Mereka akan memberikan
segala informasi dan pengarahan kepada masyarakat yang membutuhkan .
informasi dan pelayanan sesuai keperluan. Dan itu masih ditunjang
dengan papan informasi yang ada di kantor. Disitu dijelaskan secara
lengkap tentang prosedur pengurusan masing-masing surat beserta
persyaratannya.

Mekanisme complain pelayanan publik, kalau masyarakat ingin
melakukan complain, merasa tidak puas, atau ingin menanyakan sesuatu
maka bisa langsung dilayani melalui; telpon kantor atau langsung ke
camat atau langsung datang ke kantor.

Dikecamatan tidak ada kotak saran, untuk kecamatan seringkali
tidak banyak komplain karena masyarakat biasanya komplain ke
kelurahan. Karena proses pembuatan surat dan sebagainya, pada
beberapa kasus penyelesaiannya dibantu oleh kelurahan. Sehingga
warga tidak perlu hadir langsung ke kecamatan. Namun kalau mendesak,
bisa di urus langsung dari kelurahan ke kecamatan oleh pemohon.

Dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat, pihak
kecamatan tetap berusaha menjaga hubungan baik melalui silatrahmi
dengan tokoh masyarakat, instansi terkait dan sering menyeleggarakan

rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat.

e —
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BAB VI
MEKANISME DAN MANAJEMEN KELUHAN

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005
Tentang Pelayanan Publik DI Jawa Timur, memeberikan definisi tentang
pelayanan publik, yaitu segala kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang
disedikan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dalam kepentingan
publik.

Sedangkan definisi pengaduan, yaitu pemberitahuan yang
menginformasikan terhadap ketidaksesuaian antara pelayanan yang
diterima dengan standart pelayaan yang telah ditentukan.

Farum Kajian Ambtenaar Propinsi Jawa Timur dalam buku
“Pelayanan Publik Dari Dominasi ke Partisipasi, 2006” memberikan
-deﬁnisi tentang mekanisme pengelolaan keluhan adalah suatu bagian dari
sistem pelayanan publik untuk memfasilitasi, mengakomodasi, dan
mengelola keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang diterimanya.
Mekanisme keluhan merupakan suatu sistem, lebih dari sekedar saluran
atau prosedur pengajuan, perangat organisasi, mekanisme transparansi
pengelolaan komplain, media partisipasi, dan perangkat pemberdayaan

masyarakat.

o
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Makanisme komﬁlain pada suatu pelayanan publik, akan
memberikan respon keluhan dapat dikelola dengan baik dan transparan
oleh institusi penyelengara pelayanan publik. Mekansime komplain juga
merupakan sarana partisipasi publik, di mana masyarakat dapat terlibat
dalam proses pembuatan keputusan-keputusan, pengawasan dan
evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagi masyarakat, mekanisme komplain diperlukan untuk
mengakomodasi kepentingan-kepentingan pada wilayah pelayaan publik
yang tadak ada kemungkinan exit mechanism. Bagi penyelenggara
pelayanan publik, mekanisme komplain diperlukan untuk memperbaiki
sistem pelayaan publik dan untuk meningkatkan legitimasi institusi
penyeienggara pelayanan publik di mata masyarakat.

Krittk atas penaganan keluhan hingga saat ini adaléh
penyelenggara pelayaan publik baru sekedar menyediakan saluran
pengajuan keluhan atau pengaduan. Bentuk pengaduan yang
diperkenankan adalah pengaduan teknis seperti keluhan atas kualitas
pelayanan publik yang diterimanya. Penanganan keluhan yang tersedia
umumnya masih belum mampu mendukung terjadinya pengajuan keluhan
yang efektif, mudah, dan murah dari konsumen pelayanan publik.

Kritik atas mekanisme keluhan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik kemudian adalah:

Pertama, kewenanangan bagian pengaduan hanya menerima

pengaduan semata. Artinya bagian pengaduan bukan merupakan bagian
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yang memiliki kewenangan membuat keputusan. Kedua, jenis pengaduan
yang diprkenankan umumnya hanya bersifat keluhan teknis. Ketiga,
lemahnya mekanisme di internal institusi publik mencegah adanya
pungutan dalam pengaduan konsumen. Keempat, institusi pelayanén
publik belum menganggap penting respon publik atas pelayanannya.
Kelima, belum cukup tersedia media informasi mengenai prosedur
pengaduan, pihak yang bertaggungjawab atas keluhan yang telah
disampaikan, hngga bagaimana penyelesaan yang diberikan 'oleh
penyelenggara pelayanan publik. Keenam, institusi pelayanan publik
belum mengakui sepenuhnya hak-hak masyarakat sebagai konsumen.
Ketujuh, kurannya sikap budaya akomodatif, apresiatif dan responsif dari
para penyelenggara pelayanan publik terhadap masyarakat yang
mengajukan keluhan.

Mekanisme keluhan dalam Perda Nomor 11 tahun 2005 Provinsi
Jawa Timur menjelaskan, tentang tata cara pengaduan. Pengaduan
pelayanan publik diajukan kepada penyelenggara pelayanan publik.
Penyelenggara pelayanan publik diberi waktu selama 5 (lima) hari
menindaklanjuti aduan dan merespon aduan. Dalam peraturan daerah ini,
juga menyebutkan adanya institusi independen yang menerima aduan
ketika penyelenggara pelayanan publik tidak menindaklanjuti aduan dari
masyarakat.

Tata cara penyampaian aduan dijelaskan sebagai berikut; pertama,

pengaduan pelayanan publik diajukan ke penyelenggara pelayanan publik.
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Kedua, pengaduan tertulis, telepon, SMS, faxsimile, e-mail, kotak saran
harus disampaikan secara jelas dan bertanggungj;awab dengan
menyebutkan identitas yang jelas pula.

Terkadang definisi efektif dalam sebuah layanan publik antara
penyelenggara pelayanan publik dan publik sendiri memiliki perbedaan.
Publik masih memiliki definisi tentang efektifitas ketika aduan atau keluhan
bisa disampaikan langsung kepada petugas tanpa melalui perantara. Bagi
penyelenggara pelayanan publik, efektifitas diartikan ketika aduan tidak
harus ketemu dan bertatap muka langsung dengan petugas, tetapi bisa
melalui sejumlah sarana yang disediakan. Perbedaan definisi efektif ini,
menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada para
penyelenggara pelayanan publik belum sepenuhnya terbangun. Masih
ada kehawatiran bahwa sejumlah aduan dan keluhan yang disampaikan
tidak mendapat respon positif dari institusi penyelenggara pelayanan
publik.

Data di bawah ini memberikan gambaran bagaimana perbedaan
definisi efektif yang diberikan oleh publik dengan defiisi efektif oleh para

penyelenggara pelayanan publik.

Tabel 31
Sarana dan Media Komplain Yang Efektif Menurut Masyarakat
Pendidikan Pend. | Kes. | Kepd. | Air. | List. | Pajk. | Pols. | Rata2
Tatap muka/ bertemu | 70,65 | 69,14 | 69,60 | 62,56 | 52,17 | 66,45 | 64,28 | 64,97
langsung '
Pengaduan melalui| 1,79 | 5,71 396 2,79 434| 3,16 549 | 3,89
kotak aduan
Pengaduan melalui| 299| 2,85| 264| 558| 559| 506 329| 4,00
kotak saran

e e ——————
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Memanfaatkan 6,58 | 571| 5,72(18,99[2546| 949 | 8,79 | 11,53
telepon aduan

Menulis pada surat| 10,77 |11,42| 6,16| 7,26| 8,69 |10,12| 8,79 9,03
pembaca

Bercerita pada orang| 6,58 | 5,14| 11,89| 2,79| 3,72| 506 | 9,34| 6,36
lain .

Pilihan responden akan saluran efektif dalam menyampaikan
keluhan atau komplain, dengan tatap muka dan bertemu langsUng dengan
petugas. Tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi 64,97 persen ketika
bertemu langsung dengan petugas dan menceritakan keluhan-keluhan
atas pelayanan publik yang diterima. Media telepon dipilih oleh 11,53
persen responden. Media telepon sering digunakan untuk laporan adanya
gangguan di bidang pelayanan air bersih sebesar 18,99 persen dan
bidang ketenagalistrikan sebesar 25,46 persen.

Publik juga masih dalam diskursus (pencarian makna), antara
aduan, keluhan, dan komplain. Publik belum mampu membedakan ketiga
istilah tersebut sehingga terjadi kerancuan. Dampak yang ditimbulkan
kemudian, publik “memukul rata”, memaknai ketidakpuasan atas kualitas-
pelayanan yang didapat.

Aduan atau keluhan lebih pada ketidakpuasan atas pelayanan
secara teknis. Tentunya ketidkapuasan ini dapat direspon langsung (quick
respon) oleh petugas penyelenggara pelayanan publik. Misalnya keluhan
akan adanya gangguan listrik, keluhan atas bocomya pipa saluran PDAM,
informasi proses perijinan pembuatan KTP, atau informasi syarat-syarat
untuk melakukan periinan dan pembuatan SIM di kepolisian.
Ketidakpuasan ini lebih pada teknis dan informatif yang dapat diselesaikan

]
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saat itu juga oleh petugas, dengan memberikan informasi sesuai dengan
standart pelayanan yang ditentukan. Tetapi bagaimana kalau publik
menyampaikan keluhan atas ketidakpuasan pelayanan di faktor sarana
yang kurang memadai, kualitas SDM yang kurang memadai, biaya.
pelayanan yang relatif mahal, atau prosedur pelayanan dalam SOP
dianggap terlalu sulit dan memakan waktu lama. Ketidakpuasan jenis ini
bisa dikategorikan sebagai komplain yang lebih pada perbaikan secara
sistim. Respon kategori komplain tentunya memerlukan waktu dan
koordinasi dan evaluasi di internal penyelenggara pelayanan publik.
Keluhan ‘dalam kategori komplain juga tidak bisa direspon langsung oleh
petugas, karena mneyangkut sistim yang ada di dalam institusi
penyelenggara pelayanan publik, inilah kemudian disebut dengan sistemic
respon.

Aduan dan keluhan tentunya telah berjalan sebagaimana mestinya,
bisa disampaikan kepada petugas bagian informasi atau bagai aduan
yang telah tersedia di hampir semua institusi penyelenggara pelayanan
publik. Begitu juga dengan sarana aduan dan keluhan lainnya seperti
kotak saran, kotak aduan, telepon aduan, SMS aduan hingga sarana
website dan email. |

Tetapi ketika publik melakukan komplain atas faktor sarana yang
kurang memadai, kualitas SDM yang kurang memadai, biaya pelayanan
yang relatif mahal, atau prosedur pelayanan dalam SOP dianggap terlalu
sulit dan memakan waktu lama. Respon yang dilakukan penyelenggara

o ]
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tidak bisa langsung di tempat, sesuai dengan Perda 11 tahun 2005, publik
boleh melaporkan ke institusi independen seperti KPP (Komisi Pelayanan
Publik). Kelemahan dari aturan ini adalah publik belum terbiasa
menyediakan waktu luang secara khusus untuk datang ke KPP dan
melakukan komplain atas ketidakpuasan _\pelayanan yang diterima. Kondisi
demikian nampak dari jumiah keluhan yang masuk ke KPP bisa dibilang
cukup rendah dibandingkan tingkat ketidakpuasan masyarakat atas
pelayanan publik. Masyarakat masih berpandangan bahwa aduan,
keluhan dan komplain harus dilakukan di institusi penyelenggara
pelayanan secara langsung.

Perlu dilakukan upaya kebijakan untuk membuat sarana khusus
bagi komplain itu sendiri. Keberadaan bagian/unit komplain di tiap instansi
penyelenggara pelayanan tidak bisa dihindarkan guna efektifitas
menajemen komplain.

Aduan, keluhan dan komplain bisa dilakukan melalui sarana yang
telah tersedia baik langsung maupun malalui media penghubung (kotak
aduan, kotak saran, telepon aduan). Dari ketidakpuasan masyarakat
tersebut kemudian dilakukan klasifikasi aduan, keluhan dan komplain,
mana yang bisa direspon langsung oleh petugas (kategori aduan dan
keluhan), dan mana yang tidak bisa direspon langsung oleh petugas

(kategori komplain).

Ww
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Dari uraian di atas sebenamya ada kecenderungan yang bisa

ditarik dari masyarakat yang melakukan aduah, keluhan atau komplain
atas ketidakpuasan pelayanan publik.

1. masyarakat cenderung menginginkanv respon dari petugas secara
langsung. Padahal kalau dikategorikan ada ketidakpuasan yang
tidak bisa direspon langsung, karena menyangkut sistem.

2. masyarakat cenderung melakukan komplain pada satu bidang/
petugas layanan.

3. masyarakat cenderung melakukan komplain langsung di tempat

saat memanfaatkan layanan, di tempat dan waktu saat itu juga.

]
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Quick Respon (Respon Langsung) Dan Sistemic kespon

bersifat teknis:
<«———| Gangguan listrik, PDAM
Langsung Direspon. Syarga$ memanfaatkan
(bersifat sosialisasi dan
informasi standart
Datang langsung ke bagian Z;g:,’;zz;'g)ya ng telah
informasi atau bagian
Masyarakat aduan/keluhan
melakukan > ) T
'a;:;;ahr;:ta " Melalui Sarana Aduan Petugas l
y
Kotak Saran .
Kotak Aduan O e
Telepon Aduan : (Standart
y Pelayanan)
Website ;
email 2. Biaya yang telah
ditentukan dalam SP
3. Kualitas SDM
4. Sarana dan prasarana
pendukung
SELESAI Pengadu Datang Langsung Diteruskan ke
Media Sosialisasi: Mengisi Formulir Komplain UNIT PENGADUAN
Radio Melengkapi Syarat @ [~°°°°°° yang tersedla di setiap
Koran (identitas) instansi penyelenggara
Papan Info pelayanan publik
Selebaran
Buku Petunjuk Teknis Pelibatan Publik (LSM,
Y y Pakar/Akademisi, Media, X
DPRD, all S Proses Evaluasi Kebijakan
\’ )ll:ang terkoordinasi di Intemnal
enyelenggara Pelayanan
Bag. Layanan '," Pubﬁk 68 va
Bag. Keuangan Jtod
Bag. Kepegawaian [
Bag. Sarana Prasarana

Rekomendasi-rekomendasi

Kebijakan Perbaiakn Kualitas Pelayanan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik

(usulan peninjauan perda layanan public, surat keputtusan petunjuk standart pelayanan, pelatihan
peningkatan SDM, usulan program pengadaan sarana prasarana, dli

Mekantsme dan Wanajemen Keluhan
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Inovasi mekanisme dan managemen komplain dapat dilakukan antara
lain:

1. keluhan, aduan dan komplain dilakukan di satu pintu yaitu petugas
bagian informasi.

2. petugas bagian informasi akan melakukan pengarsipan dan
klasifikasi langsung kategori  ketidakpuasan pelanggan.'
Aduan/keluhan untuk ketidakpuasan yang bersifat teknis. Untuk
kategori ini petugas bisa merespon langsung, karena lebih pada
informasi dan sosialisasi prosedur, syarat, ketentuan layanan yang
telah diatur dalam SP (standart pelayanan). Ini disebut dengan
Quick Respon. Komplain untuk ketidakpuasan yang menyangkut
perbaikan sistim dintaranya standart pelayanan yang telah
ditetapkan, biaya layanan yang telah ditetapkan, kualitas SDM, dan
sarana prasarana penunjang. Tentunya jenis ketidakpuasan ini
tidak biaé direspon langsung dibutuhkan langkah dan koordinasi
secara sistematis di internal institusi penyelengara pelayanan
dengan melibatka'n publik. Yang disebut Sistemic Respon.

3. melakukan proses kelembagaan di setiap instansi penyelenggara
pelayanan dengan mendirikan unit khusus (Unit Komplain) untuk
menindaklanjuti ketidakpuasan pu.blik atas layanan, dengan
melakukan proses evalusi kebijakan dalam waktu yang berkala.
Tentunya Unit Komplain ini akan diatur lebih lanjut mengenai tugas
fungsi dan kewenangannya.

w
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4. melahirkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi guna perbaikan
kualitas pelayanan publik.
5. kebijakan perbaikan layanan akan disosialisasikan kepada publik
sebagai pengguna jasa layanan.
Bagan mekanisme dan managemen komplain ini seperti siklus

yang tidak akan berhenti pada satu titik. Perbaikan kualitas pelayanan

akan melahirkan keluhan, aduan dan komplain selanjutnya.

]
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PENGEMBANGAN MANAJEMEN KELUHAN PELAYANAN PUBLIK yang
EFEKTIF dalam PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Good Govermance merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan
yang memberikan ruang partisipasi secara luas bagi aktor-aktor dan lembaga di
luar pemerintahan. Terjadi balance kekeusaan yang seimbang antara negara,
masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.

Dengan banyaknya persepsi yang berbada dalam menjelaskan konsep
good govemance, maka tidak mengherankan jika kemudian terdapat banyak
pemahaman yang berbada-beda mengenai good governance.

Beberapa definisi tentang rgood govermence antara lain; pertama,
proktek good governance harus memberikan ruang kepada aktor lembaga non-
pemerintah untuk berperan secara optimal dalam kegiatan pemerintahan
sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor "t.ian lembaga
pemerintah dengan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme
pasar. Kedua, 'praktek good govermnance terkandung nilai-nilai yang membuat
pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan
bersama. Nilai-nilai seperti akuntabilitas, transparan, efektif, efisien, responsif,'
partisipatif menjadi sebuah nilai yang penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Ketiga, praktek good governance adalah praktek pemerintahan
yang 'bersih dan bebas dari praktek KKN serta berorientasi pada kepentingan

publik.
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Good govemance bukan sebuah praktek pemerintahah yang elitis,
hanya para birokrat dan elit pemerintahan merasakén, penyelenggaraan good
~ govermence  tidak bekerja hanya' pada wilayah praktek-praktek
penyelenggaraan pemerintahan, tetapi praktek good govemnance harus mampu
dirasakan oleh publik secara IangsUng. Ketika negara direpresentasikan oleh
pemerintah dibentuk dlam rangka penyelenggaraan dan pengaturan
masyarakat guna kebaikan bersama. Peran-peran pelayan publik (public
servance) tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah. Publik menjadi sesuatu
yang penting dalam pembangunan good governance, publik menjadi indikator
partisipasi, legitimasi, akuntabilitas, transparansi, dan apa yang disebut
kebaikan bersama (good will) sendiri.

' Pentivng kiranya rhengkaji sejauh mana peran penyelenggaraan publik
dala_m upaya mewujudkén good govemance. Ada beberapa pertimbangan
mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai
pengembéngan konsep good govemance. Pertama, pelayanan publik selama
ini menjadi ranah dimana negara yang diwakili pemerintah beriteraksi dengan
lembaga-lembaga non-pemerintah. Buruknya praktek govemance dalam
peyelenggaraan pelayanan publik sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat
luas. Jika terjadi perubahan yang signifikan pada ranah pelayanan publik
dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga
negara dan masyarakat luas.

Keberhasilan dalam mewujudkan praktek good governance dalam
pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari

masyarakat luas bahwa membangun good govemance merupakan sebuah
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upaya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat diwujudkan.
Meluasnya praktek bad govemance di banyak daerah seiring dengan
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sering menumbuhkan
pesimisme dan skeptisme di kalangan masyarakat. Praktek bad govermance -
semakin dianggap sebagai hal yang wajar dan dapat diterima dalam kehidupan
sehari-hari. Publik semakin terbiasa memberikan pembenaran terhadap praktek
bad govermnance dengan mengembangkan mekanisme survival untuk menyiasat
praktek bad governance. Praktek pungli (pungutan liar) menjadi bagian praktek
bad govemance dalam mempercepat proses pelayanan yang diterima
masyarakat, menjadi indikator bahwa masyarakat semakin toleran terhadap
praktek bad governance. Tentunya praktek bad govemance akan menghambat
perwujudan good governance yang justru menjadi tuntutan dalam masyarakat
'yang serriakin demokratis.

Pelayanan publik akan membangun kesadaran good govemance,
tentunya akan mengikis dan menumbuhkan kesadaran masyarakat nahwa
pungli (pungutan liar) bagian dari bad govemance.

Kedua, pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek good
govemnance dapat diartikulasikan relatif lebih mudah. Aspek kelembagaan yang
selama ini sering dijadikan rujukan dalam menilai praktek governance dapat
dengan mudah menilai dinilai dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik:
Salah satu makna penting dari govemance yang membedakan dengan
government, adalah keterlibatan aktor-aktor di luar negara dalam merespon

masalah-masalah publik.
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Dengan menjadikan pelayanan publik sebagai pintu masuk untuk
mengenal good governance maka tolak ukur dan indikator yang jelas dalam
pengembangan good govemance menjadi relatife lebih mudah dikembangkan.
Mengembangkan tolak ukur dan indikator praktik pelayanan publik yang
berwawasan good govemance dapat dengan mudah dilakukan. Pelayanan
publik yang efisien, non-diskriminatif, responsif, transparan dan akuntabel dapat
diukur dengan mudah. Tolak ukur dan indikator yang sederhana dan yang
dapat digunakan oleh penyelenggara, warga pengguna, serta stakeholders
lainnya dapat dirumuskan dengan mudah. Kemajuan dari proses
pengembangan pelayanan publik yang berwawasan good governance juga
dapat dinilai dengan mudah oleh semua stakeholder.

Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur |
govemance. Dalam era di mana warga negara dapat menggunakan hak-hak
politiknya untuk i'nenentukan nasib sebuah rezim pemerintahan dengan cara
memilih kepala pémerintahan. Legitimasi pemerintahan akan sangat ditentukan
oleh penilaian warga sebagai pengguna jasa terhadap kemampuan pemerintah
dalam menyelenggarakan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Ketidakpuasan atas pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat
diekpresikan oleh publik mulai dari tidak lagi menggunakan jasa pelayanan
publik yang disediakan oleh pemerintah hingga muncul sikap ketidakpercayaan |
publik terhadap pemerintah. Ketidakpuasan warga terhadap praktek
peyelenggaraan pelayanan publik dapat memperkecil legitimasi kekuasaan dan

membahayakan kelangsungan jalannya roda pemerintahan.

Pengenbangan Manjewen Pelayanan Pulbllh gang Efekts)
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Reformasi pelayanan publik tentu sangat penting untuk menjadi prioritas
mengingat banyak warga Negara telah menjadi korban praktek pelayanan
publik yang buruk. Praktek pelayanan publik masih penuh dengan
ketidkapastian waktu, biaya dan cara pelayanan. Akibatnya, tidak sedikit warga
negara lebih memilih jasa para calo untuk mengurus berbagai layanan jasa
yang disediakan oleh pemerintah ketimbang mengurus sendiri.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan
praktek good govemnance tidak terlepas dari langkah reformasi institusi dan
personil penyelenggara pelayanan publik (birckrasi). Soekarwo (2006) dalam
tulisannya yang berjudul Reorientasi Birokrasi Menjadi Good Publik Service,
menjelaskan langkah yang dapat dilakukan dalam upaya melakukan reposisi
birokrasi diantaranya;

1. prinsip memfasilitasi sebagai saluran partisipasi publik dalam rangka
mengurangi hambatan dan kendala dalam memanfaatkan pelayanan
publik yang telah disediakan oleh pemerintah. Dengan mempersiapkan
ruang publik terpadu (integrated of public spere) bagi publik sehingga
terjadi interaksi horizohtal antara rakyat dengan pemerintah. Public
sphere juga mampu dijadikan sebagai sarana menyerap aspirasi
masyarakat dlam rangka membangun iklim demokrasi di tubuh birokrasi.

2. prinsip pelayanan mengembangkan prinsip a public service dalam tubuh
birokrasi. Pelayanan berarti semangat mengabdi pada masyarakat,
mempermudah setiap layanan yang diberikan pada masyarakat,
memberikan transparansi pada setiap proses pelayanan publik yang

dilakukan.
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3. prinsip partisipasi dengan mengembangkan prinsip kemitraan antara
birokrasi dengan rakyat. Melalui konsep pemberdayaan (empowering)
masyarakat diajak berperan secara aktif dalam penyedian dan
pengelolaan pelayanan publik.

4. prinsip kemitraan dengan mengintegrasikan masyarakat dalam upaya
pencapaian pembanguan bersama. Pengintegrasian ekonomi lokal
masyarakat degan sektor-sektor industri modern guna peningkatan mutu
dan kulitas produk lokal untuk lebih punya daya saing di pasar bebas.

5. perketat penerimaan seleksi dan aparat birokrasi. Rekruitmen secara
terbuka, tidak diskriminatif dan transparan menjadi jaminan atas
perekrutan para pegawai pemerintah.

Tabel 32
Isu-Isu Strategis Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sektor Isu Strategis Rekomendasi
Biaya puskesmas telah Pengambilan keputusan
murah dan terjangkau bagi anggaran pada penyedia

. RTM (rumah tangga miskin), layanan (puskesmas) agar

tetapi tingkat sesuai kebutuhan lokal.

aksesibilitasnya masih

rendah. Pembenahan sistem
pelayanan kesehatan

Jarak yang cukup jauh dengan penekanan pada

menjadikan biaya promosi dan preventif dan

transportasi ke pusat-pusat  outreaching

layanan kesehatan menjadi  menjajaki manfaat dari
mahal. Ketidakhadiran - mekanisme alternative
tenaga medis di tingkat pelayanan: sistem kupon
puskesmas saat jam/waktu  dan kontrak melalui LSM
tugas masih sering ditemui.  atau lainnya.

Anggaran yang tidak Pemantapan Sistem

disesuaikan dengan Asuransi Kesehatan

kebutuhan. Pemberdayaan paramedik
(dokter dan bidan desa)
terutama di daerah

e e
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};Z:Rén'__'c_!_i:_t_{ikanj Meningkatkan partisipasi

Mengubah cara pandang
pendidikan sebagai
kewajiban menjadi
kebutuhan

tertinggal

Penggunaan penerima
pajak bagi pembiayaan
pelayanan kesehatan untuk
RTM (rumah tangga miskin)

Pemberian intensif bagi
sekolah untuk menjangkau
anak dari RTM (rumah
tangga miskin)

Penentuan target beasiswa
dilakukan di tingkat sekolah
dengan partisipasi
komunitas lokal

Pemberian promosi tenaga
pendidik sesuai
kemampuan

Penguatan kapasitas
komite sekolah dalam
pengawasan MBS
(Manajemen Berbasis
Sekolah)

Air bersih merupakan hak

“AirBersih
Goir e dasar

Pemerintah perlu menjamin
ketersediaan dan
keberlanjutan akses kepada
masyarakat.

Penurunan kualitas dan
kuantitas air baku untuk air
minum, karena pencemaran
sumber air

Masyarakat miskin belum
mandapatkan akses yang
memadai sehingga
masyarakat miskin
membayar lebih mahal

Kinerja PDAM dalam

Perlu langkah baru untuk
pemerataan pelayanan,
terutama mengurangi beban
pembiayaan oleh
masyarakat miskin

Revitalisasi PDAM agar
berperan lebih aktif dalam
pelayanan publik

Mendorong pengolahan air
bersih berbasis partisipasi
masyarakat

Perlu rasionalisasi
pembiayaan penyediaan iar
bersih dengan fokus
masyarakat miskin

Peugenbangan Wanjemen Pelayanan Publi yang Efehtel
datam Potaghatan Retaitas Pelaganar Pulblit
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menjamin ketersediaan dan
keterjangkauan atas air
bersih bagi masyarakat
Ketenagalistnka Pendataan golongan Peningkatan kapasitas

pengguna masih menjadi produksi PLN.

persoalan

Transparansi tarif pasang
Tarif pasang jaringan baru  jaringan baru dan tarif
kurang transparan pelanggan.

Pemdaman listrik tanpa Validitas data menyangkut
pemberitahuan pengelompokan golongan
pelanggan.

Peningkatan kapasitas daya

produksi PLN Sosialisasi yang intensif
saat diberlakukan kebijakan
pemadaman listrik.

Dibutuhkan peran aktif
masyarakat pelanggan
dalam memberikan
informasi gangguan listrik
(sarana dan prasarana
jaringan listrik)

Kesadaran wajin pajak yang Sosialisasi yang lebih
masih rendah intensif kepada para wajib
pajak, mengenai jenis dan
Jenis pajak tertentu masih manfaat layanan

: diabaikan manfaatnya perpajakan.

""" (NPWP, IMB, dll)

Peran aktif stakeholder
tingkat desa RW/RT dalam
melakukan pendataan wajib
pajak (perketat kewajiban
memiliki IMB saat -
mendirikan bangunan).

+ Sosialisasi sarana aduan Peningkatan kinerja

yang masih kurang, POLMAS untuk lebih
sehingga banyak meningkatkan komunikasi
masyarakat yang belum antara polisi dna
mengetahui fasilitas dan masyarakat)

sarana aduan.

Reformasi kepolisian
menjadikan polisi yang
civilisme

e
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Transparansi tarif dalam Implementasi standart

proses layanan pelayanan di tiap instansi
penyelenggara pelayana n

Waktu yang dibetuhkan terutama di tingkat

dalam proses layanan kelurahan dan kecamatan.’

mber: Hasil Observasi dalam penelitian Manajemen Keluhan Pelanggan
Pelayanan Publik (Public Complaint Management), 2009

Kebijakan Dalam Upaya Pningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara
lain; pertama, perluasan ruang partisipasi publik bagi masyarakat sipil (Civil
Society) melalui partisipasi organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan
lembaga risert. Pengembangan alternative pelaya'nan dan penyaluran sumber
daya dengan menekankan kebutuhan masyarakat; kedua, data dan informasi
yang akurat, andal dan tersedia tepat waktu merupakan faktor penting bagi
penentuan kelompok sasaran (targeting) melalui peningkatan koordinasi antar
lembaga penyedia data, pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi
sebagai dasar monitoring dan evaluasi, pengembangan standart pelayanan
minimum dengan menggunakan data dan informasi yang relevan di tingkat
kabupaten/kota, masyarakat perlu mengikutsertakan dalam penentuan targeting,
masyarakat lebih memahami kondisi lingkungannya dan tahu kriteria miskin
yang lebih tepat untuk daerahnya, perlu dipersiapkan satu desain targeting
yang bisa digunakan untuk berbagai macam program; kefiga, pengelolan
anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor budgeting) melalui
komitmen dari stakeholder dalam pengalokasian anggaran bagi pelayanan
dasar kepada orang miskin, koordinasi, integrasi, sinergi yang kuat antara
pemerintah pusat dan daerah menyangkut anggaran, anggaran dikelola
langsung oleh penyedia layanan. penambahan anggaran diikuti dengan
———————————————————————————————————————————————

Pengembangan Wanjesmen Pelayanan Publih yang Efebtiy
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tanggungjawab; keempat, tranparansi dalam pengelolaan anggaran akan
meningkatkan akuntabilitas dan mendorong perbaikan pelayanan publik melalui
keterbukaan informasi akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan
publik, ketrbukaan dalam pengelolaan anggaran akan mengurangi korupsi dan
meningkatkan pelayanan publik; kelima, penataan kembali sistem dan
mekanisme kelembagaan melaui pembagian kewenangan yang jelas antara
pemerintah pusat dan daerah, komitmen politk dan keberpihakan dari
pemerintah daerah kepada kepentingan publik; keenam, reformasi birokrasi
harus fokus pada penghargaan pegawai negeri sipil berdasarkan kinerja dan
peningkatan pelayanan publik melalui sistem penghargaan berdasarkan
prestasi dalam perekrutan dan promosi, reformasi pegawai negeri §ipil sulit
dilakukan dari dalam sehingga perlu tekanan dari luar (masyarakat, LSM,
media), mempercepat pelaksanaan sistem kontrak jabatan antara pegawai
negeri dengan publik.

Produk dari organisasi publik adalah pelayanan publik. Menurut Levine
(1990) produk dari pelayanan publik di dalam Negara demokratis paling tidak
harus memenuhi tiga indikator, yaitu perfama, responsiveness atau
responsivitas adalah daya tanggap providers terhadap harapan, keingginan dan
aspirasi serta tuntutan konsumen. Kedua, responsibility atau responsibilitas
adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian
pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-
ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Dan
ketiga, accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan

seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ukuran-
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ukuran kepentingan para stakeholders dan norma-norma yang berkembang
dalam masyarakat.

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnelly, pelayanan publik yang-ideal
menyangkut beberapa hal yéitu pertama, produksi adalah ukuran yang
menunjukkan kemmapuan organisasi untuk menghasilkan keluhan yang
dibutuhkan oleh lingkungannya. Kedua, mutu adalah kemampuan organisasi
untuk mematuhi harapan pelanggan dan clients. Ketiga, efisiensi adalah
perbandingan terbaik antara keluhan dan masukan. Keempat, fleksibilitas
adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi terhadap tuntutan
perubahan internal dan eksternal. Kelima, kepuasan adalah menunjuk pada
perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan peran di organisasi.
Keenam, persaingan menggambarkan proses organisasi di dalam berkompetisi
dengan organisasi lain yang sejenis. Ketujuh, pengembangan adalavh ukuran
yang mencerminkan kemampuan dan tanggungjawab organisasi dalam
membesarkan kapasitas dan potensinya untk berkembang melalui inovasidan
investasi sumber daya. Dan kedelapan, kelangsungan hidup adalah
kemampuan organisasi untuk eksis terhadap segala perubahan.

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) melihat pelayanan
yang ideal diukur dari, pertama, tangibles yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai,
dan fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh providers. Kedua, reliability atau
reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang
dijanjikan secara akurat. Ketiga, responsiveness atau reaponsivitas adalah
kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara

ikhlas. Keempat, assurance atau kepastian adalah pengetahan dan
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kemampuan pekerja dan kemmapuan mereka dalam memberikan kepercayaan
kepada custemers. Dan kelima, empathy adalah kemampuan memberikan
perhatian kepada custemers secara individual.

Beberapa indicator kinerja organisasi public dalam memberikan
pelayanan public juga dijelaskan dlam KepMenPan 81 Tahun 1995. indikator
tersebut antara laian; pertama, kesederhanaan yaitu prosedur atau tata cara -
pelayanan yang harus didisain sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan
peleyanan umum menjadi mudah, lancer, cepat, tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.kedua, kejelasan dan kepastian tentang tata
cara, rincian biaya layanan dan cara pembayarannya, jadwal waktu
penyelesaiaan layanan, dan unit kerja atau pejabat yang berwenang dan
bertanggungjwab dalam memberikan pelayanan publik. Ketiga, keamanan,
yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari
adanya bahaya, resiko, dan keragu-raguan. Proses serta hasil pelayanan publik
dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan
kepastian hukum. Keempat, keterbukaan yaitu bahwa pelanggan dapat
mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas,
yang melibuti informasi tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan
lainnya. Kelima, efisien yaitu persyaratan pelayanan public hanya dibatasi pada
hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan
dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk
layanan yang diberikan. Keenam, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan
ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan

kemampuan pelanggan untuk membayar. Ketujuh, keadilan yang merata yaitu

Pengendaugar Wanjenen Pelaganan Publil yany Efekts
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cakupah dan jangkauan pelayanan harus diusahakan seluasmungkin dengan
distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. Dan kedelapan, ketepatan

waktu, yaitu agar pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam

kurun waktu yang telah ditentukan.
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BAB Viii
PENUTUP DAN KESIMPULAN

Studi mengenai Managemen Keluhan Pelayanan Publik (Public
Complaint Management) yang telah dilakukan di tiga kabupaten/kota di
Jawa Timur memberikan kesimpulan, yaitu:

Tuntutan atas pemerintahan yang baik (good governance) tidak
bisa dihindari di tengah masyarakat semakin sadar atas hak-hak warga
negara dalam menuntut peran-peran pemerintah daiam upaya pelayanan
masyarakat. Good govemance mensyaratkan akan legitimasi,
transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, non-diskriminatif, terbuka
dalam informasi, dan partisipasi publik. Peningkatan kualitas pelayanan
publik diyakini dapat mendorong terciptanya good governance di tengah
era-otonomi daerah.

Implementasi kebijakan peningkatan pelayanan publik yang telah
dilakukan tidak serta-merta menghilangkan ketidakpuasan masyarakat
atas pelayanan publik, sejumlah layanan masih menunjukkan persepsi
yang kurang memuskan. Kondisi demikian bukan berarti kinerja
penyelenggara pelayanan publik dinilai buruk, tetapi dengan
ketidakpuasan publik atas layanan yang diterima merupakan masukan
bagi perbaikan kualitas layanan.

Inovasi yang digagas dan menjadi hasil studi ini adalah
mengembangkan manajemen keluhan pelanggan (public comp(aint

management) sebagai langkah peningkatan kualitas pelayanan publik.

W
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Mengoptimalkan keluhan masyarakat sebagi perbaikan sistem kualitas
peleyanan dan sebagai mekanisme check and balance atas partisipasi
publik dalam penyelenggaraan pelayanan.

Temuan menyangkut berbagai keluhan dan komplain masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, merupakan koreksi atas
kinerja penyelenggara pelayanan publik. Keluhan dan komplain masih
ditemui di beberapa instansi pemerintah. Keluhan dan komplain
merupakan bagian dari indikator bahwa harus dilakukan upaya
peningkatén kualitas pelayanan publik untuk mengurangi tingkat keluhan
dari masyarakat. Salah satu evaluasi yang bisa diberikan, salah satunya
menyangkut respon yang diberikan instansi pemerintah terhadap keluhan
dan komplain pelanggan. Seringkali keluhan dan komplain tersebut
berhenti pada proses aduan, sehingga terjadi penumpukan keluhan
pelanggan. Meski di lain sisi para instansi khususnya pemerintah telah
melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan publik, tapi ketika
keluhan .dan komplain itu sebatas proses aduan, maka perbaikan
pelayanan publik tidak mampu dirasakan langsung oleh pelanggan. Ini
yang menjadi kajian berikutnya bagaimana mehciptakan manajemen
keluhan sehingga penyelenggara layanan publik mampu merespon
dengan cepat akan keluhan masyarakat.

Persepsi pelanggan terhadap pelayanan publik.
1. Persepsi masyarakat yang masih negatif juga diberikan kepada
sejumlah instansi pemerintah, termasuk pada jenis pelayanan

dasar seperti pendidikan, kesehatan, ketenagalistrikan,

Pencctup dan Recinputan BAB VIl - 2
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kependudukan, pelayanan air bersih, perpajakan, dan _instansi
kepolisian. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di
Jawa Timur masih kurang begitu memuaskan, meski sejumlah
instasi pemerintah telah melakukan perbaikan mutu layanan tapi
dalam implementasi masih dinilai kurang berhasil. Kondisi demikian
masih terjadi hingga tahun 2009. Salah satunya menyangkut mutu
layanan, terlebih masalah ‘kecepafan dan ketepatan waktu”
pelayanan merupakan faktor yang sangat penting untuk mengukur
‘kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh sebuah instansi
publik.

2. Sektor dinilai harus segera mendapat perhatian dari pemerintah
tersebut menyangkut beberapa pelayanan publik mendasar. Lima
kebijakan pemerintah yang seharusnya segera ditangani
diantaranya adalah 1). masalah kesehatan, 2). masalah
ketersediaan air bersih, 3). pelayanan oleh institusi pemerintah, 4).
harga kebutuhan bahan pokok, 5). dan penanganan tingkat korupsi
di pemerintah.

3. Pelayanan publik dinilai positif terkait, 1). Ketika prosedur layanan
tidak rumit dan mudah dipahami; 2). Prinsip kesetaraan (equality) di
utamakan dalam proses pelayanan yang tertib dan teratur. 3).
Efisiensi waktu; 4). Kenyamanan sarana dan prasarana; 5). Sikap
petugas yang ramah dan informative; 6). Ketersediaan media

dalam menunjang pelayanan yang bermutu.

WW
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4. Pelayanan publik dinilai buruk ketika; 1). Menyangkut proses
pelayanan yang' rumit; 2). Lama waktu dan lambatnya layanan; 3).
Kurangnya infromasi; 4). Menggunakan jasa ketiga (calo) dalam
memanfaatkan layanan; 5). Pungli (pungutan liar) sering dijadikan
alasan untuklmempercepat proses dan pengguna meﬁerima jadi
produk layanan; 6). Ruang tunggu yang kurang memadai sampai
sarana yang masih kuréng bagi penyandang cacat.

Saluran pelanggan dalam menyampaikan keluhan terhadap pelayanan
publik.

1. Mekanisme komplain diperlukan untuk  mengakomodasi
kepentingan-kepentingan pada wilayah pelayaan publik yang tadak
ada kemungkinan exit mechanism. Bagi penyelenggara pelayahan
publik, mekanisme komplain diperiukan untuk memperbaiki sistem
pelayaan publik dan untuk meningkatkan legitimasi institusi
penyelenggara pelayanan publik di mata masyarakat.

2. Penyelenggara pelayaan publik baru sekedar menyediakan saluran
pengajuan keluhan atau pengaduan. Bentuk pengaduan yang
diperkenankan adalah pengaduan teknis

3. Saluran efektif dalam menyampaikan keluhan atau komplain,
dengan tatap muka dan bertemu langsung dengan petugas.

Pengembangan manajemen keluhan pelayanan publik yang efektif untuk
meningkétkan kualitas pelayanan publik.

1. Publik juga masih dalam diskursus (pencarian makna), antara

aduan, keluhan, dan komplain. Dampak yang ditimbulkan kemudian,

P e ———————
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1. keluhan, aduan dan komplain dilakukan di satu pintu yaitu petugas
bagian informasi.

2. petugas bagian informasi akan melakukan pengarsipan dan
kiasifikasi. Aduan/keluhan untuk ketidakpuasan yang bersifat teknis,
petugas bisa merespon langsung, disebut dengan Quick Respon.
Tentunya jenis ketidakpuasan ini tidak bisa direspon langsung
dibutuhkan langkah dan koordinasi secara sistematis di internal
institusi penyelengara pelayanan dengan melibatkan publik, disebut
Sistemic Respon.

3. Proses kelembagaan dengan mendirikan unit khusus (Unit
Komplain) di setiap instasni penyelenggara pelayanan publik.

4. Melahirkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi guna perbaikan
kualitas pelayanan publik. Kebijakan perbaikan layanan akan

disosialisasikan kepada publik sebagai pengguna jasa layanan.

Perutup dan Restmplan BAB Vill - 6
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Usulan Tindak Lanjut Manjemen Keluhan Pelanggan Pelayanan Publik (Public Complaint Management)”

Persepsi

Transparan anggaran (biaya,

Ketersediaan petugas

Pemberian informasi

Implementasi SP
Masyarakat atas | tarif) (Standart Bagian Informasi di dan sosialisasi secara
Pelayanan Pelayanan) setiap penyelenggara | utuh akan membantu
Publik Waktu layanan yang kurang pelayanan publik para pelanggan

efisien

Pungutan liar yang masih
dirasakan oleh pelanggan

Sistim pendataan yang sering
meinimbulkan kesalahan data

Implementasi sarana
informasi atas SP.
Contoh; papan info,
brosur atau modul
petunjuk
pelaksanaan proses
pelayanan publik

Modul dan buku
standart pelayanan
yang diberlakukan di
setiap penyelenggara
pelayanan publik

Sosialisasi melalui

Sarana dan prasarana Transparansi berbagai media

pelayanan publik anggaran dan waktu | mengenai pelayanan.
yang dibutuhkan

Kualitas produk layanan dalam proses Traning dan pelatihan
layanan untuk petugas bagaian

Kualitas SDM penyelenggara
pelayanan publik

Peningkatan kualitas
SDM

layanan mengenai
(good customer
service)

Sosialisasi-UU No. 25
Tahun 2009 Tentang
Standart Pelayanan
Publik.

pelayanan publik lebih
memeahami tentang
prosedur pelayanan
publik.

- ]
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Sosialisasi UU No. 10
Tahun 2004Tentang
Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembuatan
Kebijakan
Sosialisasi Peraturan
Daerah Provinsi Jawa
TimurNomor 11 tahun
2005 Tentang
Pelayanan Publik di
Jawa Timur .
Mekanisme Aduan dan kleuhan belum Kelembagaan Ketersediaan Unit Unit Kompalin
Keluhan dan dijadikan pijakan guna mekanisme aduan Komplain di setiap sebagai kelembagaan
Manajemen perbaikan layanan. dan keluhan. penyelenggara penanganan komplain
Keluhan pelayanan pubik, unit pelanggan.
Masyarakat masih memukul Kelembagaan ini terpisah dari Bagian
rata bahwa aduan jenis apapun | mekanisme dan Informasi.
harus bisa ditanggani secara managemen
langusung saat itu juga. komplain. Mematangkan dan
merumuskan tugas dan
fungsi Unit Komplain
Peningkatan SP (standart pelayanan) Petunjuk pelaksana | Implementasi Menjadikan mekanisme
Kualitas dalam pemeberian peningkatan pelayanan | keluhan pelanggan
Pelayanan Biaya, tarif dan waktu layanan publik (compalint
Publik penyelesaian layanan | management) sebagai
upaya peningkatan
SDM petugas dan Sarana kualitas pelayanan
prasarana penunjang publik.
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'Lampiran 1
Nomor Kuesioner:
Ganyjil untuk laki-laki. Genap untuk perempuan

PERTANYAAN A&B DIISI OLEH KOORDINATOR LAPANGAN

A. Kota/ Kabupaten :
1. Surabaya 3. Sampang
2. Jember

PENGANTAR

Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam, kami dari LPPM (Lembaga .....) Universitas Airlangga Surabaya.
Saat ini kami sedang melakukan sebuah survei berkaitan dengan Managemen Keluhan Pelanggan
Pelayanan Publik (Public Complains Management) Untuk keperluan tersebut, kami meminta
kesediaan Bapak/ Ibu untuk di wawancarai.

Nama Responden
Alamat :
| No. telepon : -
Tgl Wwer : - - 2005
Jam Wwer : s/d
Lama Wwer : menit
Jenis kelamin:
1. Laki-laki 2. Perempuan
Usia: ..........
Wilayah Tempat Tinggal
1. Pusat 2. Pinggir
Sudah berapa lama Bapak/Tbu/Saudrara tinggal di lingkungan ini?
1. 1-5tahun 3. diatas 10 tahun
2. 6-10 tahun ‘
Pendidikan terakhir:
1. Tamat SD dan di bawahnya 3. Tamat SLTA
2. Tamat SLTP 4. Di atas SLTA (Diploma, sarjana, pasca)
Jenis Pekerjaan:
1. Petani/nelayan penggarap 9. Pejabat (minimal camat)
2. Petani/nelayan pemilik 10. Purnawirawan Tentara/Polisi
3. Buruh/tukang (kayu, batu) 11. Profesional (Dokter, Pengacara, Peneliti dlI)
4. Pedagang kecil 12. Tbu rumah tangga
5. Pedagang besar 13. Mahasiswa/Sekolah
6. Pengusaha 14. Tidak bekerja
7. PNS/Pensiunan 15. Lainnya,
8. Pegawai Swasta 16. Tidak jawab (JANGAN DIBACAKAN)
Status pernikahan:
1. Menikah 3. Duda/Janda

2. Belum menikah
Rata-rata pengeluaran keluarga setiap bulan. TUNJUKKAN SHOW CARD NO.7

1. Kurang dari Rp 400.000 6. Rp 1.750.001 — Rp 2.250.000
2. Rp400.001 — Rp 600.000 7. Lebih dari Rp 2.250.000
3. Rp600.001 — Rp 800.000 , 8. Tidak tahw/tidak jawab (JANGAN
4. Rp 800.001 - Rp 1.250.000 DIBACAKAN)
5. Rp 1.250.001 - Rp 1.750.000
Jenis kartu identitas yang dimiliki:
1. KTP 6. NPWP
2. KK 7. SKCK
3. Akte Kelahiran 8. Kartu ASKES
4. Surat nikah 9. Lainnya, sebutkan .......
5. SIM

Jarak Dengan Pusat Pelayanan Publik
1. Jauh 2. Sedang



3. Deka
Diantara hal dibawah ini, manakah yang paling perlu mendapat penanganan dari pemerintah
secepatnya? Apakah ...
1. Biaya pendidikan dasar (SD, SMP)
2 Biaya berobat
3 Harga kebutuhan pokok
4,  Ketersediaan air bersih
5.  Kemacetan lalu lintas
6 Kenyamanan sarana angkutan umum
7 Keberadaan sarana umum di lingkungan sekitar
8 Tarif pajak kendaraan bermotor
9.  Pelayanan oleh instansi pemerintah
10. Penegakan hukum
11. Tingkat korupsi di instansi pemerintahan
12. Adamasalah 12in? SEDULKAN .........c.ccovreeerrcnnenneeicriiisnii st sassssesssens
Jenis media massa manakah yang paling sering Bapak/Ibu/Saudara gunakan untuk mendapatkan
informasi pelayanan publik dari pemerintah? SEBUTKAN

1. Surat Kabar 5. Televisi
2. Majalah 6. lainnya?, sebutkan ......
3. Tabloid 7. Tdk tahw/tdk jawab (JANGAN
4. Radio : DIBACAKAN)
Jenis pelayanan publik yang pernah dimanfatkan
1. KTP 7. NPWP
2. SIM 8. PBB
3. Pajak Kendaraan 9. IMB
4, KK (Kartu Keluarga) 10. PDAM
5. Akte Kelahiran 11. Listrik
6. Akes (Asuransi Kesehatan)

PERSEPSI MASYARAKAT/ PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
Berikut kami akan bacakan berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kami minta
Bapak/Ibu memberi .penilaian terhadap keadaan dan penanganan hal tersebut. Menurut

Bapak/Ibu/saudara, apakah ...
Kepastian Hukum/ Aturan
NO. | KONDISI: Menurut Bapak/Tbu/Saudara, Apakah .... PENANGANAN: Bagaimana upaya penanganannya oleh
pemerintah saat ini? Apakah ...
1 | Pelayanan Pendidikan 1. Pasti/ Jelas Upaya memperbaiki 1. Baik
2. Adil 2. Buruk
3.TTMI 3.TT/1)
2 | Pelayanan Keschatan 1. Pasti/ Jelas Upaya memperbaiki 1. Baik
2. Adil 2. Buruk
3.TT/mI 3.TTM]
3 | Pelayanan Kependudukan (KTP, 1. Pasti/ Jelas Upaya memperbaiki 1. Baik
KK, Akte Kelahiran, dil) 2. Adil 2. Buruk
' 3. TT/T) 3.TT/T}
4 | Pelayanan Air Bersih (PDAM) " 1. Pasti/ Jelas Upaya memperbaiki 1. Baik
2. Adil 2. Buruk
: 3. TI/TJ 3.TTmI
5 | Pelayanan Ketersediaan Listrik 1. Pasti/ Jelas Upaya memperbaiki 1. Baik
2, Adil 2. Buruk
: 3.T11) 3. TT/T)
6 | Pelayanan Perpajakan (PBB, 1. Pasti/ Jelas Upaya memperbaiki 1. Baik
NPWP, IMB, pajak kendaraan, 2. Adil 2. Buruk
dip) 3.TI/1J 3.TT/TJ
7 | Pelayanan dari Kepolisisan (SIM, 1. Pasti/ Jelas Upaya memperbaiki 1. Baik
STNK, SKCK, dil) 2. Adil 2. Buruk
3. TT/T] 3. TT/T)




Akuntabilitas biaya pelayanan publik

NO. | KONDISE Menurut Bapak/Ibu/Saundara, Apakah .... PENANGANAN: Bagaimana upaya penanganannya oleh

1 | Pelayanan Pendidikan 1. Mahal Upaya menekan biaya 1. Baik
2. Murah 2. Buruk
3. TT/TJ 3.TTM)

2 | Pelayanan Kesehatan 1. Mahal Upaya menekan biaya 1. Baik
2. Murah 2. Buruk
3.TT/TJ 3.TT/T}

3 | Pelayanan Kependudukan (KTP, 1. Mahal Upaya menekan biaya 1. Baik
: KK, Akte Kelahiran, dil) 2. Mureh 2. Buruk
3. TT/TJ 3. TTMI

4 | Pelayanan Air Bersih (PDAM) 1. Mahal Upaya menekan biaya 1. Bakk
2. Murgh 2. Buruk
3.7TTM) 3. TT/T)

5 | Pelayanan Ketersediaan Listrik 1. Mahal Upaya menekan biaya 1. Baik
2. Murah 2. Buruk
3. TT/TI 3. TI/1J

6 | Pelayanan Perpajakan (PBB, 1. Mahal Upaya menekan biaya 1. Baik
NPWP, IMB, pajak kendaraan, 2. Murah ’ 2. Buruk
din 3. TT/T] 3.TT/T)

7 | Pelayanan dari Kepolisisan (SIM, 1. Mahal Upaya menekan biaya 1. Baik
STNK, SKCK, dil) 2. Murah 2. Buruk
3. TT/M) 3.TI/T)

Efektif dan Efisiensi Pelayanan Publik

NO. | KONDISI: Menurut Bapak/Tbu/Saudara, Apakah .... PENANGANAN: Bagaimana upaya penanganannya oleh
pemerintah saat ini? Apakah ....

1 | Pelayanan Pendidikan 1. Cepat Upaya memperbaiki 1. Ada
2. Lambat 2. Tidak
3.TT/M : 3.TT/TI

2 | Pelayanan Kesehatan 1. Cepat Upaya memperbaiki 1. Ada
2. Lambat 2. Tidak
3.TT/M 3.TT/TI

3 | Pelayanan Kependudukan (KTP, 1. Cepat Upaya memperbaiki 1. Ada

KK, Akte Kelahiran, dil) 2. Lambat 2. Tidek
3. TT/T] 3.TTM)
4 | Pelayanan Air Bersih (PDAM) 1. Cepat Upaya memperbaiki 1. Ada
2. Lambat 2. Tidek
3. TT/T] 3.TT/M)
5 | Pelayanan Ketersediaan Listrik 1. Cepat Upaya memperbaiki 1. Ada
2. Lambat 2. Tidak
3. TT/T) 3. TT/1I
6 | Pelayanan Perpajakan (PBB, 1. Cepat Upaya memperbaiki 1. Ada
NPWP, IMB, pajak kendaraan, 2. Lambat . 2. Tidak
di 3. TT/T] 3.TT/T}

7 | Pelayanan dari Kepolisisen (SIM, 1. Cepat Upaya memperbaiki 1. Ada
STNK, SKCK, dll) 2. Lambat 2. Tidak
3. TT/T] 3. TT/T)




Sikap dan Perilaku

NO. | KONDISI: Menurut Bapak/Ibw/Saudara, Apakah .... PENANGANAN: Bagaimana upaya penanganannya oleh
pemerintah saat ini? Apakah ....

1 | Pelayanan Perdidikan 1. Ramah Upaya memperbaiki 1. Ada
. 2. Kureng Ramah 2. Tidak
3.TT/M 3.TT/T]

2 | Pelayaran Kesehatan 1. Ramah Upaya memperbaiki 1. Ada
2. Kurang Ramah 2. Tidak
3.TT/M 3.TT/T)

3 | Pelayanan Kependudukan 1. Ramah Upaya memperbaiki 1. Ada
(KTP, KX, Akte Kelghiran, 2. Kurang Ramah 2. Tidak
dip 3.TT/T) 3.TT1I

4 | Pelayanan Air Bersih 1. Ramsh Upaya memperbaiki 1. Ada
(PDAM) 2. Kurang Ramah 2. Tidak
3.TT/T 3.TT/T]

5 | Pelayanan Ketersediaan 1. Ramah Upaya memperbaiki 1. Ada
Listrik 2. Kurang Ramah 2. Tidak
3.TTM 3. TT/TJ

6 | Pelayanan Perpajakan (PBB, 1. Ramah Upaya memperbaiki 1. Ada
NPWP, IMB, pajak 2. Kurang Ramsh 2. Tidak
kendaraan, dil) - 3.TT/T] 3. TT/T]

7 | Pelayanan dari Kepolisisan 1. Ramah Upaya memperbaiki 1. Ada
(SIM, STNK, SKCK, dil) 2. Kurang Ramah 2. Tidek
3.TT/T] 3. TT/TJ

Informasi Pelayanan dan Informasi Pengaduan

NO. | KONDISI: Menurut Bapak/Tbw/Saudara, Apakah .... PENANGANAN: Bagaimana upaya penanganannya oleh
pemerintah saat ini? Apakah ....

1 | Pelayanan Pendidikan 1. Ada Upaya memperbaiki 1. Ada _

2. Tidak ada 2. Tidak ada
' 3.TT/T) 3.TT/T)
2 | Pelayanan Kesehatan 1. Ada Upaya memperbaiki 1. Ada
2. Tidek ada 2. Tidak ada
3.TT/TI 3.TT/M)

3 | Pelayanan Kependudukan 1. Ada Upaya memperbaiki 1. Ada
(KTP, KK, Akte Kelghiran, 2. Tidak ada 2. Tidak ada
di 3.TT/T) 3.TT/T]

4 | Pelayanan Air Bersih 1. Ada Upaya memperbaiki 1. Ada
(PDAM) 2. Tidak ada 2. Tidak ada

3.TT/1J . 3.TTMI

5 | Pelayanan Ketersediaan 1. Ada Upaya memperbaiki 1. Ada
Listrik 2. Tidak ada 2, Tidak ada

3.TT1I 3.TT/MI

6 | Pelayanan Perpajakan (PBB, 1. Ada Upaya memperbaiki 1. Ada
NPWP, IMB, pajak 2. Tidak ada 2. Tidak ada
kendaraan, dlI) 3.TT/M) 3.TT/T)

7 | Pelayanan dari Kepolisisan 1. Ada Upaya memperbaiki 1. Ada
(SIM, STNK, SKCK, dli) 2. Tidak ada 2. Tidek ada

3.TT/T 3.TT/TI




Bentuk Fasilitas Informasi dan Pengaduan

NO. | KONDISI: Menurut Bapak/Tbu/Saudara, Apakah .... PENANGANAN: Bagaimana upaya penanganannya oleh
pemerinteh saat ini? Apakah ....

1 | Pelayanan Pendidikan 1. Bag. Informasi Ketersediaan fasilitas dan sarana 1. Ada

2. Kotak aduan 2. Tidak ada
3. Kotak Saran 3.TT/T)
4. Telp. Aduan
5. Papaninfo
6. TT/T
2 | Pelayanan Kesehatan 1. Bag. Informasi Ketersediaan fasilites dan sarana 1. Ada
2. Kotak aduan 2, Tidak ada
3. Kotak Saran 3.TI/TJ
4, Telp. Aduan
5. Papaninfo
6. TT/TI

3 | Pelayanan Kependudukan 1. Bag. Informasi Ketersediaan fasilitas dan sarana 1. Ada
(KTP, KX, Akte Kelahiran, 2. Kotak aduan 2. Tidek ada
dl) 3. Kotak Saran 3.TTM

4. Telp. Aduan
5. Papeaninfo
6. TI/MI ‘
4 | Pelayanan Air Bersih 1. Bag. Informasi Ketersediaan fasilitas dan sarana 1. Ada
(PDAM) 2. Kotak aduan 2. Tidek ada
3. Kotak Saran 3.TT/M)
4. Telp. Aduan
5. Papaninfo
6. TT/TJ
5 | Pelayanan Ketersediaan 1. Bag. Informasi Ketersediaan fasilitas dan sarana 1. Ada
Listrik 2. Kotak aduan 2. Tidak ada
3. Kotak Saran 3.TT/M)
4. Telp. Aduan
5. Papaninfo
6. TT/T]

6 | Pelayanan Perpajakan (PBB, 1. Bag. Informasi Ketersediaan fasilitas dan sarana 1. Ada
NPWP, IMB, pajak 2. Kotak aduan 2. Tidek ada
kendaraan, dil) 3. Kotak Saran 3.T1TM

4. Telp. Aduan
5. Papaninfo
: 6. TT/TJ
7 | Pelayanan dari Kepolisisan 1. Bag. Informasi Ketersediaan fasilitas dan sarana 1. Ada
(SIM, STNK, SKCK, dil) 2. Kotak aduan 2. Tidak ada
3. Kotak Saran 3.TT/M)
4, Telp. Aduan
5. Papan info
6. TT/TI




Proses/ Pengurusan Pelayanan Publik

NO.

KONDISI: Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah ....

PENANGANAN: Bagaimana upaya penanganannya oleh

pemerintsh saat ini? Apakah ....

Pelayanan Pendidikan

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kependudukan
(KTP, KK, Akte Kelahiran,
din

Pelayanan Air Bersih
(PDAM)

Pelayanan Ketersediaan
Listrik

Pelayanan Perpajakan (PBB,
NPWP, IMB; pajak
kendaraan, dlI)

Pelayanan dari- Kepolisisan
(SIM, STNK, SKCKX, dl)

1. Diurus Sendiri
2. Jasa Pihak Lain

1. Diurus Sendiri
2. Jasa Pihak Lain

1. Diurus Sendiri
2. Jasa Pihak Lain

1. Diurus Sendiri
2. Jasa Pihak Lain

1. Diurus Sendiri
2. Jasa Pihak Lain

1. Diurus Sendiri
2. Jasa Pihak Lain

1. Diurus Sendiri
2. Jasa Pihak Lain

Alasan

Alasan

Alasan

Alagsan

Alasan

Alasan

‘| Alasan

1. Terbiasa

2. Lbh Cepat

3. Proses Rumit
4. Tinggal Bayar
5. Terima jadi

1. Terbiasa

2. Lbh Cepat

3. Proses Rumit
4, Tinggal Bayar
5. Terima jadi

1. Terbiasa

2. Lbh Cepat

3. Proses Rumit
4. Tinggal Bayar
5. Terima jadi

1. Terbiasa

2. Lbh Cepat

3. Proses Rumit
4, Tinggal Bayar
5. Terima jadi

1. Terbiasa

2. Lbh Cepat

3. Proses Rumit
4. Tinggal Bayar
5. Terima jadi

1. Terbiasa

2. Lbh Cepat

3. Proses Rumit
4. Tinggal Bayar
5. Terima jadi

1. Terbiasa

2. Lbh Cepat

3. Proses Rumit
4. Tinggal Bayar
5. Terima jadi

Pungutan Liar pda Pelayanan Publik

NO. | KONDISI: Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah .... PENANGANAN: Bagaimana upaya penanganannya oleh
pemerintah saat ini? Apakah ....

1 | Pelayanan Pendidikan 1. Ada Alasan 1. Menggangu
2. Tidak 2. Membantu
3.TT/T] 3.TT/T]

2 | Pelayanan Kesehatan 1. Ada Alasan 1. Menggangu
2. Tidak 2. Membantu
3.TT/T] 3.TT/T]

3 | Pelayanan Kependudukan 1. Ada Alasan 1. Menggangu

(KTP, KK, Akte Kelshiran, 2. Tidak 2. Membantu
di 3.TT/T) 3.TT/T)

4 | Pelayanan Air Bersih 1. Ada Alasan 1. Menggangu
(PDAM) 2. Tidak 2. Membantu

3.TT/T] 3.TT/T]

5 | Pelayanan Ketersediaan 1. Ada Alasan 1. Menggangu
Listrik 2. Tidak 2. Membantu

3.TT/T) 3.TT/T]

6 | Pelayanan Perpajakan (PBB, 1. Ada Alasan 1. Menggangu
NPWP, IMB, pajak 2. Tidak 2. Membantu
kendaraan, dll 3.TT/T] 3.TT/T]

7 | Pelayanan dari Kepolisisan 1. Ada Alasan 1. Menggangu
(SIM, STNK, SKCK, dlI) 2. Tidak 2. Membantu

3.TT/T] 3.TT/T]




Kenyamanan dalam memanfaatkan pelayanan publik

NO. | KONDISI: Menurut Bapak/Tbu/Saudara, Apakah .... PENANGANAN: Bagaimana upaya penanganannya oleh
pemerintah saat ini? Apakah ....
1 | Pelayanan Pendidikan 1. Nyaman Alasan 1. Sarana
2. Tidak nyaman 2. Kualitas SDM
3.TT/T) 3. Pelayanan
4 TT/T)
2 | Pelayanan Kesehatan 1. Nyaman Alasan 1. Sarana
2. Tidak nyaman 2. Kualitas SDM
3.TT/TJ 3. Pelayanan
4.TT/T]
3 | Pelayanan Kependudukan 1. Nyaman Alasan 1. Sarana
(KTP, KK, Akte Kelahiran, 2. Tidak nyaman 2. Kualitas SDM
din 3.TT/T) 3. Pelayanan
4. TT/T)
4 | Pelayanan Air Bersih 1. Nyaman Alasan 1. Sarana
(PDAM) 2. Tidak nyaman 2. Kualitas SDM
3.TT/TJ 3. Pelayanan
4. TT/TJ
5 | Pelayanan Ketersediaan 1. Nyaman Alasan 1. Sarana
Listrik 2. Tidak nyaman 2. Kualitas SDM
3.TT/T) 3. Pelayanan
4. TT/TI
6 | Pelayanan Perpajakan (PBB, 1. Nyaman Alasan 1. Sarana
NPWP, IMB, pajak 2. Tidek nyaman 2. Kualitas SDM
kendaraan, dil) 3TT/T) 3. Pelayanan
4 TT/T]
7 | Pelayanan dari Kepolisisan 1. Nyaman Alasan 1. Sarana
(SIM, STNK, SKCK, dll) 2. Tidak nyaman 2. Kualitas SDM
3.TT/TJ 3. Pelayanan
4 TT/T)
Proses Pelayanan Publik
No. KONDISI: Menurut Proses dan prosedur
Bapak/Tbu/Saudara, Apekah -
L Pelayanan Pendidikan
2. Pelayanan Kesehatan
3 Pelayanan Kependudukan
(XTP, KK, Akte Kelahiran,
di
4, Pelayanan Air Bersih
(PDAM)
5. Pelayanan Ketersediaan
Listrik
6. Pelayanan Perpajakan (PBB,
NPWP, IMB, pajak
kendaraan, dlI)
7. Pelayanan dari Kepolisisan
(SDM, STNK, SKCK, dil)




SALURAN MASYARAKAT/ PELANGGAN DALAM MENYAMPAIKAN KELUHAN

Berikut kami akan bacakan berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kami minta
Bapak/Ibu memberi penilaian terhadap keadaan dan penanganan hal tersebut. Menurut
Bapak/Ibu/saudara, apakah ...

Keluhan terhadap Pelayanan Publik

NO. | KONDISI: Menurut Bapak/Tbw/Saudara, Apakah .... PENANGANAN: Bagaimana upaya penanganannya oleh
pemerintah saat ini? Apakah ...

1 | Pelayanan Pendidikan 1. Pernah Alasan 1. Sarana

2. Tidak 2. Kualitas SDM
3.TT/T] 3. Pelayanan
4. TT/T)
2 | Pelayanan Kesehatan 1. Pernah Alasan 1. Sarana
2. Tidak 2. Kualitas SDM
3.TT/T) 3. Pelayanan
. 4. TT/T]

3 | Pelayanan Kependudukan 1. Pernah Alasan 1. Sarana
(KTP, KK, Akte Kelghiran, 2. Tidak 2. Kualitas SDM
di 3.TT/T] 3. Pelayanan

4. TT/TJ

4 | Pelayanan Air Bersih 1. Pernah Alasan 1. Sarana

(PDAM) 2. Tidak 2. Kualitas SDM
3.TT/T] 3. Pelayanan
4. TT/T)

5 | Pelayanan Ketersediaan 1. Pernah Alasan 1. Sarana

Listrik 2. Tidak 2. Kualitas SDM
3.TT/TJ 3. Pelayanan
4. TT/T)

6 | Pelayanan Perpajakan (PBB, 1. Pemnah Alasan 1. Sarana
NPWP, IMB, pajak 2. Tidak 2. Kualitas SDM
kendaraan, dll) 3.TT/TJ 3. Pelayanan

4. TT/T]

7 | Pelayanan dari Kepolisisan 1. Pernah Alasan 1. Sarana
(SIM, STNK, SKCK, dil) 2. Tidak 2. Kualitas SDM

3.TT/T] 3. Pelayanan

4.TT/T]




Saluran Keluhan terhadap Pelayanan Publik

NO. | KONDISI: Menurut Bapak/Tbu/Saudara, Apakah .... PENANGANAN: Bagaimana upaya
penanganannya oleh pemerintah saat ini?
Apekah ...
1 | Pelayanan Pendidikan 1. BagPengaduan Alasan 1. Ada
2. Kotak aduan 2. Tidek ada
3. Kotak Saran 3.TT/T]
4. Telp. Aduan
5. Papan info
6. TT/TI -
2 | Pelayanan Kesehatan 1. BagPengaduan Ketersediaan fasilitas 1. Ada
2. Kotak aduan dan sarana 2. Tidek ada
3. Kotak Saran 3.TT/MJ
4.  Telp. Aduan
5. Papaninfo
6. TI/MI

3 | Pelayanan Kependudukan 1. Bag.Pengaduan Ketersediaan fasilitas 1. Ada
(KTP, KK, Akte Kelahiran, 2. Kotak aduan dan sarana 2. Tidak ada
din 3. Kotak Saran 3.TT/M)

4, Telp. Aduan
5. Papaninfo
6. TT/TI
4 | Pelayanan Air Bersih 1. Bag.Pengaduan Ketersediaan fasilitas 1. Ada
(PDAM) 2. Kotak aduan dan sarana 2. Tidak ada
3. Kotak Saran 3.TT/M)
4. Telp. Aduan
5. Papan info
6. TT/T]
5 | Pelayanan Ketersediaan 1. BagPengaduan Ketersediaan fasilitas 1. Ada
Listrik 2. Kotak aduan dan sarana 2. Tidak ada
3. Kotak Saran 3.TT/MI
4. Telp. Aduan
5. Papaninfo
6. TT/TI -

6 | Pelayanan Perpajakan (PBB, 1. BagPengaduan Ketersediaan fasilitas 1. Ada
NPWP, IMB, pajak 2. Kotek aduan dan sarana 2. Tidak ada
kendaraan, dll) 3. Kotak Saran 3. TT/TJ

4. Telp. Aduan
5. Papan info
6. TI/MI
7 | Pelayanan dari Kepolisisan 1. Bag.Pengaduan Ketersediaan fasilitas 1. Ada
(SIM, STNK, SKCK, dlI) 2. Kotak aduan dan sarana 2. Tidak ada
3. Kotak Saran 3.TT/M]
4. Telp. Aduan
5. Papaninfo
6. TT/T)




Sikap ketika pelayanan publik kurang memuaskan

NO. | KONDISI: Menurut Bapak/Ibu/Saudara, Apakah .... PENANGANAN: Bagaimana upaya
penanganannya oleh pemerintah saat ini?
Apakah ....
1 | Pelayanan Pendidikan 1. Diamsaja Alasan 1. Takut
2, Cuek 2. Menganggap hal biasa
3. Diam tapi mengeluh 3. Tdk tahu pengaduan
4. Melakukan pengaduan 4. Hek Masyarakat :
5. Menganggap hal biasa 5. Berharap ada perbaikan
6. Menggerutu dan menceritakan 6. TT/TJ
pada pihek lain
7. TIM
2 | Pelayanan Kesehatan 1. Diam saja Alasan 1. Takut
2. Cuek 2. Menganggap hal biasa
3. Diam tapi mengeluh 3. Tdk tahu pengaduan
4. Melakukan pengaduan " 4. Hek Masyarakat
5. Menganggap hal biasa 5. Berharap ada perbaikan
6. Menggerutu dan menceritakan 6. TT/T)
pada pihak lain
7. TT/MI
3 | Pelayanan Kependudukan 1. Diam saja Alasan 1. Takut
(KTP, KK, Akte Kelahiran, 2. Cuek 2. Menganggap hal biasa
din 3. Diam tapi mengeluh 3. Tdk tahu pengaduan
4. Melakukan pengaduan 4. Hak Masyarakat
5. Menganggap hal biasa 5. Berharap ada perbaikan
6. Menggerutu dan menceritakan 6. TT/T]
pada pihak lain
7. TT/MI
4 | Pelayanan Air Bersih 1. Diam saja Alasan 1. Takut
(PDAM) 2. Cuek 2. Menganggap hal biasa
3. Diam tapi mengeluh 3. Tdk tahu pengaduan
4. Melakukan pengaduan 4. Hak Masyarakat
5. Menganggap hal biasa 5. Berharap ada perbaikan
6. Menggerutu dan menceritakan 6. TT/TJ
pada pihak lain
7. TT/M
5 | Pelayanan Ketersediaan 1. Diamsaja Alasan 1. Tekut
Listrik 2. Cuek 2. Menganggap hal biasa
3. Diam tapi mengeluh 3. Tdk tahu pengaduan
4. Melakukan pengaduan 4. Hak Masyarakat
5. Menganggap hal biasa 5. Berharap ada perbaikan
6. Menggerutu dan menceritakan 6. TT/T
pada pihak lain
: 7. TIM
6 | Pelayanan Perpajakan (PBB, 1. Diam saja Alasan 1. Takut
NPWP, IMB, pajak 2. Cuek 2. Menganggap hal biasa
kendaraan, dil) 3. Diam tapi mengeluh 3. Tdk tahu pengaduan
4. Melakukan pengaduan 4. Hak Masyarakat
5. Menganggap hal biasa 5. Berharap ada perbaikan
6. Menggerutu dan menceritakan 6. TT/T]
pada pihak lain
7. TIMI
7 | Pelayanan dari Kepolisisan 1. Diamsaja Alasan 1. Takut
(SIM, STNK, SKCK, dit) 2. Cuek 2. Menganggap hal biasa
3. Diam tapi mengeluh 3. Tdk tahu pengaduan
4. Melakukan pengaduan 4. Hek Masyarakat
5. Menganggap hal biasa 5. Berharap ada perbaikan
6. Menggerutu dan menceritakan 6. TT/TJ
pada pihak lain
7. TTM
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Sikap/ Tindakan Petugas Ketika Mendapat Aduan atas kurangnya Pelayanan yang diberikan

No.

KONDISI: Menurut Bapak/Tbu/Saudara,
Apaksh.....

Sikap dan Respon

L

Pelayanan Pendidikan

Diam

Cuek
Bersikap sinis
Ramabh/ komunikatif
Mencatat Aduan/ keluhan
Lainnya, sebutkan

Pelayanan Kesehatan

Diam

Cuek

Bersikap sinis

Ramab/ komunikatif
Mencatat Aduan/ keluhan

Pelayanan Kependudukan (KTP, KK, Akte
Kelahiran, dil)

Lainnya, sebutkan
Diam

Cuek
Bersikap sinis
Ramaby/ komunikatif
Mencatat Aduvan/ keluhan
Lainnya, sebutkan

Pelayanan Air Bersih (PDAM)

Diam

Cuek

Ramabh/ komunikatif
Mencatat Aduar/ keluban
Lainnya, sebutkan

Pelayanan Ketersediaan Listrik

Diam

Cuek

Bersikap sinis

Ramah/ komunikatif
Mencatat Aduar/ keluhan

Pelayanan Perpajakan (PBB, NPWP, IMB,
pajak kendaraan, dll)

Lainnya, sebutkan
Diam

Cuek
Bersikap sinis
Ramah/ komunikatif
Mencatat Aduan/ keluhan
Lainnya, sebutkan

Pelayanan dari Kepolisisan (SIM, STNK,
SKCK, dl)

QAULALUNHOAVMBEWNSAUMAEUN=OALEWN=IANR LN =IAUNR LN =R WD

Diam

Cuek
Bersikap sinis
Ramah/ komunikatif
Mencatat Aduan/ keluhan
Lainnya, sebutkan
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Proses Pengaduan

No.

KONDISI: Menurut
Bapak/Tbw/Saudara, Apakah

Proses dan prosedur

Pelayanan Pendidikan

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kependudukan

(XTP, KK, Akte Kelahiran,
dil)

Pelayanan Air Bersih
(PDAM)

Pelayanan Ketersediaan
Listrik

Pelayanan Perpajakan (PBB,
NPWP, IMB, pajak
kendaraan, dlf)

Pelayanan dari Kepolisisan
(SIM, STNK, SKCK, dif)
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MEKANISME MERESPON PENGADUAN

Berikut kami akan bacakan berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kami minta
Bapak/Ibu memberi penilaian terhadap keadaan dan penanganan hal tersebut. Menurut

Bapak/Ibu/saudara, apakah ...

Sarana Pengaduan paling efektif menurut anda

No.

KONDISI: Menurut
Bapak/Tbu/Saudara, Apakah

Sarana Pengaduan

i;;.layman Pendidikan

Tatap muka / bertemu langsung Bag.Pengaduan

Pengaduan melalaui Kotak Aduan

Pengaduan melalui Kotek Saran

Memanfaatkan Telp. Aduan

Menulis pada surat pembaca (media)

Bercerita pada orang lain atas pelayanan yang kurang memuaskan
Lainnya, sebutkan...................

Pelayanan Kesehatan

Tatap muka / bertemu langsung Bag.ngaduan

Pengaduan melalaui Kotak Aduan

Pengaduan melalui Kotak Saran

Memanfaatkan Telp. Aduan

Menulis pada surat pembaca (media)

Bercerita pada orang lain atas pelayanan yang kurang memuaskan
Lainnya, sebutkan...................

Pelayanan Kependudukan
(KTP, KK, Akte Kelahiran,
din)

Tatap muka / bertemu Jangsung Bag.Pengaduan

Pengaduan melalani Kotak Aduvan

Pengaduan melalui Kotak Saran

Memanfaatkan Telp. Aduan

Menulis pada surat pembaca (media)

Bercerita pada orang lain atas pelayanan yang kurang memuaskan
Lainnya, sebutkan ..................

Pelayanan Air Bersih
(PDAM)

Tatap muka / bertemu langsung Bag Pengaduan

Pengaduan melalani Kotak Aduan

Pengaduan melalui Kotak Saran

Memanfaatken Telp. Aduan

Menulis pada surat pembaca (media)

Beremta pada orang lain atas pelayanan yang kurang memuaskan

"{ Pelayanan Ketersediaan

Listrik

Tatap muka / bertemu langsung Bag.Pengaduan
Pengaduan melalani Kotak Aduan

Pengaduan melalui Kotak Saran

Memanfaatkan Telp. Aduan

Menulis pada surat pembaca (media)

Bercerita pada orang lain atas pelayanan yang kurang memuaskan
Lainnya, sebutkan

Pelayanan Perpajakan (PBB,

NPWP, IMB, pajak
kendaraan, dit)

Tatap muka / bertemu langsung Bag.Pengaduan
Pengaduan melalani Kotak Aduan

- Pengaduan melalui Kotek Saran

Memanfaatkan Telp. Aduan
Menulis pada surat pembaca (media)
Bercenta pada orang lain atas pelayanan yang kurang memnaskan

Pelayanan dari Kepolisisan
(SIM, STNK, SKCK, dll)

NOLPAUNENAVNPLUN=INAVNALVNENANRLN=INALREWNEINALNAWUNSINAND WD =

Tatap muka / bertem langsung Bag.Pengaduan

Pengaduan melalaui Kotak Aduan

Pengaduan melalui Kotak Saran

Memanfaatkan Telp. Aduan

Menulis pada surat pembaca (media)

Bercerita pada orang lain atas pelayanan yang kurang memuaskan
Lainnya, sebutkan ..................
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Respon Masyarakat Ketika Melakukan Pengaduan

No. KONDISI: Menurut Respon yang diinginkan masyarakat ketika melakukan pengaduan
Bapak/Ibu/Saudara, Apakah
| L Pelayanan Pendidikan 1.  Sikap ramah dari petugas
2.  Sikap informatif dari petugas
3. Mencatat dan mengarsipkan keluahan/ aduan
4. Harapan pada pelayanan lebih baik
2. Pelayanan Kesehatan 1.  Sikap ramah dari petugas
2. Sikap informatif dari petugas
3. Mencatat dan mengarsipkan keluahan/ aduan
4. Harapan pada pelayanan lebih baik
3. Pelayanan Kependudukan 1.  Sikap ramah dari petugas
(KTP, KK, Akte Kelghiran, 2. Sikap informatif dari petugas
di) 3. Mencatat dan mengarsipkan keluahan/ aduan
4. Harapan pada pelayanan lebih baik
4 Pelayanan Air Bersih 1.  Sikap rameh dari petugas
(PDAM) 2. Sikap informatif dari petugas
3. Mencatat dan mengarsipkan keluahan/ aduan
4. Harapan pada pelayanan lebih baik
5. Pelayanan Ketersediaan 1. Sikap ramah dari petugas
Listrik 2. Sikap informatif dari petugas
3. Mencatat dan mengarsipkan keluahan/ aduan
4. Harapan pada pelayanan lebih baik
6. Pelayanan Perpajakan (PBB, 1.  Sikap ramah dari petugas
NPWP, IMB, pajak 2. Sikap informatif dari petugas
kendaraan, dll) 3. Mencatat dan mengarsipkan keluahan/ aduan
4. Harapan pada pelayanan lebih baik
7. Pelayanan dari Kepolisisan 1.  Sikap ramah dari petugas
(SIM, STNK, SKCK, dl) 2. Sikap informatif dari petugas
3. Mencatat dan mengarsipkan keluahan/ aduan
4. Harapan pada pelayanan lebih baik

Peran dan Fungsi Lembaga-lembaga perlindungan masyarakat

Dari lembaga yang disebutkan di bawah ini, lembaga perlindungan masyarakat apa yang anda kenal?
1. Yayasan Perlindungan Konsumen (YPKI)
2. LBH (Lembaga Bantuan Hukum)
3. Lainnya, sebutkan ...........ccocoeueueuencncnene.
Pernahkah anda melakukan aduan atas kinerja/ kualitas layanan publik terhadap lembaga tersebut?
1. Pernah

2. Tidak Pernah
Sebutkan nama lembaga ............c.ccorvcrerirennee.
AlSAN ...t srsaesrenaene

Perbaikan Layanan Publik yang diharapkan masyarakat/ pengguna layanan?
Ketrbukaan informasi/ proses layanan

. Transparansi anggaran

Efektifitas waktu/ proses layanan

Peningkatan kualitas SDM/ petugas

Peningkatan kualitas sarana/ pelayanan publik

Kenyamanan layanan publik

Lainnya, sebutkan ...........ccccoceververccrseneeccrncnincnnenseennenees

Nk~
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Lampiran 2

Panduan Wawancara

1. Bagaimana standart pelayanan yang ada di instansi penyelenggara pelayanan?
Jenis pelayanan publik yang disediakan instansi penyelenggara pelayanan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi sejumiah instansi dalam implementasi standart
pelayanan publik.

3. Jenis dan bnetuk sarana untuk masyarakat dalam menyampaikan ketidakpuasan
pelayanan, yang disediakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik.
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